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PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2022-2042;

h

Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat [ Sumatera
Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noror 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah dimubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 72);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomeor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata
Ruang Wilavah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327};

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);



Dengan Persetujjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RARKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menetapkan

dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BENGEALIS TAHUN 2022-2042.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
vang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Provinsi adalah Provinsi Riau.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah yang —memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kabupaten adalah Kabupaten Benghkalis.
Bupati adalah Bupati Bengkalis.

Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang
dipimpin oleh camat.

Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut
dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan soszial ekonomi Masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu
Wilayah yvang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang yvang selanjutnya disingkat RTR adalah
hasil Perencanaan Tata Ruang.

Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.
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Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait
yvang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata
Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan vang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan
Penataan Ruang.

Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan
landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

dan Masyarakat.

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan
kinerja Penataan Ruang yvang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan

Ruang.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan
Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan RTR.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur
Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiavaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.

Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya  agar
Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah vang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budi daya.

Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian linglungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Dava adalah Wilayah vang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber
daya buatan.

Kawasan Perkotaan adalah Wilayah vang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan
sebagal tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.
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Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman
pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok vang penggunaannya lebih bersifat terbuka,
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun vang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan
aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya. dan
estetika.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi
daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki
hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau
hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk
mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
nasional.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa
Kabupaten /kota.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN] adalah Kawasan
Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan
Kawasan perbatasan negara.

Pusat Kegiatan Lokal [PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang
berfungsi untuk melayvani kegiatan skala Kabupaten atau
beberapa Kecamatan.

Pusat Pelayanan EKawasan adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

Rencana Detail Tata Ruang vang selanjutnyva disingkat RDTR
adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah
Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
Kabupaten.

Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara
berdaya guna antarpusat Kegiatan nasional atau antarapusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna antarapusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau
antarapusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan vang menghubungkan
Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua
atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder
kketiga.

Jalan Lokal Primer adalah jalan yvang menghubungkan secara
berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan
lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan
linglungan, antarpusat kegiatan lokal. atau pusat kegiatan
lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat
kegiatan lingkungan.
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Jalan Lokal Sekunder adalah jalan wyang menghubungkan

Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan
selkunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga
dan seterusnyva sampai ke perumahan.

Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan
antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di
dalam linglkungan Kawasan Perdesaan.

Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yvang menghubungkan
antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.

.Jalan Tol adalah jalan umum vang merupakan bagian sistem

jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya
diwajibkan membayar tol.

Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang
berfungsi melayani kendarasan penumpang umum untuk
angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK),
serta angkutan perdesaan (ADES).

Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang vang
berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk
angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan
bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda
anglkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik,
dan/atau tempat parkir mobil barang.

Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan
untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang
muatan kendaraan angkutan.

Jembatan adalah jalan yvang terletak di atas permukaan air
dan/atau di atas permukaan tanah.

Jaringan Jalar Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api
antarkota wang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk
melayani perpindahan Orang dan/atau barang.

Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk
keperluan naik turun penumpang.

Lintas Penyeberangan Antarnegara adalah suatu alur perairan
di sungai dan/atau danau yang ditetapkan s=ebagai lintas
penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada
jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan
di sungal dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas
penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antar
jaringan jalan nasional dan antar jaringan jalur kereta api
antarprovinsi.

Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau vang
ditetapkan sebagai lintas penveberangan antarkabupaten/kota
yang menghubungkan antar jaringan jalan Provinsi dan
jaringan jalur kereta api dalam Provinsi.

Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten adalah suatu alur
perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai
lintas penyeberangan dalam Kabupaten vang menghubungkan
simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api
dalam Kabupaten.
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Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan
yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau
yang terletak di sungai atau danau vang bersifat pengumpan.

Pelabuhan Penyeberangan Kelas 11 adalah pelabuhan vang
digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas II.

. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang

digunakan untuk kegiatan angkutan penveberangan kelas III.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yvang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat
anglutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan
sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan
antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknyva melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih
muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas,
merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan
Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.

Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih
muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas,
merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan
Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelavanan dalam kabupaten/kota.

Pangkalan Pendaratan lkan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu
sebagal tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem
bisnis perikanan yang digunakan sebagali tempat kapal
perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan
vang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya
digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk
menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama
yvang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di
permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Jaringan vang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fagilitas
Produksi-Kilang Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan
seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah
atau di bawah permukaan tanah dart fasilitas produksi-

pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut,

Jaringan vang Menyalurkan Minyvak dan Gas Bumi dari Fasilitas
Produksi-Tempat Penyimpanan  adalah  jaringan  yang
menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di
permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas
produksi-tempat penyvimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel
bawah laut.
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Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit
listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) adalah Pembangkit listrik
yvang memanfaatkan tenaga gas.

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) adalah pembangkit
listrik yvang memanfaatkan tenaga angin.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit
listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) adalah
pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.

Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang
memanfaatkan tenaga lainnya

. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga

listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor| di udara
bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Saluran Transmisi Lainnya adalah jaringan penyaluran tenaga
listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke
konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain
SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.

Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik
adalah jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang
bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang
terletak/tertanam di bagian bawah laut.

Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus
listrik.
Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penvelenggaraan jaringan

telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk
pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Jaringan Bergerak Terestrial adalah jaringan yvang melayvani
pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio
trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Jaringan Bergerak Seluler adalah Jaringan yang melayani
telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan
bumi.

Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi vang
terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran
pembuangannya. bangunan bagi, bangunan bagi-sadap,
bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi
yang terdiri atas saluran sekunder. saluran pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi-zadap, bangunan sadap, dan
bangunan pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi
sebagal prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang
terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran
pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan
pelengkapnya.

Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat
memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya
debit banjir
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Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia
air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum

Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk
prozes pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses
fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut
air minum

Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari
bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk
pipa/kabel bawah laut air minum.

Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas
sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran
kebakaran, yvang harus dipasang alat pengukuran berupa meter
air.

Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan
menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku
Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan
untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat
dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

Bak Penampungan Air Hujan adalah Sarana untuk menampung
air hujan sebagai air baku

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian
kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan

dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik,
termasuk pipa/kabel bawah laut air imbah.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanat,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,
dan/atau penimbunan.

Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan dari
alat anghkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan
untuk kabupaten /kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih
dari 25 km vang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan
sampah.

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala
Kawasan.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum
sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengelahan sampah terpadu.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Jalur Evakuasi Bencana adalah arah yang ditempuh untuk
pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang
terkena dampak bencana.

Tempat Ewvakuasi Bencana adalah tempat wang digunakan
untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi
bencana ke tempat yvang aman atau penampungan pertama
untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
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Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung
dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan
menyalurkan ke Badan Air penerima.

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk
menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air
tersebut ke jaringan drainase primer.

Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai,
danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

Kawasan Lindung Gambut adalah Kawasan yang merupakan
bagian dari Kawasan Lindung yvang mempunyai fungsi utama
perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan
karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan vang
diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan
Masyarakat untuk melindungi dan mengelola linglkungan hidup
secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas
penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan
pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya
Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai
Kawasan Lindung antara lain Sempadan Pantai, sungai, mata
air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya
yvang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam vang
mempunyai ciri khas berupa keaneka ragaman dan atau
keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat
dilakukan pembinaan terhadap habitatnyva.

Holding Zone adalah ketentuan tambahan pada peta rencana
Pola Ruang berupa delineasi areal pada Kawasan hutan yang
diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan
menjadi Kawasan peruntukan lain.

Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/Wilayah yang
merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove
berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat
tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai
terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungal yang
terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam
membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang
berkelanjutan.

Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan
dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas
hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka
penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua
puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di
laar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam. hutan
pelestarian alam, dan taman buru.
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Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan
faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan
setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang
mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima)
di lnar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan
pelestarian alam, dan taman buru.

Kawasan Hutan Produksi vang dapat Dikonversi adalah
Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produlktif
yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di
hiar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti
tukar menukar Kawasan hutan.

Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah
beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak
beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan
pengembangan tanaman pangan.

Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi
untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah
dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan vang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi
lingltungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Kawasan Pertambangan Minvak dan Gas Bumi adalah Kawasan
pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah
yvang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak
dan gas bumi.

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan vang
diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang
ditetapkan sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kawasan Pariwisata adalah Kawasan vang memiliki fungsi
utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan
pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai
linglkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di
Kawasan Perkotaan.

Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yvang mendukung perikehidupan dan penghidupan di
Kawasan Perdesaan.

Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan
untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam
upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem
transportasi yang tettuang di dalam RTR yang meliputi
transportasi darat, udara, dan laut.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan
bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan
dan keamanan, termasuk tempat latithan, kodam, korem,
koramil, dan sebagainya.



121.

122.

123.

124.

125.
126.

127.

128.

129.

(1)

(2)

12

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana Kkegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTE.

Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian
antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Persetujuan KKPR adalah dokumen wyang menyatakan
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RTR selain RDTE.

Rekomendasi KKPR adalah dokumen vang menyvatakan
kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan
belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan
tujuan Penvelenggaraan Penataan Ruang.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyaralkat adalah orang perseorangan, kelompok Orang,
termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki
kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang
meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB1II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:

a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten;

rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten:

=3

Kawasan Strategis Kabupaten;
arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan

ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kabupaten.

Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten seluas lebih
kurang 861.256 (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus
lima puluh enam) hektare yang terletak di antara koordinat
0°55'17.,881" - 2°7'33,472" Lintang Utara dan 100°58'3,256" -
102°30'31,957" Bujur Timur.

T
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(3) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak;

c. sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten
Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan
Meranti.

(4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Kecamatan Benglkalis;
Kecamatan Bantan;
Kecamatan Bukit Batu;
Kecamatan Bandar Laksamana;
Kecamatan Siak Kecil;
Kecamatan Mandau;
Kecamatan Bathin Solapan;
Kecamatan Rupat;
Kecamatan Rupat Utara;
j. Kecamatan Pinggir; dan
k. Kecamatan Talang Muandau.

(5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

e moe e oA

BAE III
TUJUAN, EEBIJAEAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan
Kabupaten sebagai salah satu Kawaszan pertumbuhan ekonomi
nasional vang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan,
pariwisata, industri, dan pertambangan migas yang berwawasan

linglungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun
kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

(2} Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten;



14

b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten:
dan

c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

(3) Kebijjakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf a, meliputi:

a. pengembangan sistem pusat permukiman untuk

mewujudkan keterpaduan Wilayah daratan dengan Wilayah

lautan dalam  konstelasi regional, mnasional, dan
internasional; dan

b. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
interaksi antar Wilayah.

(4] Kebijakan pengembangan Pecla Ruang Wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.

(5] Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana
dimalksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

a. pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan
risiko bencana;

b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

(6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

a. pengembangan ekonomi Wilayah berbasis potensi sumber
daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi;
dan

b. peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan
negara.
(7} Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf ¢, meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis
Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
Wilayah vang produktif, efisien, dan berdaya saing; dan

b. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis
Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan
budaya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilavah Kabupaten

Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun
strategi Penataan Ruang Wilayvah Kabupaten.
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(2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman untuk
mewujudkan keterpaduan Wilayah daratan dengan Wilayah
lautan dalam konstelasi regional, nasional. dan internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a,

meliputi:

a. mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang:

b. menjaga keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, antara
Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara
Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya;

c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Kawasan yvang
belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;

d. mengembangkan Kawasan pertumbuhan ekonomi di

Wilayah perbatasan negara:

mendorong Kawasan Perkotaan dan pusat pertumbuhan
agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan
Wilayah di sekitarnya; dan

mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai
hierarki dan jangkauan pelayvanannva.

(3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
interaksi antar Wilavah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf b, meliputi:

.

mengembangkan sistem jaringan transportasi secara
menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas
Wilayah daratan dengan Wilayah kepulauan;

mengembangkan keterkaitan dan keterpaduan sistem
transportasi regional, nasional, dan internasional;

mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan
energi, telekomunikasi, dan sumber daya air; dan

mengembangkan jaringan untuk meningkatkan kualitas
keterpaduan sistem pelayanan dalam penyediaan air
minum, pengelolaan limbah. persampahan, drainase, Jalar
Evakuasi Bencana, dan Tempat Evakuasi Bencana pada
pusat pertumbuhan Wilayah.

(4] Strategi pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan
risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)
huruf a, meliputi:

£,

meningkatkan dan melestarikan fungsi lindung seluruh
Kawasan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan
Ekosistem Mangrove, Kawasan Lindung Gambut, dan
Kawasan Perlindungan Setempat;

menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta
mempertahankan luasannya;

menjaga dan meningkatkan keanekaragaman  hayati
Kawasan Lindung;

meningkatkan peran serta Masyarakat dan swasta dalam
memelihara Kawasan Lindung;

mengembangkan sistem peringatan dini dan
penanggulangan bencana secara terpadu; dan
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menyediakan Jalur Evakausi Bencana dan Tempat Evakuasi
Bencana.

(5] Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang
dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:

.

b.

menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup:;

melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan
perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh

suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya;

melndungi kemampuan lingkungan hidup untuk menverap
zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke
dalamnya;

mencegah terjadinya tindakan yvang dapat secara langsung
atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik
lingkungan vang mengakibatkan lingkungan hidup tidak
berfungsi dalam  menunjang  pembangunan yang
berkelanjutan; dan

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini
dan generasi masa depan.

(6] Strategi pengembangan ekonomi Wilayah berbasis potensi
sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan
lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6] huruf a,
meliputi:

a.

b.

mengembangkan Kawasan produksi tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan:

menetapkan dan mengendalikan Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan:

mengembangkan pusat agrobisnis untuk mendukung dan
mendorong laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Kabupaten;

mengembangkan Kawasan produksi perikanan melala
konsep minapolitan;

mengembangkan budi daya perikanan vyang ramah
linglkungan;

mengembangkan Kawasan Pariwisata sesuai dengan potensi
Wilayah dan mengedapankan kearifan lokal;
mengembangkan Kawasan industri vang ramsah lingkungan;
mengoptimalkan kegiatan pertambangan minyak dan gas
bumi:

mengembangkan prasarana pendukung Kawasan Pertanian,
perikanan, industri, dan migas;

mengoptimalkan Ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya
dukung daya tampung lingkungan Hidup;

menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau
pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga
puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20%

(dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10%
(sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat; dan
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1. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila
proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).

(7] Strategi peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan
Keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(6) huraf b, meliputi:

a. mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
negara;
b. membatasi kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan

di sekitar Kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan; dan

c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan
keamanan.

(8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan
Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
Wilayah yang produlktif, efisien, dan berdaya saing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, meliputi:

a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. mengembangkan dan mendukung pertumbuhan Kawasan
andalan nasional: dan

c. meningkatkan dan mengembangkan pusat jasa =zerta
perdagangan berskala Wilayah, nasional, dan internasional.

(9] Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan
Strategis Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huraf b,

meliputi:
a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut
kepentingan sosial dan budaya; dan

b. melestarikan situs-situs budaya dan mengembangkan pusat
pelestarian budaya melayu.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1} Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
a. sistem pusat permukiman; dan
b. sistem jaringan prasarana.

(2] Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7
(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
b. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PESNJ;
c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
d. pusat-pusat lain.

(2} Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)] sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berupa PKW Bengkalis, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis; dan
b. Kecamatan Bantan.

(3) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa PKSN Bengkalis,
berada di:

a. Kecamatan Bengkalis; dan
b. Kecamatan Bantan.

(4} Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, meliputi:

a. PKL Sungai Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu; dan
b. PKL Duri berada di:

1. Kecamatan Mandau; dan

2. Kecamatan Bathin Solapan.

(3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
terdiri atas:

a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
b. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(6) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kawasan Lubuk Muda berada di
Kecamatan Siak Kecil;

b. Pusat Pelayanan EKawasan Pinggir berada di Kecamatan
Pinggir:

c. Pusat Pelayanan Kawasan Sebangar berada di Kecamatan
Bathin Solapan; dan

d. Pusat Pelayanan Kawasan Tanjung Medang berada di
Kecamatan Rupat Utara.

(7} Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(S) huruf b, meliputi:
a. Pusat Pelayanan Lingkungan Meskom berada di Kecamatan
Bengkalis:

b. Pu=sat Pelayanan Lingkungan Pematang Duku berada
di Kecamatan Bengkalis;
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Pusat Pelayanan Lingkungan Teluk Pambang berada
di Kecamatan Bantan;

Pusat Pelayanan Lingkungan Sepotong berada di Kecamatan
Siak Kecil;

Pusat Pelayanan Lingkungan Bukit Batu berada
di Kecamatan Bukit Batu:

Pusat Pelayanan Lingkungan Tenggayun berada
di Kecamatan Bandar Laksamana;

Pusat Pelayanan Lingkungan Bathin Sobanga berada
di Kecamatan Bathin Solapan:

Pusat Pelayanan Lingkungan Beringin berada di Kecamatan
Talang Muandau;

Pusat Pelayanan Lingkungan Batu Panjang berada
di Kecamatan Rupat;

Pusat Pelayanan Lingkungan Pangkalan Nyirth berada
di Kecamatan Rupat; dan

Pusat Pelayanan Lingkungan Kadur berada di Kecamatan
Rupat Utara.

(8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW),
Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan
sebagaimana pada ayat (2), ayat (4], dan ayat (6) diatur lebih
lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umnum

Pasal 8

(1) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.
b.
e

d.

e,

sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energi;

Sistem jaringan telekomunikasi;
Sistem jaringan sumber daya air; dan

Sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.

sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan kereta api;

L=

(1)

(2)

(3)

()

(3)

sistem jaringan sungai. danau, dan penveberangan;
sistem jaringan transportasi laut; dan
bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 10
Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a, terdiri atas:
a. jalan umum;
b. Jalan Tol:
terminal penumpang;
Terminal Barang;
Jembatan Timbang: dan

o a0

f. Jembatan.

Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a,
terdiri atas:

a. jalan arteri;

b. jalan kolektor;

c. jalan lokal; dan
d. jalan lingkungan.

Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:

a. Bts. Kota Dumai-Duri;
b. Duri-Kandis; dan
c. Simpang Batang-Simpang Kulim.

Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdiri atas:

a. Jalan Kolektor Primer; dan
b. Jalan Kolektor Sekunder.

Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4
huruf a, meliputi:

a. Sei. Pakning (Km 130)-Teluk Masjid-Simpang Pusako;
Dumai-Sepahat;

Sepahat-Sei. Pakning (Km 130);

Bengkalis-Ketam Putih;

Jembatan Ketam Putih-Tanjung Padang;

o opo g
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Sontang-Simpang Jurong-Duri;

Batu Panjang-Pangkalan Nyirih;
Air Putih-Selat Baru:

5w o
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Bat Panjang-Tanjung Kapal;
Jl. Bantan;
Lingkar Barat (Duri);
Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang;
. Bengkalis-Muntai;
Buruk Bakul-Langkat;
Jl. Berancah-Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja;
Tanjung Kapal-Jl. Pemuda;
Duri-Sei. Pakning;
Selat Baru-Pantai;
Benghkalis-Perapat Tunggal,
t. Jl. Gajah Mada-Sebangar Duri;
1. Lingkar Timur (Duri);

Hew oo BB TR
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v. Jembatan Rupat-Dumai: dan
w. Jembatan Bukit Batu-Bengkalis.

(6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b, berupa Jl. Jenderal Sudirman.

(7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayvat (2} huruf e, terdiri

atas:
a. Jalan Lokal Primer; dan
b. Jalan Lokal Selkunder.

(8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

terdiri atas:
a. Jalan Lingkungan Primer; dan
b. Jalan Lingkungan Sekunder.

(9) Jalan lokal dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) dan ayat (8) berada di seluruh di Kecamatan dan
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10} Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

(11}

(12)

meliputi:
a. Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai; dan
b. Jalan Tol Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapat.

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, terdiri atas:

a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
b. Terminal Penumpang Tipe C.

Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) huruf a berada di Kecamatan Mandau.
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Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;
b. Kecamatan Bukit Batu;
¢. Kecamatan Mandau;

d. Kecamatan Rupat; dan
e. Kecamatan Rupat Utara.

Jembatan Timbang sebagaimana dimmaksud pada ayat (1)
huruf e, berada di Kecamatan Pinggir.

égmbata_u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf {, berada
i:

a. Kecamatan Bengkalis;
Kecamatan Bantan;

Kecamatan Bukit Batu;
Kecamatan Bandar Laksamana:
Kecamatan Siak Kecil;
Kecamatan Bathin Solapan
Kecamatan Rupat;

Kecamatan Rupat Utara;
Kecamatan Pinggir; dan

j. Kecamatan Talang Muandau.

Bt oA o
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Pasal 11
Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf b, terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api.

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.

Jaringan jalur kereta apl umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:

a. Rantau Prapat - Duri — Pekanbaru;
b. Dumai — Pelintung — Buruk Bakul — Tanjung Buton; dan
c. Duri — Tambusai — Ujung Batu — Kandis.

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huraf
b, berupa Stasiun Penumpang berada di:

a. Kecamatan Pinggir;
Kecamatan Mandau:
Kecamatan Bathin Solapan;

Kecamatan Bandar Laksamana;

B 2 W
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e. Kecamatan Bukit Batu; dan
f. Kecamatan Siak Kecil.

Pasal 12

Sistem  jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢, terdiri atas:

a. Lintas Penyeberangan Antarnegara;

=3

Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;

Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi;
Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;

Pelabuhan sungai dan danau; dan

pelabuhan penyeberangan.

2 I - N

Lintas Penveberangan Antarnegara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Tanjung Medang (Indonesia}-Port Dickson (Malaysia); dan
b. Bengkalis (Indonesia)-Malaka (Malaysia).

Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, yaitu Bengkalis-Tanjung Balai;

Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. Rupat-Kota Dumai;

b. Ketam Putih-Dakkal;

c. Bengkalis-Mengkapan: dan

d. Kampung Balak-5Se1 Selari.

Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Air Putih-Sei. Selari;

b. Prapat Tunggal-Tanjung Leban;

¢. Prapat Tunggal-Pergam /Sukarjo Mesim; dan

d. Tanjung Leban-Pergam /Sukarjo Mesim.

Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, berupa Pelabuhan Sungai dan Danau

Pengumpan.

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), berupa Pelabuhan Siak Kecil berada
di Kecamatan Siak Kecil,

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, terdiri atas:

a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.

Pelabuhan Penyeberangan Kelas Il sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf a, meliputi:

a. pelabuhan penyeberangan Air Putih/Bengkalis berada
di Kecamatan Bengkalis;
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b. pelabuhan penyeberangan Rupat/Tanjung Kapal berada
di Kecamatan Rupat; dan

c. pelabuhan penveberangan Sei. Selari berada di Kecamatan
Bukit Batu.

Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) huruf b, meliputi:

a. pelabuhan penyeberangan Ketam Putih berada
di Kecamatan Bengkalis;

b. pelabuhan penyeberangan Tanjung Medang berada
di Kecamatan Rupat Utara;

c. pelabuhan  penyeberangan Prapat Tunggal berada
di Kecamatan Bengkalis;

d. pelabuhan penyeberangan Pergam/Sukarjo Mesim berada
di Kecamatan Rupat; dan

e. pelabuhan  penyeberangan Tanjung Leban  berada
di Kecamatan Bandar Laksamana.

Pasal 13
Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf d, berupa pelabuhan laut.

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:

a. Pelabuhan Pengumpul;
b. pelabuhan pengumpan; dan
c. pelabunan perikanan.

Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, meliputi:

a. Pelabuhan Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis;

b. Pelabuhan Sungai Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu;
dan

c. Pelabuhan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat
Utara.

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, terdiri atas:

a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a, berupa Pelabuhan Batu Panjang berada di
Kecamatan Rupat.

Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b, meliputi:

a. Pelabuhan Buruk Bakul berada di Kecamatan Bukit Batu;
b. Pelabuhan Melibur berada di Kecamatan Talang Muandau;
c. Pelabuhan Selat Baru berada di Kecamatan Bantan;

d. Pelabuhan Teluk Rhu berada di Kecamatan Rupat Utara;
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Pelabuhan Bantan Tengah berada di Kecamatan Bantan;
Pelabuhan Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu;
Pelabuhan Darul Aman berada di Kecamatan Rupat:

. Pelabuhan Lubuk Muda berada di Kecamatan Siak Kecil;
Pelabuhan Selat Morong berada di Kecamatan Rupat;
Pelabuhan Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupat;

k. Pelabuhan Teluk Pambang berada di Kecamatan Bantan:
dan

1. Pelabuhan Titi Akar berada di Kecamatan Rupat Utara.

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, berupa Pangkalan Pendaratan Tkan.

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) berada di:

a. Kecamatan Bengkalis; dan
b. Kecamatan Rupat Utara.

Fom oo
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Pasal 14

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berupa Bandar Udara
Khusus.

Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada avat (1)
vaitu Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning berada di
Kecamatan Bukit Batu.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi
Pasal 15
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16
Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a. terdiri atas:
a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
b. jaringan minyak dan gas bumi.

Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.
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(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari
Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan

b. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari
Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

(4) Jaringan yang Menyalurkan Minvak dan Gas Bumi dari Fasilitas
Produksi-Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, meliputi:

a. Jaringan vang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari
Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan melewati:

1. Kecamatan Mandau;
2. Kecamatan Bathin Solapan; dan
3. Kecamatan Pinggir.

b. jalur Duri - Dumai - Medan; dan

c. jalur Duri CPS - Dumai CPS.

(5) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas
Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, meliputi:

a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari
Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan melewati:

1. Kecamatan Bantan: dan
2. Kecamatan Bengkalis.

b. Jaringan yang Menyalurkan Minvak dan Gas Bumi dari
Fasilitas Produks:i-Tempat Penyimpanan melewati
Kecamatan Siak Kecil.

(6) Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17
(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung; dan

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung.

{2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas:

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD|:
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG};

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH]); dan
Pembangkit Listrik Lainnya.

o o
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Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf a, berada di:
a. Kecamatan Bengkalis;
b. Kecamatan Bantan;
c. Kecamatan Rupat; dan
d. Kecamatan Rupat Utara.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf b, berada di Kecamatan Pinggir.

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;
b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat; dan
d. Kecamatan Rupat Utara.

Pembangakit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;
b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat; dan
d. Kecamatan Rupat Utara.

Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)] sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;
b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat; dan
d. Kecamatan Rupat Utara.

Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huraf f, meliputi:

a. pembangkit listrik tenaga mesin dan gas (PLTMG) Riau
Peaker berada di Kecamatan Pinggir;

b. pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg] berada di:
Kecamatan Bengkalis:
Kecamatan Bantan;

Kecamatan Rupat; dan

ol ol ol

Kecamatan Rupat Utara.
c. pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) berada di:
1. Kecamatan Bengkalis;
2. Kecamatan Bantan;
3. Kecamatan Rupat; dan
4. Kecamatan Fupat Utara.
d. pembangkit listrik tenaga hybrid berada di:
1. Kecamatan Bengkalis;
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2. Kecamatan Bantan;
3. Kecamatan Rupat; dan
4. Kecamatan Rupat Utara.

(9) Jaringan infrakstruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas:

.

b.

C.

jaringan transmisi tenaga listrik untuk menvalurkan tenaga
listrik antarsistem;

Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyvaluran Tenaga Listrik;
dan

Gardu Listrik.

{10) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga
listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruaf
a, terdiri atas:

.

b.

Saluran Udara Tegangan Tinggi {(SUTT); dan
Salaran Transmisi Lainnya.

(11) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) huruf a, meliputi:

(12

el.

Landing Point Riau 2-Landing Point Bengkalis melalui:
1. Kecamatan Bandar Laksamana; dan

2. Kecamatan Bukit Batu.

Pakning-Siak melalui:

1. Kecamatan Bukit Batu: dan

2. Kecamatan Siak Kecil.

Duri-Bagan Batu melalui:

1. Kecamatan Bathin Solapan;

2. Keecamatan Mandau; dan

3. EKecamatan Pinggir.

d. Garuda Sakti-Teluk Lembu melalui Kecamatan Pinggir;

i.

Garuda Sakti-Balai Pungut melalui Kecamatan Bathin
Solapan;

Duri-Dumai melahi Kecamatan Bathin Solapan;

Kota Dumai-Bangkinang melalui:

1. Kecamatan Bathin Solapan;

2. Kecamatan Mandau; dan

3. Kecamatan Pinggir.

Balai Pungut-Duri melalhui:

1. Kecamatan Mandau;

2. Kecamatan Bathin Solapan; dan

3. Kecamatan Pinggir.

New Garuda Sakti-Balai Pungut melalui Kecamatan Pinggir.

Saluran Transmisi Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) huruf b, berupa jaringan interkoneksi listrik
Riau-Malaysia melalui:

a. Kecamatan Rupat Utara;

b. Kecamatan Rupat:
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c. Kecamatan Bandar Laksamana; dan
d. Kecamatan Talang Muandaiw.

(13) Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, berupa jaringan
sistem Isolated meliputi:

a. Dumai-Pulau Rupat melalui Selat Rupat; dan
b. Pakning-Bengkalis melalui Selat Bengkalis.

(14) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huraf c,
berada di:

a. Kecamatan Pinggir;

b. Kecamatan Bathin Solapan;
c. Kecamatan Bukit Batu; dan
d. Kecamatan Benghkalis.

{15) Pengembangan  jaringan  infrastruktur  ketenagalistrikan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Jaringan Tetap; dan
b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf a,
meliputi:

a. Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat
(STO) berada di Kecamatan Bengkalis; dan

b. Jaringan serat optik, berada di:

1. Eecamatan Bengkalis;

2. Kecamatan Bantan;

3. Kecamatan Bukit Batu;

4. Kecamatan Bandar Laksamana;
5. Kecamatan Bathin Solapan;

6. Kecamatan Mandau; dan

7. Kecamatan Pinggir.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas:

a. Jaringan Bergerak Terestrial; dan
b. Jaringan Bergerak Seluler.

(4) Jaringan Bergerak Terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a. berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;
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b. Kecamatan Bantan; dan

c. Kecamatan Rupat Utara.

{3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, berupa menara Base Transceiver Station (BTS) berada di
seluruh Kecamatan.

(6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Paragraf 5
Sistemn Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf d, berupa prasarana sumber daya air.

(2] Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:

a. sistem jaringan irigasi; dan
b. sistem pengendalian banjir.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, terdiri atas:

a. Jaringan Irigasi Primer;
b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. Jaringan Irigasi Tersier.

(4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada avat (3)
huruf a, berada di:

a. Kecamatan Bantan:

b. Kecamatan Siak Kecil:

c. Kecamatan Bandar Laksamana;
d. Kecamatan Mandau:

e. Kecamatan Rupat; dan

f. Kecamatan Rupat Utara.

(5] Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, berada di:

a. Kecamatan Bantan;
Kecamatan Siak Kecil:
Kecamatan Bukit Batua;

e

Kecamatan Bandar Laksamana;
Kecamatan Bathin Solapan;
Kecamatan Mandau;

Kecamatan Rupat; dan

B oo

Kecamatan Eupat Utara.
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(6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢, berada di:

a.

o

Ao

B om oo
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Kecamatan Bantan;

Kecamatan Siak Kecil:
Kecamatan Bukit Batu;
Kecamatan Bandar Laksamana:
Kecamatan Mandau;
Kecamatan Talang Muandau;
Kecamatan Pinggir;

Kecamatan Rupat; dan

Kecamatan Rupat Utara.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Pengendalian Banjir.

(8] Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) berada di:

»

g =

e.

f.

Kecamatan Bengkalis;
Kecamatan Bantan;

Kecamatan Bukit Batua;
Kecamatan Bandar Laksamana;
Kecamatan Rupat; dan

Kecamatan Rupat Utara.

(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

(1) Sistem jaringan prasarana lainnyva sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a.
b.

C.

d.

e.

f:

sistem penyediaan air minum (SPAM);
sistem pengelolaanair limbah (SPAL);

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayva dan Beracun
(B3);

sistem jaringan persampahan;
sistem jaringan evakuasi bencana; dan

sistem drainase.

(2] Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 21
(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a, jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. Unit Air Baku;

b. Unit Produksi;

c. Unit Distribusi; dan
d. Unit Pelayanan.

(3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
berada di:

Kecamatan Bengkalis;

Kecamatan Bantan;

o @

Kecamatan Rupat;

oo

Kecamatan Siak Kecil:

Kecamatan Mandau;

Kecamatan Rupat Utara;
Kecamatan Bandar Laksamana: dan
h, Kecamatan Talang Muandai.

(4} Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

m oo

o

Kecamatan Bantan;

Kecamatan Rupat;

Kecamatan Bukit Batu;

Kecamatan Siak Kecil;

Kecamatan Mandau:

Kecamatan Rupat Utara;
Kecamatan Bandar Laksamana: dan
Kecamatan Talang Muandau.

(5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf c,
berada di seluruh Kecamatan.

(6) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
berada di seluruh Kecamatan.

(7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas:

a. Sumur Dangkal;

b. Sumur Pompa; dan

5@ oo oo
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c. Bak Penampungan Air Hujan.
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(8) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a,
berada di seluruh Kecamatan.

(9) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7] huruaf b,
berada di seluruh Kecamatan.

(10) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) huruf c, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 22

(1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, berupa Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik.

(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Infrastruktur Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(3] Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] berada di seluruh
Kecamatan.

Pasal 23

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf ¢, berada di
seluruh Kecamatan.

Pasal 24

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);

b. Tempat Pengelolaan Sampah PReuse, Reduce, Recycle
(TPS3R);

c. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan;

(3) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh

Kecamatan.

(4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢. berada di seluruh Kecamatan.

(5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, berada di:

Kecamatan Bengkalis;
Kecamatan Bantan;
Kecamatan Bukit Batu;
Kecamatan Bathin Solapan;
Kecamatan Pinggir;
Kecamatan Siak Kecil;
Kecamatan Rupat:; dan

@ e eoop

Kecamatan Rupat Utara.
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Pasal 25
(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2] Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. Jalar Evakuasi Bencana banjir;
b. Jalur Evalmasi Bencana kebaltaran: dan
c. Jalur Evalkuasi Bencana abrasi.

(3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, berada di:

a. Kecamatan Bukit Batu; dan
b. Kecamatan Siak Kecil.

(4} Jalur Evakuasi Bencana kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Bukit Batu;

d. Kecamatan Bandar Laksamana:
e. Kecamatan Siak Kecil:

f. Kecamatan Mandau;

g. Kecamatan Bathin Solapan;

h. Kecamatan Rupat;

sk w

Kecamatan Rupat Utara; dan
j. Kecamatan Pinggir.

(3) Jalur Evakuasi Bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis; dan
b. Kecamatan Bantan.

(6) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa lapangan, bangunan fasilitas sosial, bangunan
fasilitas umum, dan bangunan lainnya vang memungkinkan
yang meliputi:

a. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
b. Tempat Evakuasi Bencana kebakaran; dan
c¢. Tempat Evakuasi Bencana abrasi.

(7) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a, berada di Kecamatan Siak Kecil.

(8} Tempat Evakuasi Bencana kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b, berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantan:
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Kecamatan Bandar Laksamana;
Kecamatan Siak Kecil;

Kecamatan Bathin Solapan;

e o0

Kecamatan Pinggir; dan
g. Kecamatan Rupat.

(Q) Tempat Evakuasi Bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf ¢, berada di:

a. Kecamatan Bantan; dan

b. Kecamatan Bengkalis.

Pasal 26
(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf f, terdiri atas:
a. Jaringan Drainase Primer; dan
b. Jaringan Drainase Sekunder.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a. berada di seluruh Kecamatan.

(3] Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

BABYV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2] Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 28
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
huruf a, terdiri atas:
a. Badan Air;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;
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c. Kawasan Perlindungan Setempat;
d. Kawasan konservasi; dan

e. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 29

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, seluas
lebih kurang 8.563 (delapan ribu lima ratus enam puluh tiga)
hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 30

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huraf b,
terdiri atas:

a. Kawasan Hutan Lindung; dan
b. Kawasan Lindung Gambut.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, seluas lebih kurang 31 (tiga puluh satu) hektare berada
di Kecamatan Rupat Utara.

(3) Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, seluas lebih kurang 1.016 (seribu enam belas) hektare
berada di:

a. Kecamatan Bukit Batua;
b. Kecamatan Bathin Solapan; dan
c. Kecamatan Pinggir.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf c, seluas lebih kurang 1.135 (seribu seratus tiga
puhuh limma) hektare berada di:

Kecamatan Bandar Laksamana;
Kecamatan Bantan;

Kecamatan Bathin Solapan;
Kecamatan Bengkalis:
Kecamatan Mandau;
Kecamatan Pinggir;

Kecamatan Rupat; dan

5@t opp TR

Kecamatan Rupat Utara.
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Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 32

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf d, berupa kawasan suaka alam.

(2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Suaka Margasatwa.

(3) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada avat (2),
meliputi:
a. Suaka Margasatwa Bukit Batu;
b. Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil;
c. Suaka Margasatwa Sibanga/PLG; dan
d. Suaka Margasatwa Balai Raja.

(4) Suaka Margasatwa Bukit Batu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, seluas lebih kurang 21.403 (dua puluh satu
ribu empat ratus tiga) hektare berada di:

a. Kecamatan Bukit Bana;
b. Kecamatan Siak Kecil; dan
c. Kecamatan Bandar Laksamana.

(5) Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, seluas lebih kurang 34.540 (tiga puluh
empat ribu lima ratus empat puluh) hektare berada
di Kecamatan Talang Muandau;

(6] Suaka Margasatwa Sibanga/PLG sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c, seluas lebih kurang 5.728 (lima ribu tujuh
ratus dua puluh delapan) hektare berada di:

a. Kecamatan Pinggir; dan
b. Kecamatan Talang Muandau.

(7) Suaka Margasatwa Balai Raja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d, seluas lebih kurang 15.330 (lima belas ribu tiga
ratus tiga puluh) hektare berada di:

a. Kecamatan Pinggir; dan
b. Kecamatan Mandau.

(8) Pada Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
vang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi
Kawasan hutannya, dan pada saat proses penetapan peraturan
daerah tentang RTRW  Kabupaten belum  disepakati,

penggambaran di dalam peta Rencana Pola Ruang
menggunakan ketentuan Holding Zone.

(9) Holding Zone sebagaimana dimaksud pada ayat (8] berupa
Suaka Margasatwa yang diusulkan menjadi Kawasan
Permukiman Perdesaan seluas lebih kurang 1.773 [seribu tujuh
ratus tujuh puluh tiga) hektare berada di:

a. Kecamatan Mandau;
b. Kecamatan Pinggir; dan
c. Kecamatan Talang Muandaii.
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(10) Perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistermn Mangrove

Pasal 33

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf e, seluas lebih kurang 9 (sembilan) hektare berada di
Kecamatan Bantan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 34

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
huruf b, terdiri atas:
a. Kawasan hutan produksi;

o

Kawasan pertanian;

c. Kawasan perikanan;

d. Kawasan pertambangan dan energi;
Kawasan Peruntukan Industri;
Kawasan Pariwisata;

Kawasan permukiman;

B om oo

. Kawasan Transportasi; dan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

e

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

(1} Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf a, terdiri atas:

a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
c. Kawasan Hutan Produksi vang dapat Dikonversi.

(2] Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 109.874 (seratus sembilan
ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare berada di
seluruh Kecamatan.

(3] Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 342.327 (tiga ratus empat
puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tugjuh) hektare berada di
seluruh Kecamatan.
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(4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, seluas lebih kurang 68.034
fenam puluh delapan ribu tiga puluh empat) hektare berada di
seluruh Kecamatan.

(3] Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) vang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi
Kawasan hutannya, dan pada saat proses penetapan peraturan
daerah tentang RTRW EKabupaten belum  disepakati,
penggambaran di dalam peta Rencana Pola Ruang
menggunakan ketentuan Holding Zone.

(6} Rincian Holding Zone sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terlampir di Lampiran XI yvang merupakan bagian yvang tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7} Perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 36
(1} Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf b, terdiri atas:
a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
b. Kawasan Perkebunan.

(2] Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 2.040 (dua ribu empat
puluh) hektare berada di:

a. Kecamatan Bandar Laksamana:

b. Kecamatan Bantarn;

c. Kecamatan Bengkalis;

d. Kecamatan Bukit Batu;

e. Kecamatan Mandau;

f. Kecamatan Pinggir;

g. Kecamatan Rupat;

h. Kecamatan Rupat Utara; dan

Kecamatan Siak Kecil.

(3) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, seluas lebih kurang 164.312 (seratus enam puluh
empat ribu tiga ratus dua belas) hektare berada di seluruh
Kecamatan.

(=
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(4) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
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Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 37
(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

huruf ¢, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.

(2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) seluas lebith kurang 2.246 (dua ribu dua ratus empat
puluh enam) hektare berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;
b. Kecamatan Bantan;

c. Kecamatan Rupat: dan
d

Kecamatan Rupat Utara.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 38

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 huruf d, berupa Kawasan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi.

(2} Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seluas lebith kurang 8.442 (delapan ribu
empat ratus empat puluh dua) hektare berada di:

a. Kecamatan Mandau:
b. Kecamatan Bathin Solapan; dan
. Kecamatan Siak Eecil

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 huruf e, seluas lebih kurang 2.904 (dua ribu sembilan ratus
empat] hektare berada di Kecamatan Bukit Batu.

Paragraf 6

Kawasan Periwisata

Pasal 40

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf f seluas lebih kurang 6.723 (enam ribu tujuh ratus dua
puluh tiga) hektare berada di:

a. Kecamatan Rupat;
b. Kecamatan Rupat Utara; dan
c. Kecamatan Bantan.
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Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 41
(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf g, terdiri atas:
a. Kawasan Permukiman Perkotaan: dan

b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2] Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 24.977 (dua puluh empat
ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare berada di:

a. Kecamatan Bengkalis;

b. Kecamatan Bantarn;

c. Kecamatan Bukit Batu;

d. Kecamatan Siak Kecil;

e. Kecamatan Bathin Solapan;
f. Kecamatan Mandau:

g. Kecamatan Pinggir;

h. Kecamatan Rupat; dan

ok
.

Kecamatan Eupat Utara.

(3) Kawasan Permuliman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 41.601 (empat puluh satu
ribu enam ratus satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Transportasi

Pasal 42
Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf h, seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektare berada di:
a. Kecamatan Bengkalis; dan

b. Kecamatan Bukit Batu.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43
Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf 1, meliputi:
a. Komando Distrik Militer 0303 berada di Kecamatan Bengkalis;
b. Komando Rayon Militer 01 berada di Kecamatan Bengkalis;

c. Komando Rayon Militer 07 /B. Batu berada di Kecamatan Bukit
Batu;

d. Komandc Rayon Militer 05/Rupat berada di Kecamatan Rupat;
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Komando Rayon Militer 04 Mandau berada di Kecamatan
Manda;
Posal Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis;
Posal Muntai berada di Kecamatan Bantan;

. Posal Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara;

Posmat Sei Kembung Lama berada di Kecamatan Bantan;
Poasmat Sei Kembung Baru berada di Kecamatan Bantan;
Posmat Bantan Tengah berada di Kecamatan Bantan;
Posmat Selat Morong berada di Kecamatan Rupat;

. Kepolisian Resor Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis:

Kepolisian Sektor Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis;
Kepolisian Sektor Bantan berada di Kecamatan Bantan
Kepolisian Sektor Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu;
Kepolisian Sektor Siak Kecil berada di Kecamatan Siak Kecil;
Kepolisian Sektor Mandau berada di Kecamatan Mandau;
Kepolisian Sektor Pinggir berada di Kecamatan Pinggir;
Kepolisian Sektor Rupat berada di Kecamatan Rupat;

Kepolisian Sektor Rupat Utara berada di Kecamatan Rupat
Utara;

Kepolisian Sektor Bandar Laksamana berada di Kecamatan
Bandar Laksamana;

. Kepolisian Sektor Bathin Scolapan berada di Kecamatan Bathin

Solapan; dan

Kepolisian Sektor Talang Muandau berada di Kecamatan Talang
Muandau.

BAE VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

(1) Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi; dan

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya.

(2] Penetapan Kawasan  Strategis Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan

Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 45

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
huruf a, meliputi:

a,
b.
e:
d.
e.
(2) Tuj

Kawasan Perkotaan Bengkalis:

Kawasan Perkotaan Sungai Pakning;

Kawasan Industri Buruk Bakul:

Kawasan Duri-Pinggir; dan

Kawasan Pulau Rupat.

uan pengembangan Kawasan strategis dari  sudut

kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

.

tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkalis adalah
mewuiudkan Kawasan Perkotaan Bengkalis sebagai pusat
pemerintahan Kabupaten, pusat pendidikan, dan pusat
pelavanan kesehatan yang didukung kegiatan perdagangan
dan jasa yang berkelanjutan;

tijuan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning
adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning
sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;

tujuan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul
adalah mewujudkan Kawasan Industri Buruk Bakul sebagai
pusat kegiatan industri yvang berkelanjutan;

tujuan pengembangan Kawasan Duri-Pinggir adalah
mewujudkan Kawasan Perkotaan Duri dan Kawasan
Perkotaan Pinggir sebagai pusat perdagangan dan jasa serta
pertambangan minyak dan gas; dan

fujuan pengembangan Kawasan Pulau Rupat adalah
mewujudkan Pulau Rupat sebagai Kawasan strategis
pariwisata nasional dan pusat pelayanan pintu gerbang di
Kawasan perbatasan negara.

(3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

.

arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkalis adalah
pengembangan sektor perkantoran, perdagangan dan jasa,
pertahanan dan keamanan, dan permukiman;

arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning
adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa,
industri pengelahan minyak dan gas, dan permukiman;
arahan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul
adalah pengembangan sektor industri dan perdagangan dan
Jasa;

arahan pengembangan Kawasan Duri-Pinggir adalah
pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertambangan
minyak dan gas, pertanian, dan permukiman.

arahan pengembangan Kawasan Pulau Rupat adalah
pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa,
pertanian, keimigrasian, dan pertahanan dan keamanan.
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Bagian Ketiga
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Sosial dan Budaya

Pasal 46

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, berupa
Kawasan Strategis Kerajinan Tenun Bengkalis.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan
Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis sebagai pusat pariwisata
kesenian dan budaya khas Melayu Riau bertaraf internasional.

(3) Arahan pengembangan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan
selttor pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, dan
permukiman.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah EKabupaten dilaksanakan
melalui:
a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentunan KKPR

Pasal 48
(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
huruf a, terdiri atas:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. KEKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
c. KEKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melahai:

a. Konfirmasi KKPR:
b. Persetujuan KKPR; dan

¢. Rekomendasi KKPR.

(3] Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten.
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(4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang
undangarn.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1
Usniim

Pasal 49
Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:

a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun
pertama; dan

b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai
dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 50

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun
pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a. terdiri
atas:

a. program utama;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan:

d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berisikan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk
mevwnjudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan
strategis Wilayah Kabupaten.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
Masyarakat; dan

e. sumber pendanaan lainnva.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d, meliputi:

a. Pemerintah Pusat;

g &
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b. Pemerintah Daerah Provinsi:
c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci
tiap tahun.

(7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Indikasi Program Jangka Menengah 5 (Lima)] Tahun Kedua
Sampai Dengan 5 (Lima} Tahun Keempat

Pasal 51

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai
dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 52
Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
Pasal 53
Perwujudan sistemn pusat permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan melahai:
a. penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
1. penyusunan RDTR Lubuk Muda di Kecamatan Siak Kecil;
2. penyusunan RDTR Pinggir di Kecamatan Pinggir;

3. penyusunan RDTR Sebangar di Kecamatan Bathin Solapan;
dan

4, penyusunan RDTR Tanjung Medang di Kecamatan Rupat
Utara.

b. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Linglungan,
meliputi:

1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan
prasarana, sarana, dan utilitas di  seluruh  Kawasan
Perdesaan;

2. pembangunan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal:
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3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa;

dan

4, pembangunan desa terpadu.

c. penataan Kawasan pada pusat-pusat permukiman.

Paszal 54

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

el.

Peif B

e.

perwujudan sistem Jaringan Transportasi;
pervijudan Sistem Jaringan Energi;
perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi;
pervjudan sistem sumber daya air; dan

perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(2} Pervruyjudan sistem Jaringan Transportasi sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a,

perwujudan sistem jaringan jalan, dilakukan melalui:
1. peningkatan jaringan Jalan Arteri Primer;

2. pembangunan dan peningkatan jaringan Jalan Kolektor
Primer;

Lo

. peningkatan jaringan Jalan Kolektor Sekunder;
4. pembangunan dan peningkatan jaringan Jalan Lokal
Primer:

5. pembangunan dan peningkatan jaringan Jalan Lokal
Sekunder;

6. pembangunan dan  peningkatan jaringan Jalan
Lingkungan Primer;

7. pembangunan dan peningkatan jaringan Jalan
Lingkungan Sekunder;

8. pembangunan dan peningkatan Jalan Tol;
9. pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;
10. pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
11. pembangunan Terminal Barang;
12. pembangunan dan peningkatan Jembatan Timbang;
13. pembangunan dan pemeliharaan Jembatan; dan
14. pemutakhiran data base jalan dan Jembatan.
perwujudan sistem jaringan kereta api, dilakukan melalui:
1. pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota; dan

2. pembangunan Stasiun Penumpang.

. perwujudan  sistem  jaringan  sungai, danau, dan

penyeberangan, dilakukan melalui:
1. pengembangan Lintas Penyeberangan Antarnegara:
2. pengembangan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;

3. pengembangan Lintas Penyeberangan Antar
kabupaten/Kota;

4. pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;
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5. pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Sungai dan
Danau Pengumpan;

6. pembangunan dan peningkatan Pelabuhan
Penyeberangan Kelas II; dan

7. pembangunan dan peningkatan Pelabuhan
Penyeberangan Kelas III.

d. pervujudan sistem Jaringan Transportasi laut dilakukan

melaluai:

1. peningkatan Pelabuhan Pengumpul;

peningkatan Pelabuhan Pengumpan Regional:
pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
pengembangan terminal umum;
pengembangan trayek tol laut; dan
peningkatan Pangkalan Pendaratan Tkan.

e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara lkkhusus,
dilakukan melalui:

1. review studi kelayakan pengembangan Bandar Udara
Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder;

2. review studi kelayakan Bandar Udara Pengumpan; dan

3. peningkatan Bandar Udara Khusus.

(3) Pervrujudan Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Pervnyjudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi,
dilakukan melalui:

1. peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Minyak
dan Gas Bumi.

2. peningkatan dan pengembangan Jaringan yang
Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas
Produksi-Kilang Pengolahan; dan

3. peningkatan dan pengembangan Jaringan yang
Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas
Produksi-Tempat Penyimpanan.

b. Pervujudan  jaringan  infrastruktur ketenagalistrikan,
dilakukan melahai:

1. pembangunan dan peningkatan pembangkit listrik
tenaga diesel (PLTD};

2. peningkatan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);

it -l ol

3. pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);

4. Peningkatan dan pembangunan pembangkit listrik
tenaga surya (PLTS):

5. pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro
(PLTMH);

6. peningkatan pembangkit listrik tenaga mesin dan gas
(PLTMG);

7. pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBgj;

8. pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa
(PLTEm);

9. pembangunan pembangkit listrik tenaga hybrid;

10. peningkatan dan pembangunan Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT);
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11. pembangunan Jaringan interkoneksi listrik;

12. peningkatan dan pembangunan jaringan pipa/kabel
bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan

13. peningkatan dan pembangunan gardu listrik.

(4) Pervnyudan Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dilakulkan melalui:

a.
b.

C.

d.

Peningkatan dan pengembangan jaringan kabel serat optik;
Pengembangan jaringan bergerak terestrial;

Penyediaan dan pengembangan menara Base Transceiver
Station (BTS); dan

Master plan IT Kabupaten Bengkalis.

(3) Pervnyjudan sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, dilakukan melahai:

a.
b.

pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi primer;

pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi
selkunder;

pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi tersier;
pengembangan waduk buatan untulk irigasi pertanian;
pengembangan teknologi tepat guna (TTG) dalam
pengelolaan sumber air permukaan (sungai dan danau); dan

pembangunan dan peningkatan jaringan pengendalian
banjir.

(6} Perwvajudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

.

Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),
dilakukan melalui:

peningkatan dan pembangunan Unit Air Baku;
peningkatan dan pembangunan Unit Produksi;
peningkatan dan pengembangan Unit Distribusi;
peningkatan dan pengembangan Unit Pelayanan;
pembangunan dan peningkatan Sumur Dangkal;
pembangunan dan peningkatan Sumur Pompa; dan

e BT L - B

pembangunan dan peningkatan Bak Penampungan Air
Hujan.

Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),
dilakukan melalui:

1. peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Sistem
Pembuangan Air Limbah Domestik; dan

2. kajian pengembangan sistem Pengolahan Air Limbah
(SPAL).

Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3), dilakukan melalui:

1. pengembangan sistem jasa pengelolaan limbah B3
terpadu; dan
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2. pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan
limbah B3.

d. Perwujudan sistem jaringan persampahan Wilayah, meliputi:

1. peningkatan dan pengembangan Stasiun Peralihan
Antara (SPA);

2. peningkatan dan pengembangan Tempat pengolahan
sampah Reduse, Reuse, and Recycle (TPS 3R); dan

3. pembangunan dan peningkatan Tempat Penampungan
Sementara ([TPS).

e. peningkatan dan pengembangan sistem pengolahan sampah
pada Tempat pemrosesan akhir (TPA).

f. Pervujudan sistem jaringan Evakuasi Bencana dilakukan
melaluai:

1. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
2. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
3. pengembangan sistem Mitigasi Bencana.

g. Perwujudan sistem drainase dilakukan melalui:

1. pengembangan dan peningkatan jaringan drainase
primer;

2. pengembangan dan peningkatan jaringan drainase
selkunder; dan

3. pengembangan sumur resapan.

Pasal 55
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas:
a. pervujudan Kawasan Lindung; dan

b. pervyudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 56
(1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 huraf a, terdiri atas:
a. perwujudan Badan Air;

b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannva;

c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
d. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
e. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove.

(2) pervrujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dilakukan melalui:

a. operasional dan pemeliharaan Badan Air;
b. pembangunan tanggul sungai; dan
c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai.
(3) Pervrujudan Kawasan yvang Memberikan Perlindungan terhadap
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Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan melahai:

a. Peningkatan pengawasan Kawasan Hutan Lindung; dan
b. Rehabilitasi dan perlindungan Kawasan Lindung Gambut.

(4] Pervnyudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dilakukan melalui:

a. pengembangan jalur hijau; dan
b. kajian pendetailan garis sempadan.

(3) Perwiyjudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, yang merupakan Kawasan Suaka Margasatwa
dilakukan melahai:

a. inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan
Kawasan Suaka Margasatwa; dan

b. pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Suaka
Margasatwa.

(6] Pervujudan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengawasan
dan pengendalian Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 57

(1} Pervrujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 huruf b, terdiri atas:

a. Pervujudan Kawasan hutan produksi;

b. Perwujudan Kawasan Pertanian;

c. Pervujudan Kawasan Perikanan;

d. Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
e. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;

f. Pervujudan Kawasan Pariwisata;

g. Pervujudan Kawasan permukiman;

h. Perwujudan Kawasan Transportasi; dan

Pervujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(=

(2} Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

a. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
Terbatas;

b. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
Tetap;

c. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi yang
dapat Dikonversi;

d. penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
(PPTKH); dan

f. perhutanan sosial.
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(3) Perwvujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.

Perwujudan Kawasan Kawasan Tanaman Pangan, dilalkukan
melaluai:

1. inventarisasi lahan baku sawah;

2. penetapan dan perlindungan Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

3. pengembangan sistem agroindustri sektor tanaman
pangan;

4. optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau
air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman
pangan;

5. pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak
sawah baru: dan

6. pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
Perwujudan Kawasan Perkebunan, dilalktukan melahai:
1. pengembangan Wilayah agrobisnis dan agroindustri;

2. pengembangan komoditi perkebunan, peremajaan dan
rehabilitasi tanaman perkebunan;

3. pengembangan sarana dan prasarana penunjang
perkebunan; dan

4. penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan
gambut.

(4) Pervryjudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, dilakukan melalui:

a.

pengembangan daerah sentra perikanan budi dava air
tawar, budi daya air pavau, dan perikanan budi daya air
laat;

pengembangan daerah sentra pengembangan perikanan
tangkap; dan

penetapan Kawasan minapolitan meliputi perencanaan studi
kelayakan, penyvusunan master plan Kawasan, dan
pengembangan sarana dan prasarana.

(5} Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:

a.
b.

E.

rehabilitasi lahan pasca tambang;
penataan dan penelitian potensi zona pertambangan; dan

pengawasan dan pengendalian terhadap penambangan liar.

(6] Pervrujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:

4.

b.

pembebasan dan pematangan lahan Kawasan Peruntukan
Industri;

pengembangan klaster-klaster menengah, industri kecil dan
mikro berbasis sektor unggulan;

penataan areal permukiman dalam Kawasan Peruntukan
Industri:
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d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri vang
ramah lingkungan; dan

e. pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan
Peruntukan Industri.

(7) Perwiyjudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf {, dilakukan melalui:
a. review penyusunan Rencana Induk  Pembangunan
Pariwisata Kabupaten (RIPPAR KAB) Bengkalis;
b. kajian pengembangan kepariwisataan;
c. pengembangan Kawasan unggulan, andalan, potensi
pengembangan pariwisata;
d. pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan
budaya:; dan
e. pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung
objek wisata.
(&) Pervrujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
a. Perwujudan Kawsasan Permukiman Perkotaan, dilakukan
melaluai:

1. pembangunan sarana dan prasarana penunjang
Kawasan Permukiman Perkotaan;

2. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan
pengembangan perumahan swadaya;

3. penataan dan  rehabilitasi lingkungan Kawasan
permukiman kumuh perkotaan; dan

4. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

b. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, dilakukan
melaluai:

1. pembangunan sarana dan prasarana penunjang
Kawasan Permukiman Pedesaan; dan

2. pembangunan rumah layak huni dan awadaya.

(9) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h, dilakukan melalui pembangunan,
peninglkkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana
penunjang kegiatan transportasi.

(10) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dilakukan melalui
pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem
pertahanan dan keamanan.

Pasal 58
Perwujudan Kawasan Strategizs Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf ¢, dilalkukan melalai:

a. pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau
pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten;

b. penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan Strategis
Kabupaten; dan

c. pengambangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan
Strategis Kabupaten.
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Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

(3)

(%)

Pasal 59

Pelaksanaan sinkronsiasi program Pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf ¢, dilakukan

berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam

RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program

dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen

rencana pembangunan secara terpadu.

Dokumen  sinkronisasi  program  Pemanfaatan  Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan

untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan

peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupatern.

Dokumen  Sinkronisasi  program = Pemanfaatan  Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2|, berupa:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah
5 (lima) tahunan; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1
(satu) tahunan.

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

EETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

(1)

(2)

(1)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Ketentuan  Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kabupaten disusun untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan
agar pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTREW
Kabupaten.

Ketentuan  Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Wilayah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

ketentuian nmum zonasi;

penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
ketentuan insentif dan disinsentif; dan
arahan sanksi.

Ao o P

Bagian Kedua
KEetentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Paszal 61

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (2] huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur
Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan /fungsi
Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesual dengan
RTRW Kabupaten.
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(2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten;

b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah
Kabupaten; dan

c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

(3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdini
atas:

a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.

(4) Ketentuan wumum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri
atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 62

(1) Ketentuan wumum =zonasi sistem pusat permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, terdiri
atas:

a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiwatan Wilayah (PKW):

b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN);

c. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan

d. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.

(2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang
mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;
dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan
Ruang tingzi dengan syarat dilengkapi fasilitas
keselamatan lingkungan;

2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana
pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata,
pertahanan dan keamanan yvang memenuhi persyaratan
teknis dan lingkungan, dengan menyediakan Ruang
Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
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kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan
prasarana minimum berupa areal parkir dan areal
bongkar muat yvang proporsional dengan jenis kegiatan
vang dilayani; dan

pengembangan  prasarana, sarana, dan  utilitas
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan vang
berlalom.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.
£

kegiatan vang menggangu fungsi PKW; dan

kegiatan yang merusak dan/ataun mencemari
lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
ketentuan:

a. Kegiatan vang diperbolehkan, meliputi:

1.

2.

kegiatan pertahanan dan keamanan, pertanian,
perikanan, dan pariwisata; dan

kegiatan vang mendukung fungsi PKSN.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1.

kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan
Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas
keselamatan lingkungan;

kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana
pelayanan umum, kegiatan industri, yang memenuhi
persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan
Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap
kaveling;

kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan
prasarana minimum berupa areal parkir dan areal
bongkar muat yvang proporsional dengan jenis kegiatan
yang dilayani;

kegiatan pertambangan sesual dengan ketentuan
perundang-undangan; dan

pengembangan  prasarana, sarana, dan  utilitas

dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.
.

kegiatan vang menggangu fungsi PKSN; dan

kegiatan yang merusak dan/atau — mencemari
linglkungan.

(4) Ketentuan wumum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dengan
ketentuan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa
Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian,
zosial, dan budaya; dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
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b. Kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

EJ'I

kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan
Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas
keselamatan lingkungan;

kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana
pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata,
pertahanan dan keamanan yvang memenuhi persyaratan
teknis dan lingkungan dengan menyvediakan Ruang
Terbuka Hijau secara proporsional;

kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan
prasarana minimum berupa areal pa:kj_r dan areal
bongkar muat yvang proporsional dengan jenis kegiatan
yvang dilayani;

kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan; dan

pengembangan prasarana,  sarana, dan  utilitas
dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan yang
berlal.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.
74

kegiatan vang menggangu fungsi PKL; dan

kegiatan yang merusak dan/atau — mencemari

linglkungan.

(5) Ketentuan wumum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan

b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

(6) Ketentuan wumum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5 huraf a, dengan
ketentuan:

a. Kegiatan vang diperbolehkan, meliputi:

1.

2.

kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa
Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian,
sosial, dan budava; dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan
Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas
keselamatan lingkungan;

kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana
pelayanan umum, Kkegiatan industri. pariwisata,
pertahanan dan keamanan yvang memenuhi persyaratan
teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang
Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;

kegiatan perdagaﬂgan dan jasa dengan menyediakan
prasarana minimum berupa areal parkl_r dan areal
bongkar muat yvang proporsional dengan jenis kegiatan
vang dilayani; dan
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4. pengembangan  prasarana, sarana, dan  utilitas

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan yang menggangu fungsi Pusat Pelayanan
Kawasan: dan

kegiatan yang merusak dan/ataun mencemari
lingkungan.

(7) Ketentuan wumum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huraf b, meliputi:

a. Kegiatan yang diperbolehkan, dengan ketentuan:

1.

2.

kegiatan ekonomi berskala antardesa yvang mendukung
kegiatan pereskonomian, sosial, dan budaya: dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1.

kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan
Ruang rendah hingga menengah dengan syarat
dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;

kegiatan permukiman, sarana pelavanan umum,

kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan
Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap
kaveling:

kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan
prasarana minimum berupa areal parkir dan areal
bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan
vang dilayani; dan

pengembangan  prasarana, sarana, dan  utilitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlal.

c. Kegiatan vang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan yang menggangu fungsi Pusat Pelayanan
Linglkungan; dan

kegiatan yang merusak dan/ataun mencemari
lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a.

b.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
transportasi;

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan

energi;

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
telekomunikasi;
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Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
sumber daya air; dan

. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan

prasarana lainnya.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, terdiri
atas:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

ketentuan umum =zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
jalan;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
kereta api;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
sungai, danau, dan penyeberangan;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem transportasi
laut; dan

ketentiian umum zonasi bandar nudara nmum dan bandar udara
khusus.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri
atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal
penumpang;

d. ketentuan uwmum zonasi Kawasan di sekitar Terminal
Barang;

e. ketentuian umum 2zonasi Kawasan di sekitar Jembatan
Timbang; dan

f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal; dan

d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan
lingkungan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan
umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer
sebagaimana dimaksud pada ayat (3], dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jalan Arteri Primer; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
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kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan
sempadan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan vang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan

sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuail dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan wvang mengakibatkan terganggunyva fungsi sistem
jaringan jalan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf b, terdiri atas:

.

b.

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor
Primer; dan

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor
Selunder.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor
Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5] huruf a, dengan
ketentuan:

4.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jalan Kolelttor Primer: dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan
sempadan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dar penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yvang
memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan wvang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem
jaringan jalan.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor
Sekunder sebagaimana dimaksud pada avat (5) huruf b, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional. penunjang, dan pengembangan
Jalan Kolektor Sekunder; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan
sempadan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan yang berlalku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan wvang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem
jaringan jalan.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal
Primer; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal
Selunder.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer
sebagaimana dimaksud pada ayat (8] huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional. penunjang, dan pengembangan
Jalan Lokal Primer; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan
sempadan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan yang berlalku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dar penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan wvang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem
jaringan jalan.

(10) Ketentuan umum gzonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal

Selkunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dengan

ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jalan Lokal Sekunder; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan
sempadan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan vang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan wvang mengakibatkan terganggunyva fungsi sistem
jaringan jalan.

(11) Ketentuan umum zeonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruaf d, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan
Lingkungan Primer; dan

b. ketentuan wumum zonasi Kawasan di sekitar Jalan
Lingkungan Sekunder.

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan
Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jalan Lingkungan Primer; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan
sempadan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dar penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan wvang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem
jaringan jalan.

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan
Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b,
dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jalan Lingkungan Sekunder; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
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kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan
sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan vang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya: dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
kegiatan wvang tidak diperbolehkan berupa kegiatan vang
memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan wvang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem
jaringan jalan.

(14) Ketentuan wumum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
ketentuan:

4.

kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jalan Tol;, dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
kegiatan yvang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan
sempadan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan yvang berlaku:

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

kegiatan wang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang

memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan
jalan wang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem
jaringan jalan.

(15) Ketentuan wumum zonasi Kawasan di  sekitar terminal
penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdiri atas:

a.

b.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal
Penumpang Tipe B; dan

Ketentuan wumum zonasi Kawasan di sekitar Terminal
Penumpang Tipe C.

(16) Ketentuan wumum zonasi Kawasan di Sekitar Terminal
Penmumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (15)
huruf a, dengan ketentuan:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Terminal Penumpang Tipe B; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.



b.

C.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak
mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan
memperhatikan keselamatan dan keamanan;

2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan
keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin
dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai
kewenangannya; dan

3. pengembangan  prasarana, sarana, dan  uatilitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

kegiatan vang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan
dan pendirian bangunan vyang dapat mengganggu
operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal
Penumpang Tipe B.

(17) Ketentuan wumum zonasi Kawasan di Sekitar Terminal
Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (15)
huruf b, dengan ketentuan:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional. penunjang, dan pengembangan
Terminal Penumpang Tipe C; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
kegiatan yvang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tdak
mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan
memperhatikan keselamatan dan keamanan;

2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan
keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin
dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai
kewenangannva; dan

3. pengembangan  prasarana, sarana, dan  ufilitas
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan yvang
berlalom.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan
dan pendirian bangunan vyang dapat mengganggu
operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal
Penumpang Tipe C.

(18] Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan
ketentuan:

4.

b.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional. penunjang, dan pengembangan
Terminal Barang; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan
keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin
dari penyelenggara Terminal Barang sesual
kewenangannya; dan
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2. pengembangan  prasarana, sarana, dan  utilitas

dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan vang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Terminal Barang.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan

ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jembatan Timbang; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan
keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin
dari penyelenggara Jembatan Timbang sesuai
kewenangannya; dan

2. pengembangan  prasarana, sarana, dan @ utilitas

dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan vang
berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.

Ketentuan wumum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf f dengan

ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jembatan; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan
keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin
dari penvelenggara Jembatan sesual kewenangannya;
dan

2. pengembangan  prasarana, =sarana, dan  ufilitas

dilalktsanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlal.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jembatan.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan

kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b,
terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalar
kereta api; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta
api.
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Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur
kereta api umum.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
ketentuan umwmn zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur
Kereta Api Antarkota, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional. penunjang, dan pengembangan
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas

rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan vang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1, kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat

mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan

2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin darn
instansi berwenang,

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan
umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang,

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun
Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1., kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Stasiun Penumpang; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yvang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1, kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun
Penumpang dengan memperhatikan rencana
pengembangan perkeretaapian dan ketentuan
keselamatan perkeretaapian; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.



(1)

(2)

(3)

(4)

67

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud
dalam Paszal 64 huruf c, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di  seldtar Lintas
Penyeberangan Antarnegara;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas
Penyeberangan Antarprovinsi;

c. ketentuan wumum zonasi RKawasan di sekitar Lintas
Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi;

d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas
Penyeberangan dalam Kabupaten;

e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan
sungai dan danau; dan

f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan
penyeberangan.
Ketentuan wumum zonasi Kawasan di sekitar Lintas

Penyeberangan Antarnegara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan vang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Lintas Penveberangan
Antarnegara.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan di
luar kegiatan Lintas Penyeberangan Antarnegara sesual
dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Lintas Penyeberangan Antarnegara.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di  sekitar Lintas

Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. Kegiatan yvang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan
Antarprovinsi.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan di
luar kegiatan Lintas Penveberangan Antarprovinsi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas

Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dengan

ketentuan:

a. kegiatan vang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan
Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi.

b. kegiatan vang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan di
luar kegiatan lintas penyveberangan Lintas Penyeberangan
Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi sesual dengan
ketentuan perundang-undangan.
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c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan vang
dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota
dalam Provinsi.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas

Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam
Kabupaten.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan di
luar kegiatan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai

dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf e,

berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan

Sungai dan Danau Pengumparn.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai

dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dengan ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1, kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dengan
memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan
ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan
Danau Pengumpan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan

penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan
Penyeberangan Kelas II; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan
Penyeberangan Kelas III.

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan

Penyeberangan Kelas Il sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional. penunjang, dan pengembangan
Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
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kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1, kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar
Pelabuhan Penyeberangan Kelas 11 dengan
memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan
ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuail dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan vang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan
Kelas II.

(10) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan
Penyeberangan Kelas IIl sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf b, dengan ketentuan:

4.

kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pelabuhan Penyeberangan Kelas III; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan vwyang memanfaatkan PRuang di sekitar
Pelabuhan Penyeberangan Kelas 111 dengan
memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan
ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan vang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan
Kelas III.

Pasal 68

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan
Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
huruf d, terdiri atas:

4.

b.

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan
Pengumpul;
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan
pengumpan;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabunan
perikanan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan
Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dengan ketentuan:

4.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1, kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pelabuhan Pengumpul: dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1, kegiatan vyang memanfaatkan Ruang di sekitar
Pelabuhan Pengumpul dengan memperhatikan rencana
pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan
kepelabuhanan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yvang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di  sekitar pelabuhan

pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b,

terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan
Pengumpan Regional; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan
Pengumpan Lokal.

Ketentuan wumum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan
Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada avat (3)
huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pelabuhan Pengumpan Regional: dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan vyang memanfaatkan Ruang di sekitar
Pelabuhan Pengumpan Regional dengan memperhatikan
rencana pengembangan pelabuhan dan  ketentuan
keselamatan kepelabuhanan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuail dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan
Regional.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan

Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

dengan ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1, kegiatan vyang memanfaatkan Ruang di sekitar
Pelabuhan Pengumpan Leokal dengan memperhatikan
renncana pengembangan pelabuhan dan  ketentuan
keselamatan kepelabuhanan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan
Lokal.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabunan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berupa
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan
Pendaratan lkan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan
Pendaratan [kan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pangkalan Pendaratan Ikan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan vwyang memanfaatkan PRuang di sekitar
Pangkalan Pendaratan Ikan dengan memperhatikan
rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan
keselamatan kepelabuhanan: dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pacsal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara
umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 huruf e, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di
sekitar Bandar Udara Khusus.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Bandar Udara Khusus: dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan vang memanfaatkan Ruang di sekitar Bandar
Udara Khusus dengan memperhatikan rencana
pengembangan Bandara dan ketentuan keselamatan
kebandarudaraan: dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Bandar Udara Khusus.
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Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
infrastruktur minyvak dan gas bumi; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum =zonasi Kawasan di sekitar jaringan
infrastruktur minyak dan gas bumi dimaksud dalam Pasal 70
huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak
dan gas bumi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1, kegiatan wyang memanfaatkan Ruang di sekitar
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan
memperhatikan pengembangan Infrastruktur Minyak
dan Gas Bumi dan memperhatikan aspek keamanan dan
keselamatan.

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan
Gas Bumi.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak
dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang

Menyalurkan Minvak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-
Kilang Pengolahan; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan vang
Menyalurkan Minvak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-
Tempat Penyimpanarnn.
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Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan vang
Menyalarkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-
Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jaringan yvang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari
Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1, pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan
dengan  memperhatikan aspek  keamanan  dan
keselamatan  Kawasan sekitarnya serta tidalk
mengganggu Jaringan yvang Menyalurkan Minyak dan
Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlal.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. mendirikan bangunan di atas Jaringan yang
Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas
Produksi- Kilang Pengolahan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan vang dapat
mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan
Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari
Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan vang
Menyalarkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-
Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jaringan yvang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari
Fasilitas Produksi- Kilang Pengolahan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1, pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan
dengan  memperhatikan aspek  keamanan  dan
keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak
mengganggu Jaringan yvang Menyalurkan Minyak dan
Gas Bumi dari Fasilitas Produksi- Kilang Pengolahan;
dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuail dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan vang Menyalurkan
Minyak dan Gas Bumi dar Fasilitas Produksi- Kilang
Pengolahan.
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Pasal 72

Ketentuan umum =zonasi Kawasan di sekitar jaringan
infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur
pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
infrastruktur penyvaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktar
pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel (PLTD);

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit
Listrik Tenaga Gas (PLTG);

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit
Listrik Tenaga Bayu (PLTBJ;

d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS);

e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit
Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH); dan

f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pembangkit
listrik lainnya.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik

Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pembangkit Listrikk Tenaga Diesel (PLTD); dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yvang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan vang memanfaatkan Ruang di sekitar
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) memperhatikan
keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup,
dan benda lainnya.

2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan
dengan  memperhatikan aspek  keamanan  dan
keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak
mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD):
dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Diesel (PLTD).
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Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik
Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1, kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTGJ; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan vang memanfaatkan Ruang di sekitar
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) memperhatikan
keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup,
dan benda lainnya.

2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan
dengan  memperhatikan aspek  keamanan  dan
keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak

mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG}; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan vang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Gas (PLTG).

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik
Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, dengan ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1, pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan
dengan  memperhatikan  aspek  keamanan  dan
keselamatan  Kawasan sekitarnya serta tidalk
mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Bayu (PLTB).

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1, pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan
dengan  memperhatikan aspek  keamanan  dan
keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak
mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan vang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
surya (PLTS).

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik

Tenaga Mini Hidro (PLTMH) s=ebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH): dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1, pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan
dengan  memperhatikan  aspek  keamanan  dan
keselamatan  Kawasan sekitarnya serta tidalk
mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH]); dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasicnal,
penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Mikro Hidro (PLTMH).

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik

Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf f, terdiri

atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit
Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG);

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit
Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm); dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit
listrik tenaga hybrid.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik
Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1, EKegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG); dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
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kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1, pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan
dengan  memperhatikan aspek  keamanan  dan
keselamatan Kawasan sekitarnya serta  tidak
mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas
(PLTMG): dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Mesin dan Gas (PLTMG;.

(10} Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik
Tenaga Biomassa (PLTBm) sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf b, dengan ketentuan:

a.

b.

C.

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. EKegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm); dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
kegiatan yvang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan
dengan  memperhatikan aspek keamanan dan
keselamatan Kawasan sekitarnya serta  tidak
mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa
(PLTBm); dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yvang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Biomassa (PLTBm).

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit listrik
tenaga hybrid sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c,
dengan ketentuan:

4.

kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operational penunjang pembangunan dan
pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid, dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan
dengan  memperhatikan  aspek  keamanan  dan
keselamatan Kawasan zekitarnya serta tidak
mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid, dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan vang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Hybrid.
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Ketentuan umum 2zonasi Kawasan di sekitar jaringan
infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik
antarsistem;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi
tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT}; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar saluran
transmisi lainnya.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara

Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan vang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT).

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan vang
menggangel Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Transmisi

Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, dengan

ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Saluran Transmisi.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku; dan

2. pengembangan  sistem  jaringan  prasarana  yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
dapat mengganggu operasional, penunjang dan
pengembangan Saluran Transmisi.

Ketentuan wumum zonasi Kawasan di  sekitar Jaringan
Pipa/Kabel Bawah Laut Penvaluran Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang
diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan
pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut.
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b. kegiatan vang diperbolehkan bersyarat berupa
pengembangan sistem jaringan prasarana perairan serta
kegiatan pelayaran  yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa pendirian
bangunan dan kegiatan lain vang dapat mengganggu
operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Indulk.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf ¢, dengan
lkeetentuian:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Gardu Induk.

b. kegiatan wyang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan
pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian
bangunan dan kegiatan lain yvang dapat mengganggu
operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Indulk.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf ¢,
terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan tetap;
dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
bergerak.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana vang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yvang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian
bangunan dan kegiatan lain vang dapat menggangzgu
operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Tetap.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
bergerak terestrial; dan

b. Ketentuan umum =z2onasi Kawasan di sekitar jaringan
bergerak sehuler.
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Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak
Terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan vang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan  Jaringan  bergerak
teresterial.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyvarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana yang dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yvang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yvang berlaku.

c. kegiatan wvang tidak diperbolehkan berupa pendirian
bangunan dan kegiatan lain yvang dapat menggangzu
operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan
bergerak teresterial.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak
Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan bergerak seluler.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlakn; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau vang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa pendirian
bangunan dan kegiatan lain vang dapat mengganggu
operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan
bergerak sehuler.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan

sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

huruf d, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan
Irigasi; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem
pengendalian banjir.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan

Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a, terdiri

atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi
Primer;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi
Sekunder; dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi
Tersier.
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Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi
Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan vang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan

peringatan, dan rambu-rambu pengamanan
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan vang
berlalu; dan

2. pengembangan  sistem  jaringan  prasarana  yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlalk.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yvang bisa menggangu
operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan
Irigasi Primer; dan

2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya
bagi lingkungan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi

Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyvuluhan, papan

peringatan, dan rambu-rambu pengamanan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlalu; dan

2. pengembangan  sistem  jaringan  prasarana  yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan vang bisa mengganggu
operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan
Irigasi Sekunder; dan

2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya
bagi lingkungan.
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi
Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penvuluhan, papan

peringatan, dan rambu-rambu pengamanan
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan vang
berlaku; dan

2. pengembangan  sistem jaringan  prasarana yang
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan vang
berlalom.
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional,
penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem
pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar
jaringan pengendalian banjir.

Ketentuan wumum zonasi Kawasan di  sekitar Jaringan
Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian
Banjir.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penvuluhan, papan

peringatan, dan rambu-rambu pengamanan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlalmi: dan

2. pengembangan sistem jaringan  prasarana yang
dilalktsanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yvang bisa mengganggu operasional,
penunjang dan pengembangan Jaringan Pengendali Banjir,

Paszal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e,
terdiri atas:

=

b.

(1)

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan
air minum (SPAM);

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan
air limbah (SPAL);

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
persampahan;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
evakuasi bencana; dan

lretentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
Pazal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan

air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
perpipaan; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan
perpipaan.
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Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf a, terdir atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baloa;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produlksi;

c. ketentuan umum zeonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi;
dan

d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.

Ketentuan wmum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Unit Air Baku.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan
kelestarian linglkungan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuail dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Unit Air Balu,

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Unit Produksi.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan
kelestarian lingkungan: dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Unit Produlksi.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, dengan
lkeetentuian:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Unit Distribusi.
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b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan
kelestarian lingkungan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf d, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Unit Pelayanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan
kelestarian lingkungan: dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuail dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Unit Pelayvanan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan
perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa;
dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di  sekitar Balo
Penampungan Air Hujan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Sumur Dangkal.
b. kegiatan yvang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan
kelestarian lingkungan: dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :

1. pembangunan septictank dan bangunan penampung
limbah lainnyva; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan vang dapat
mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan
Sumur Dangkal.
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(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa

(10)

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Sumur Pompa.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan
kelestarian lingkungan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

c. kegiatan yvang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan septictank dan bangunan penampung
limbah lainnya; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan vyang dapat
mengganggu operasional, penunjang. dan pengembangan
Sumur Pompa.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan
Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf ¢, dengan
ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Bak Penampungan Air Hujan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan
kelestarian lingkungan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuail dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yvang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air
Hujan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistemn pengelolaan air
limbah [SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b,
berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar
Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastrultur
Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pembangunan prasarana pendukung
pengelololaan SPAL:
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2. kegiatan penyelenggaraan, pengembangan dan
pengelolaan SPAL:

3. Ruang Terbuka Hijau; dan
4. prasarana dan sarana mitigasi bencana.
kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. fasilitas umum sesual peraturan perundang-undangan;
dan

2. pengembangan |kegiatan budi dayva vyang dapat
menganggu pengelolaan SPAL.

kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang

mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan

pengelolaan  air limbah, mengakibatkan kerusakan

prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3] sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 huruf ¢, dengan ketentuan:

.

b.

c.

kegiatan vang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pembangunan prasarana pendukung
pengelolaan limbah B3;

2. kegiatan penvelenggaraan, pengembangan dan
pengelolaan limbah B3;

3. Ruang Terbuka Hijau; dan
4. prasarana dan sarana mitigasi bencana.
kegiatan vang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang untuk pengumpulan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) pada Kawasan Budi Daya;
dan

2. Pemanfaatan Ruang untuk lokasi, fasilitas penyimpanan
limbah B3, dan peralatan penanggulangan keadaan
darurat untuk tempat penyvimpanan limbah B3, harus
memenuthi syarat dalam ketentuan peraturan dan
perundang-undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang

mengganggu keberlangsungan fungsi pengelolaan limbah B3,

mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengelolaan
limbah B3.

Pasal 79

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d,
terdiri atas:

4.

b.

ketentuian umum zonasi Kawasan di selitar Stasiun
Peralihan Antara (SPA);

ketentuan wumum zonasi Kawasan di sekitar Tempat
Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R):
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c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat
Penampungan Sementara (TPS); dan

d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA).

Ketentuan umum zeonasi Kawasan di sekitar Stasiun Peralihan
Antara (SPA] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA).

b. kegiatan wyang diperbolehkan dengan syarat berupa
pengembangan sistem jaringan prasarana  dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yvang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara
(SPA).

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat

Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan

ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recuycle
(TPS3R).

a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan reuse, reduce, Ttecycle sampah harus
memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan
Masyarakat dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat

Penampungan Sementara {TPS] sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Tempat Penampungan Sementara (TP5).
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan penampungan sementara sampah harus
memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan
Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku; dan
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2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan
Sementara [TPS).

Ketentuan umum zonasi Kawasan di  sekitar Tempat

Pemrosesan Akhir {TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan yvang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir
(TPAJ.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
huruf e, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi
Bencana; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat
Evalkuasi Bencana.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi
Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

b. kegiatan wyang diperbolehkan dengan syarat berupa
pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yvang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi

Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan

ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau,; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
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b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa

pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yvang berlaku.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 81

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf {, terdiri atas:

a.

b.

ketentuan wumum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan
Drainase Primer; dan

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan
Drainase Sekunder.

{2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase
Primer sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a, dengan
ketentuan:

a.

b.

kegiatan yvang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.

kegiatan yvang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan
dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan yang
berlal; dan

2. pengembangan sistem  jaringan  prasarana yang
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan vang
berlaku.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu
operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan
Drainase Primer; dan

2. Pembuangan material padat dan cair yang berbahaya
bagi linglungan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase
Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
ketentuan:

a.

kegiatan yvang diperbolehkan berupa kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan  Drainase
Sekunder.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku; dan

2. pengembangan  sistem jaringan  prasarana  yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlal.
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu
operasional. penunjang dan pengembangan Jaringan
Drainase Sekunder; dan

2. Pembuangan material padat dan cair yang berbahaya
bagi lingkungan.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (4] huruf a, terdiri atas:

a.
b.

0

ketentuan umum zonasi Badan Air;

ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap Kawasan bawahnya;

ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;

ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan

ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan vang diperbolehkan, meliputi:

L.
2,
3.

kegiatan transportasi sungai dan danau;
kegiatan pemeliharaan dan pelestarian Badan Air; dan

kegiatan pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan vang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

pemanfaatan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan
air bersih, air minum, dan/atau irigasi skala besar harus
memperhatikan kelestarian lingkungan:

kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

kegiatan pariwisata alam tanpa merubah bentang alam; dan

pembangunan sarana dan prasarana dengan memperhatikan
fungsi Kawasan sekitarnya.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

: 7

2,

kegiatan yvang mengakibatkan terjadinya pencemaran Badan
Air:

kegiatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air di
badan sungai dan/atau keruntuhan tebing; dan

mendirikan bangunan yang merusak estetika dan fungsi
Badan Air.
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Pasal 84

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap Kawasan bawahnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang
berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi
hutan lindung.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1)

kegiatan pertahanan dan keamanan tanpa mengurangi
fungsi Kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;

penakaran dan/atau rehabilitasi satwa lar sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

pengembangan prasarana dan sarana  untuk
kepentingan umum sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan:

kegiatan penambangan dengan pola pertambangan
bawah tanah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Ruang
Evaliuasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tdak
merusak dan/atau  mengganggu Kawasan Hutan
Lindung; dan

pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung
dilalktsanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

.

kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan
dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora
dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan

kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan berupa kegiatan suksesi alami,
restorasi, dan rehabilitasi Kawasan Lindung Gambut.

b. kegiatan yvang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

kegiatan wisata alam, peneliian dan pengembangan
ilmu  pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa
lingkungan tanpa merubah bentang alam;
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2. kegiatan pertanian dengan menerapkan  prinsip
pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan; dan

3. bangunan yang tidak menganggu fungsi Kawasan
Lindung Gambut.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan vang dapat mengakibatkan perubahan fungsi
Kawasan Lindung Gambut; dan

2. pembakaran lahan di Kawasan Lindung Gambut.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf ¢, dengan ketentuan:

a.

b.

E.

(1)

(2)

(3)

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian
air, dan sistem peringatan dini (early warning system); dan

3. kegiatan konservasi dan penataan Kawasan Perlindungan
Setempat.

kegiatan yvang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. bangunan pelabuhan dan fasilitas kelengkapannya dengan
tetap mempertahankan kelestarian perlindungan setempat;

2. bangunan Jembatan, dermaga. terminal untuk kepentingan
sendiri (TUKS), terminal umum, jalur pipa migas, jalur pipa
air minum, jalan, infrastuktur ketenagalistrikan, dan jaringan
telekomunikasi sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. kegiatan ekowisata dan wisata bahari dengan memperhatikan
kelestarian Kawasan Perlindungan Setempat;

4. kegiatan pertahanan dan keamaman sesuai  dengan
ketentuan perundang-undangan.

kegiatan wang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang
mengubah bentang alam Kawasan Perlindungan Setempat.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, berupa ketentuan umum
zonasi Kawasan suaka alam.

Ketentuan umum zonssi Kawasan suaka alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Suaka
Margasatwa.

Ketentuan wumum zonasi Suaka Margasatwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. perlindungan, pemulihan, dan pengamanan Suaka
Margarsatwa;
2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati
dengan ekosistemnya;
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3. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta pendidikan; dan
4. pemanfaatan sumber plasma nutfah.
b. kegiatan vang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan
tanpa merubah bentang alam; dan

2. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan vang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan wyang tidak sesuai dengan fungsi Suaka
Margasatwa; dan

2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem;
dan

3. kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati Suaka
Margasatwa.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 huruf e, dengan ketentuan:
a. kegiatan vang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove;

2. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan

2. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan vang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Ekosistem
Mangrove; dan

2. kegiatan wvang dapat mengubah dan/atau bentang alam
Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Dava dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan;

d. ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
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ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;

ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman;

Bom ot

. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan

ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

o

Pasal 89

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana
dimalkesud dalam Pasal 88 huruf a. terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
dan

c. ketentuan umum =zonasi Kawasan Hutan Produksi yang
dapat Dikonversi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan vang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
dan

2. kegiatan reboizsasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan
Produksi Terbatas;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemanfaatan hasil hutan sesual dengan ketentuan
peraturan yang berlakun; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan
Produksi Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

c. kegiatan wvang tidak diperbolehkan berupa kegiatan vang
menggangeul bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah,
fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta
kelestarian lingkungan hidup.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
ketentuan:

a. kegiatan vang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
dan

2. kegiatan reboizsasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan
Produksi Tetap.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan hasil hutan sesuail dengan ketentuan
peraturan vang berlaku; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan

Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan vang

mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah,
fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta
kelestarian lingkungan hidup.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
dan

2. kegiatan reboizsasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan
Produksi yang dapat Dikonversi.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

C.

1. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan
peraturan vang berlaku; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan
Produksi wvang dapat Dikonversi sesuai dengan
ketentuan peraturan yvang berlal.

kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
menggangoul bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah,
fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta
kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 90

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan

b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan wumum zonasi Kawasan Tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Tanaman Pangan.

2. kegiatan pelestarian sumber daya air;
kegiatan minapadi; dan

4. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang
bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung
Kawasan Tanaman Pangan dengan memperhatikan daya

dukung Kawasan;

2. pemanfaatan jasa lingkungan untuk kepentingan wisata—
rekreasi dan penelitian selaras dengan fungsi utama
Kawasan;
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alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan
Pertanian Pangan  Berkelanjutan dalam rangka
pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dalam
hal terjadi bencana sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Wilayah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

<

pengembangan kegiatan yang berpotensi menggangu
fungsi Kawasan Tanaman Pangan;

pendirian bangunan yang mengganggu dan memutus
saluran irigasi;

alih fungsi lahan yvang tidak sesuail dengan ketentuan
perundang-undangan; dan

pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian
linglungan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1)

4

2.

kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Perkebunan;

riset atau peneliian dalam mendukung invensi
peningkatan produksi hasil perkebunan;

pengembangan budi daya tanaman pangan dan
hortikultura; dan

kegiatan vang berkaitan dengan pelestarian lingkungan:
dan

kegiatan pertahanan dan keamanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

pengembangan sarana dan prasarana pendukung
pengembangan perkebunan dengan memperhatikan dayva

dukung Kawasan;

kegiatan perkebunan dan/atau kegiatan budi daya
lainnya vang di dalamnya terdapat Kawasan dengan
fungsi lindung yang tidak terdelineasi dalam peta Pola
Ruang, wajib mengikuti ketentuan peraturan yang
berlalm:

kegiatan industri yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlalk;

kegiatan permukiman dengan tetap mempertimbangkan
daya dukung lingkungan;
pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial yang

dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan yang
berlalm:

kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3] yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku;
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kegiatan perdagangan barang dan jasa sebagai
penunjang Kawasan Perkebunan;

kegiatan budi daya perikanan dan peternakan yang
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan vang
berlalku;

kegiatan pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka
Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

kegiatan pertambangan mineral dan pertambangan
migas vyang dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

EJ'I

melakukan alih fungsi lahan pada Kawasan Perkebunan
diluar perizinan yang telah diberikan;

menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya dalam
pengusahaan Kawasan  Perkebunan wvang dapat
mencemari lingkungan hidup;

mengubah jenis tanaman perkebunan yvang tidak sesuai
dengan perizinan;

membuka dan ataun mengolah lahan dengan cara
pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan
kerusakan fungsi ingkungan hidup; dan

pengembangan kegiatan yang merusak kesuburan tanah
dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

Pasal 91

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, berupa Ketentuan umum
zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

2.
i

kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Perikanan Budi Daya;

kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
kegiatan pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

4,

kegiatan industri hasil perikanan wyang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku;
kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata tanpa
mengurangi fungsi kawasan;

kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana yang
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan yang
berlalu; dan

kegiatan permukiman dan kegiatan budi daya lainnya
tanpa mengurangi fungsi utama kawasan.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan dan
mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya.
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Pasal 92

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d. berupa
ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat
Evaluasi Bencana;

reklamasi dan pengelolaan lingkungan di Kawasan bekas
tambang;

pemanfaatan jasa lngkungan untuk kepentingan
penelitian selaras dengan fungsi utama Kawasan: dan

terhadap perizinan dan/atau tanda bukti penguasaan
kepemilikan tanah vang sudah diterbitkan dan/atau
dalam proses pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan
dapat diproses lebih lanjut.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1)

pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan
umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan vang berlalku;

kegiatan permukiman kepadatan rendah wyang tidak
mengganggu fungsi Kawasan;

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di luar Kawasan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh instansi yang membidangi pertambangan dan
energi:

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

kegiatan industri yvang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku;

kegiatan perdagangan dan jasa vang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan: dan

kegiatan budi daya lainnya yang sudah ada dapat
dilakukan sesuai ketentuan peraturan berlalu.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi
tanpa izin dari pejabat yang berwenang:

kegiatan penambangan pada lokasi yvang berpotensi
menyebabkan bencana; dan

kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan
lingkungan.
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Pasal 93

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

2.
3.

kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Peruntukan Industri;

pengembangan Ruang Terbuka Hijau: dan

kegiatan pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan vang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

kegiatan pengelolaan limbah wyang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlalku;

kegiatan pertanian, permukiman dan perikanan budi daya
vang telah ada sebelumnya pada Kawasan Peruntukan
Industri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan
umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlalu;

pembangunan kantor, perumahan karvawan, pergudangan,
fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi;

pembangunan dan pengembangan permukiman kepadatan
rendah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

kegiatan perdagangan dan jasa tanpa mengurangi fungsi
kawasan: dan

kegiatan industri wyang berbatasan dengan Kawasan
Tanaman Pangan wajib memperoleh persetujuan lingkungan
sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kepgiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.
2.

kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan; dan

kegiatan vang dapat mengganggu operasional, penunjang,
dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

Paszal 94

Ketentuan umim  zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, dengan ketentuan:

a. kegiatan vang diperbolehkan, meliputi:

1.

3.

kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Pariwisata:

kegiatan penelitian dan pendidikan;
kegiatan pertahanan dan keamanan;

pengembangan sarana dan prasarana Wilayah untuk
kepentingan umum; dan

kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan
kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan;
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2. pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan;

3. kegiatan permukiman, pertanian, dan perikanan yang
selaras dengan fungsi Kawasan; dan

4. Kegiatan Industri yang tidak menimbulkan dampak
lingkungan dan sosial.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
menimbulkan kerusakan lingkungan di Kawasan Pariwisata.

Pasal 95

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf g, terdiri atas:

a. Ketentuan umuum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan;
dan

b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional. penunjang, dan pengembangan
Kawasan Permukiman Perkotaan;

2. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat
Evakuasi Bencana:

3. kegiatan pertahanan dan keamanan;

4. kegiatan pendidikan dan pelatihan vang didukung
sarana dan prasarana penunjang pendidikan; dan

5. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
Wilayah;

6. kegiatan olahraga vang didukung sarana dan prasarana
penunjang olahraga;

7. kegiatan perkantoran, dan perdagangan dan jasa; dan

8. pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyvarat, meliputi:

1. kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak
lingkungan dan sosial;

2. kegiatan pariwisata vang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan vang berlaku; dan

3. kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan dengan
tidak menggangsu kenyamanan, kesehatan,
keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak
mencemari lingkungan.

c. kegiatan wyang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
menimbullkkan dampak negatif bagi lingkungan terutama
kegiatan vyang menimbulkan polusi lingkungan (udara,
suara, air, dan sebagainya) yang dapat menganggu
berlangsungnya aktivitas hunian.
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(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

3.
4.

kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Permukiman Perdesaan;

penyediaan Jahar Evakuasi Bencana dan Tempat
Evakuasi Bencana;

kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

EJ'I

kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak
linglungan dan sosial;

kegiatan pariwisata vang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaloa;

pengembangan sarana dan prasarana sesual dengan
ketentuan perundang-undangan;

kegiatan perdagangan dan jasa; dan

kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan dengan
tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan,
keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak
mencemari lingkungan.

c. kegiatan wyvang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
memimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama
kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara,
suara, air, dan sebagainya) yang dapat menganggu fungsi
utama Kawasarn.

Paszal 96

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf h, dengan ketentuan:

a. kegiatan vang diperbolehkan meliputi :

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Transportasi;

2. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan
perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi kawasan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa segala kegiatan yang
akan mengganggu aktivitas transportasi.

Pasal 97

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf 1, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan



b.

C.

102

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai
pendukung kegiatan pertahanan keamanan; dan

2. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang
pertahanan kemanan.

kegiatan vang tidak diperbolehkan berupa segala aktivitas budi
dayva yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 98

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (2} huruf c, terdiri atas:

a.
b.

R 0

(1)

ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan:
ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
ketentuan khusus Kawasan resapan air; dan

ketentuan khusus Kawasan sempadan.

Pasal 99

Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. kegiatan pelestarian sumber daya air;
kegiatan minapadi; dan

4. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang
bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan
memperhatikan daya dulkung Kawasan;

2. pemanfaatan jasa lingkungan untuk kepentingan wisata—
rekreasi dan penelitian selaras dengan fungsi utama
Kawasan;

3. alih fungsi lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dan dalam hal terjadi bencana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Wilayah
sesuail ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan kegiatan vang berpotensi menggangu
fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;



2)

(1)

(2)

(3)

103
2. pendirian bangunan yang mengganggll dan memutus
saluran irigasi;

3. alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan; dan

4. pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian
linglungan.

Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran; dan
c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi.

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi
bencana banjir; dan

2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan

peringatan, dan rambu-rambu pengamanan
dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan yang
berlaln; dan

2. kegiatan reboisasi pada kawasan rawan bencana banjir
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir; dan

2. kegiatan vang menggangu fungsi Jalur Evakuasi
Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. pengembangan jaringan pPrasarans dalam
penanggulangan bencana kebakaran.

3. pengembangan Jalur Evaluasi Bencana dan Tempat
Evakuasi Bencana.
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan
Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan
mempertimbangkan mitigasi bencana.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

2

kegiatan yang meningkatkan resiko bencana kebakaran;
dan

kegiatan vang menggangu Fungsi Jalur Ewvakuasi
Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dengan ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1.

pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat
Evaliuasi Bencana abrasi;

Kegiatan pelestarian Kawasan;
pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
pencegah bencana abrasi.

b. kegiatan vang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan vang
selaras dengan fungsi utama kawasan yang dilaksanakan
dengan mempertimbangan mitigasi bencana sesuai
ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.
74

kegiatan vang meningkatkan resiko bencana abrasi; dan

kegiatan wyang menggangu fungsi Jalur Evakuasi
Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(5) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan rawan
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

(1) Ketentuan khusus zonasi Kawasan resapan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 huruf ¢, dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penyediaan sumur
resapan dan/atau bangunan yang memiliki fungsi untuk
memasok air tanah vang berguna bagi sumber air pada
lahan terbangun yang sudah ada.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

kegiatan wisata alam, pendidikan dan latihan dengan
syarat tidak mengubah bentang alam:;

Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi
daya tidak terbangun yvang memiliki kemampuan tinggi
dalam menahan limpasan air hujan; dan
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3. permukiman yang sudah terbangun di dalam Kawasan
resapan air masih diperkenankan namun harus
memenuhi persyaratan intensitas bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku
serta menerapkan Zero Delta Q Policy.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan vang
menggangeu fungsi Kawasan.

(2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yvang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102
Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 huruf d, terdiri atas:
a. ketentuan khusus sempadan pantai;
b. ketentuan khusus sempadan sungai; dan
c. ketentuan khusus Kawasan sekitar danau atau waduk.

Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a. dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;

2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian
air, dan sistem peringatan dini (early warmning system;

kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai;
kegiatan pertahanan dan keamanan;
kegiatan ekowisata dan wisata bahari; dan

;o e

kegiatan  konservasi, penataan  Kawasan, dan
pembangunan vang meningkatkan fungsi Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. bangunan pelabuhan dan fasilitas kelengkapannya
dengan tetap mempertahankan kelestarian sempadan
pantai di sekitarnya;

2. bangunan Jembatan, dermaga. terminal untuk
kepentingan sendiri (TUKS), terminal khusus, sarana
peribadatan, jalur pipa migas, jalur pipa air minum,
jalan, infrastuktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya,
perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang
sudah ada pada sempadan pantail sebelum ditetapkan
Peraturan Daerah ini.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang menurunkan nilai ekologis dan estetika
Kawasan sempadan pantai;

2. kegiatan yvang mengurangi dimensi bangunan pelindung
pantai untuk kepentingan pengendalian abrasi dan erost;
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kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang berpotensi menimbul
kerusakan linglkungan di sempadan pantai; dan

kegiatan yang mengganggu pelestarian fungsi pantai dan
akses terhadap Kawasan sempadan pantai.

(3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a. kegiatan yvang diperbolehkan, meliputi:

1)
.

i

Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau:

bangunan fasilitas khusus untuk penelitian,
pengendalian air, dan sistem peringatan dini (early
waming systemj;

kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai;
kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

kegiatan  konservasi, penataan  Kawasan, dan
pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1.

pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana
sumber daya air, fasilitas Jembatan, jalan, dermaga,
pelabuhan, terminal  khusus, terminal untuk
kepentingan sendiri (TUKS), jalur pipa gas dan air
minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan
bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya,
perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang
sudah ada pada sempadan sungai sebelum ditetapkan
Peraturan Daerah ini;

penvediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengembangan sistem pengendalian banjir;

kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam
dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan
memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan
karaktertistik sungai; dan

penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan
peraturan dan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1.

3.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang mengurangi kualitas
sungai;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbul
kerusakan lingkungan sempadan sungai; dan

kegiatan vang dapat menurunkan nilai ekologis dan
estetika sempadan sungai.

(4) Ketentuan khusus Kawasan sekitar danau atau waduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dengan
ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau:
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mendirikan bangunan khusus untuk pengendalian air;

kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian danau;
dan

4. kegiatan  konservasi, penataan  Kawasan, dan
pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemanfaatan secara terbatazs untuk jalan akses,
Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum,
rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan
bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana
sumber dava air, prasarana pariwisata, olahraga,
keagamaan serta prasarana dan sarana sanitasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan penelitian, pariwisata, olahraga dan aktivitas
budaya; dan

4. kegiatan budi daya lainnya vang tidak bertentangan
dengan fungsi kawasan serta dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlalku.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. mendirikan bangunan berupa permukiman;

2. kegiatan yang mengubah letak tepi danau dan aliran air
masuk atau keluar danau;

3. membuang limbah; dan

kegiatan lainnya yvang dapat menurunkan luas, nilai
ekologis, dan estetika Kawasan.

(5} Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 103
Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 60 ayat (2} huruf b, dilakukan melahu:
a. penilaian pelaksanaan KKPR: dan
b. penilaian pervuyjudan RTRW Kabupaten.

Pasal 104

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR: dan

b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
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Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada periode:

a. selama pembangunan; dan
b. pasca pembangunan.

Penilaian selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan
pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

Penilaian selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a. dilakukan paling lambat 2 tahun sejak
diterbitkannya KKPR.

Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4
ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan vang tertuang
dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang
diharuskan melakukan penyesuaian.

Penilaian pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil
pembangunan dengan ketentuan KKPRE.

Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal [6),
ditemmukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang
dalam dokumen EKPR. dilakukan pengenaan sanksi yang
dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan
kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan
dan persvaratan perolehan KKPR.

KKPR sebagaimana dimaksud pada avat (8) yang diterbitkan
dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar,
batal demi hukum.

KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yvang tidak sesuai
lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat
dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten vang
menerbitkan KKPR.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dimintakan ganti
kerugian vang layak kepada instansi Pemerintah Daerah
Kabupaten yang menerbitkan KKPRE.

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil (UMEK) yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terbukti tidak benar,
dilalktukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah
Kabupaten.

Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan cleh Pemerintah Pusat
dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Hasil penilaian pelaksanaan KKEPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

109

Pasal 105

Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 huruf b, dilaksanakan melalui penilaian

terhadap:
a. perwuyjudan rencana Struktur Ruang; dan
b. pervujudan rencana Pola Ruang.

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan
rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;
b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang,

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penyandingan
pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jariangan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan
penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan,
pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas
tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Hasil penilaian perwgjudan rencana Struktur Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesual dengan
muatan rencana Struktur Ruang.

Hasil penilaian perwvujudan rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan
muatan rencana Pola Ruang.

Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam
bentuk tekstual dan spasial.

Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu)
tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW
Kabupaten dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 106

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (2) huruf ¢, diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesual dengan
RTRW Kabupaten;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan BRuang agar sejalan
dengan RTRW Kabupaten; dan

c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan
dalam rangka Pemanfaatan Ruang wyang sejalan dengan
RTRW Kabupaten.

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang

untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.

Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untulk:

a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayvahan pada
zona kendali dan zona yvang didorong; atau

b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis
nasional.

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan oleh Pemerintah Daerah dan secara teknis operasional

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme
pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan
Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 107

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong,
memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang vang memililki nilai
tambah pada zona yvang perlu didorong pengembangannya.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. insentif fiskal; dan/atau
b. insentif nonfiskal.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a
meliputi:

a. keringanan pajak;
b. retribusi; dan/atau

c. penerimaan bukan pajak.
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Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b
meliputi:

a. pemberian kompensasi;

b. subsidi;

c. imbalan;

d. sewa Ruang;

e. urun saham;

f. fasilitasi Persetujuan KKPR;

g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau

publikasi atau promosi.

(=
b

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah
Daerah lainnya; dan

b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah
Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penvediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan: dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. subsidi;

c. pemberian kompensasi;

d. imbalan;

e. sewa Ruang;

f. urun saham;

g. fasilitasi Persetujuan KKPR;

h. penyvediaan prasarana dan sarana;

penghargaan: dan/atau

ok
.

j. publikasi atau promosi.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pas=al 108

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan
batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan
dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampau daya
dukung dan daya tampung lingkungan.

(2} Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. disinsentif fiskal; dan
b. disinsentif nonfiskal.

(3] Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

(4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan:
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atan
c. pemberian status tertentu.

(5} Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah
Daerah lainnva; dan

b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

(6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada
Pemerintah Daerah lainnva sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan
sarana.

(7] Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5] huruf b
meliputi:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan: dan /atau
¢. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(8} Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6} dan
ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pas=al 109

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)
huruf d, dilakukan melahii sanksi administratif.
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW
Kabupaten vang telah ditetapkan wang mengakibatkan
perubahan fungsi Ruang.

{3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan juga kepada Orang vang tidak mematuhi ketentuan
Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {(4) dapat
dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

(6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten vang telah
ditetapkan wvang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi
ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang vang tidak memiliki KKPR; dan/atau
b. Pemanfaatan Ruang yvang tidak mematuhi ketentuan dalam
muatan KKPE.

Pasal 110

(1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109
ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap
Orang yang menghalangl akses terhadap Kawasan yang olsh

ketentuan peraturan perundang-undangan dinyvatakan sebagai

(2] Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara
maupur permanen.

Pasal 111

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;

c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau

d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

a. besar atau kecilnya dampak vang ditimbulkan akibat
pelanggaran Penataan Ruang;

b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap
pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran
Penataan Ruang.
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Pasal 112

(1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) dapat berupa:

(2)

(3)

(4

4.

= R < N -

1

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pencabutan KKPR;

pembatalan KKPR;

pembongkaran bangunan;

pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
denda administratif.

Peringatan tfertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dilakukan melalui tahapan:

&.

penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat vang
berwenang, memuat;

1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;

2. kewajiban untuk menyvesuaikan kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis
Pemanfaatan Ruang; dan

3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali;

dan

apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang

berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi

sesual dengan kewenangannya.

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:

a.

pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan
tertulis:

apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang
berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian
sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;

berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang
berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan
Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan

setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat
vang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi
kembali sampal dengan terpenuhinya kewajiban untuk
menyesuaikan kegiatan Pemanfatan Ruang dengan RTRW
Kabupaten.

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dilakukan melahu tahapan:

4.

pejabat yvang berwenang menerbitkan surat peringatan
tertulis;
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apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat vang
berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian
sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan
rincian pelayanan umum yvang akan dihentikan sementara;

berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang
berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa
pelayanan umum  untuk menghentikan  sementara
pelayanan kepada Orang yvang melakukan pelanggaran; dan

setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang vang
melakukan  pelanggaran, pejabat yang  berwenang
melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat
pelayanan umum kepada Orang vang melakukan
pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk
menyesuaikan kegiatan Pemanfatan Ruang dengan RTRW
Kabupaten.

(5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dilakukan melahai tahapan:

4.

b.

pejabat yvang berwenang menerbitkan surat peringatan
tertulis;

apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang
berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;

berdasarkan surat keputusan vang diterbitkan, pejabat yang
berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan
aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi
secara paksa; dan

setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat vyang
berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan
lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan
Orang yvang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban
untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfatan Ruang dengan
RTRW Kabupaten.

(6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf {,
dilaltukan melahai tahapan:

a.

b.

pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan
tertulis:

apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang
berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat
keputusan pembatalan izin;

berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang
berwenang memberitahukan kepada Orang vang melalukan
pelanggaran mengenai status izin yvang telah dibatalkan
sekalisus  perintah untuk  menghentikan  kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinva; dan

apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan
Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan
tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dilakukan melalui tahapan:

=

pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan
tertulis;
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b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat vang
berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran
bangunan; dan

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat vang
berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(8) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, dilakukan melaluai tahapan:

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan
terulis:

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang
berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi
Ruang;

c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang
berwenang memberitahukan kepada Orang vang melakukan
pelanggaran mengenal ketentuan pemulihan fungsi Ruang
dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan
dalam jangka walktu tertentu;

d. pejabat wyang berwenang vang melakukan pengawasan
pelaksanan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;

e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang vang
melakukan  pelanggaran, pejabat yang  berwenang
melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa:
dan

f. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak
mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang,
Pemerintah  Daerah  Kabupaten dapat mengajukan
penetapan pengadalian agar pemulihan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten atas beban Orang vang
melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

{9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 1, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama
dengan pengenaan sanksi administratif lain.

(10] Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 113

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:
a. mengetahui RTRW Kabupaten;

b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagal akibat Penataan
Ruang:
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c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
RTRW Kabupaten;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;

e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian
pembangunan yang tidak sesual dengan RTRW Kabupaten
kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila
kegiatan pembangunan yang tidak sesuali dengan RTRW
Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyvarakat

Pasal 114

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan Ruang sesual dengan KKPR dari pejabat yvang
berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
dan

d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 115

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 116

(1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a dapat
berupa:

a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
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3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan
Wilayah atau Kawasan;
4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten: dan
5. penetapan RTRW Kabupaten.

kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau
sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

(2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b dapat berupa:

a.
b.

masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau
sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan
lokal dan RTRW Kabupaten yvang telah ditetapkan;

peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal
serta dilaksanakan sesual dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan;

kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan
serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi
linglkungan hidup dan sumber daya alam; dan

kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan
sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf ¢ dapat

berupa:

a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan
RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;:

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau
pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang vang melanggar
RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang

berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak
sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pa=sal 117

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan
secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau
melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah
Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi

Penvelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan
mudah oleh Masyarakat.

(3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB X
KELEMEAGAAN

Pasal 118

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan
ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah
di bidang penataan ruang, Bupati membentuk Forum Penataan
Ruang.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas FPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja
yvang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan
Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang.

(3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam
hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan
penataan ruang di Kabupaten Bengkalis.

(4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata
kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 119

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan
antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan
Ruang.

(2} Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten
dengan Pemerintah Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.

(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama
diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(4] Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat
menempuh upaya penvelesaian sengketa melalui pengadilan atau
di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada avat (4) dilakukan melahui:

a. negosiasi;
b. mediasi; dan/atau

c. konsiliasi.
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(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya
perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah,
para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi
penyvelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan
Ruang dilaksanakan sesual dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia,
pegawal negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah
yvang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan
Ruang diberi wewenang khusus sebagal penyidik untuk
membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(2} Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan wvang berkenaan dengan tindak pidana dalam
bidang Penataan Ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga
melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang
Penataan Ruang:

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan
Huang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu vang diduga
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan
Ruang.

(3} Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
avat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat
penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan,
penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan
pejabat penyvidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuail
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menvampaikan hasil penyvidikan kepada penuntut umum
melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
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(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara
serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAE XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

Setiap Orang yvang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

(1} Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.

(2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap
periode 5 (lima) tahunan.

(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih
dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (Lma} tahun apabila terjadi
perubahan linglungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan
Undang-Undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-
Undang: dan

d. perubahan kebijakan nasional vang bersifat strategis.

(4} Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten
harus disesuaikan dengan RTRW Kabupaten melalui kegiatan
penyesuaian Pemanfaatan Ruang.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan
dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang atau KEPR yang telah dikeluarkan
tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
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2. untuk wvang sudah dilaksanakan pembangunannya,
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan
ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan
tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah
ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang
timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang
atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.

¢. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa
izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan
disesnaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan

Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan
KKFR.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

SESUATI DENGAN ASLINYA pada ta.nggal 2 Ma
KEFALA BAGIAN MUKLIM el 92

KALIS BUPATI BENGKALIS,

fid
KASMARNI

Diunds an di Bengkalis
Pada Tangpal & Maret 2922
stk maS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

BUSTAMI HY
EERSARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREC FERATURAN DAERAH KABUPATEN BENCKALIS FROVINSI RIAU
(9.13.B/ 2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KAEBEUPATEN BEENGEKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH EKABUPATEN BENGEKALIS
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau
vang terletak di bagian pesisir Pulau Sumatra yang wilayahnya mencakup
daratan timur pulau Sumatra dan wilayah kepulauan. Dengan wilayvah dan
ruang yang cukup lhias, Kabupaten Bengkalis memiliki berbagai potensi
yvang perlu dikelola dan dijaga agar dapat dimanfaatkan secars optimal dan
berkelanjutan melalui penataan ruang.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Penataan
ruang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana
lainnya. Penataan ruang Kabupaten Bengkalis saat ini didasarkan pada
karakteristik dan potensi wilayah szehingga tercipta suatu sistem yang
mampu mendukung keungggulan ekonomi wilavah.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai kebijakan
pemerintah daerah merupakan arahan penetapan lokasi pembangunan dari
kawasan dengan fungsi lindung maupun budi daya. Agar pembangunan
dapat dilakukan dengan seksama, optimal, dan berdayva guna diperlukan
penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi
pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bengkalis yvang merupakan penjabaran dari Strategi
pembangunan Pola Tata Ruang Provinsi Riau, dan merupakan acuan
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Bengkalis. Atas
dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perha ditetapkan
Peraturan Daerah EKabupaten Bengkalis tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah vyang ditetapkan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk
memberikan kesamaan pengertian dalam Peraturan Daerah imi dengan
iztilah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya dan
peraturan terkait lainnya.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lingkup Wilayah Perencanaan RTRW Kabupaten yang dimaksud
adalah cakupan Wilavah vang direncanakan dalam RTRW dengan
berpedoman pada batas wilayah kabupaten/kota dan garis pantai
termutalkhir.



Ayat |3)

Cukup jelas.
Ayat {4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Agrobisnis vang dimaksud adalah bisnis berbasis usaha
pertanian atau bidang lain yang mendukungnya.
Huruf d
Minapolitan yvang dimaksud adalah konsepsi pembangunan
ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan
berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi.
berkualitas dan percepatan.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Hurufg
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.



Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8]
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Avat (1)

Cukup jelas.
Avat (2]

Cukup jelas.
Ayat (3)

Jalan Arteri Primer berpedoman pada Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik indonesia
Nomor: 248 /kpts/m/2015 Tentang Penetapan ruas jalan dalam
jaringan jalan primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri
(JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Avat (5]

Jalan Kolektor Primer berpedoman pada EKeputusan Gubernur
Riau No. KPTS.214/11/2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan
Menurut Fungsinya Sebagai JKP-2 dan JKP-3 di Provinsi Riau dan
Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 209/KPTS/IV/2018 tentang
Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten
Bengkalis.

Pada ruas Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten terdapat ruas
Jalan Strategis Nasional berjumlah 3 (tiga) ruas sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020
meliputi:



1. Dumai - Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning;

2. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Medang dengan
Pelabuhan Tanjung Medang dan Pelabuhan Rupat/Tanjung
Kapal; dan

3. Pusat Pelayanan Utama PKSN Bengkalis dengan Pelabuhan
Bengkalis, Pelabuhan Air Putih/Bengkalis, dan Pelabuhan
Ketam Putih.

Ayat (B)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas
Avat (10)
Jalan Tol berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 109
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyvek
Strategis Nasional.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Avat (12)
Cukup jelas.
Avat (13)
Cukup jelas.
Avat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.

Pasal 11
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hurufa
Jaringan jalur kereta api berpedoman Peraturan Presiden
Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Jaringan jalur kereta
api vang dimaksud merupakan Jalur Kereta Api Rantau
Prapat-Duri-Pekanbam.



Huruf b dan hurufe
Jaringan Jalur Kereta Api dalam rencana induk
perkeretaapian Provinsi Riau merupakan Jalur Kereta Api
Dumai-Pelintung-Buruk Bakul-Tanjung Buton dan Duri-
Tambusai-Ujung Batu—Kandis.

Ayat (4)
Lokasi Stasiun Kereta Api dimaksud merupakan stasiun yvang
belum ditentukan jumlah dan posisinya (imajiner).

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)
Lintas penyeberangan dimaksud merupakan ketentuan yang
termuat dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
(KPN) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan
Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Ayat (4)
Culkup jelas.

Ayat (5]
Culup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Culup jelas.

Pasal 13

Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pelabuhan laut berpedoman pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perbatazsan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi
Kepulauan Riau, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 432
Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun
2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning berpedoman pada
Keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM, 34 Tahun 2003
tentang Penetapan Sementara Bandar Udara Khusus Sei Selari
Sei Pakning Milik Pertamina UP-II Sei Pakning sebagai Bandar
Udara Khusus yang Dapat Melayani Penerbangan Untuk
Kepentingan Umum.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Avat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Avat (4)

Cukup Jelas.
Ayat (5)

Cukup Jelas.
Avat (6]

Cukup Jelas.
Ayat (7)

Cukup Jelas.
Ayat (8)

Cukup Jelas.
Ayat (9)

Cukup Jelas.
Avat (10)

Cukup Jelas.



Ayat (11)
Cukup Jelas.

Ayat (12)
Cukup Jelas.

Ayat (13)
Sistem [solated vang dimaksud merupakan jaringan di luar
Sistem Grid Sumatera. Sistem isolated berupa Jaringan
Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik untuk
menghubungkan Sistem Grid Sumatera dengan Pulau Bengkalis
dan Pulau Rupat.

Ayat (14)
Cukup Jelas.

Ayat (15)
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Avat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)

Cukup Jelas.
Avat (5]

Cukup Jelas.
Ayat (6)

Cukup Jelas.
Ayat (7)

Cukup Jelas.
Ayat (8)

Jaringan Pengendalian Banjir yang dimaksud merupakan

bangunan infrastuktur pengaman tebing pantai dan tebing

sungai.
Avat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.



Pasal 22
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolah Air
Limbah (IPAL) Perkotaan, Instalasi pengolah limbah tinja (IPLT),
Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) skala individual dan komunal, dan
Instalasi Pengeolah Air Limbah (IPAL) permukiman dan/atau kawasan
tertentu.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Culup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Avat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Kawasan Hutan Lindung berpedoman pada Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan
Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan
Tahun 2020.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas,

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.



Ayat (3)
Delineasi Suaka Margasatwa mengacu Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan
Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan
Tahun 2020.

Avat (4)
Penetapan Suaka Margasatwa diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Avat (8]
Delineasi Holding Zone mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi
Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Riau Tahun 2018-2038, Hasil Rekomendasi
TORA/PPTEH tahun 2020, dan delinasi tambahan.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Ayat (10)
Cukup Jelas.

Pasal 33
Kawaszan Ekosistem Mangrove berpedoman pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan
Riau. Sebagian besar ekosistem mangrove eksisting berada dalam
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di pesisir pantai
dan sekitar sepanjang aliran sungai vang tidak dilakukan delineasi.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Kawasan hutan produksi berpedoman pada Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHE-
PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan
Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan
Tahun 2020.

Ayat (2)
Cukup Jelas.



Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Delineasi Holding Zone mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi
Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Riau Tahun  2018-2038, Hasil Rekomendasi
TORA/PPTKH tahun 2020, dan delinasi tambahan.

Avat (6]
Cukup Jelas.

Ayat (V)
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Selain Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang
ditetapkan, terdapat potensi pertambangan mineral yvang tersebar
di seluruh kecamatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Selain Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan, terdapat kegiatan
industri lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 40
Selain Kawasan Pariwisata vang ditetapkan, terdapat objek wisata
lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.



Pasal 45

Cukup Jelas,
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2]
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huorufd
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Culkup jelas.
Angka 4

Pengembangan terminal umum vang dimaksud
berupa pengembangan Pelabuban Bandar Sri Setia
Raja dan Pelabuhan Bandar Sri Laksamana.



Angka 5
Pengembangan trayek tol laut merupakan rencana
program penyelenggaraan tol laut dengan trayek
Tanjung Priok - Air Putih - Kepulauan Meranti -
Belawan — Lhoksemauwe — Malahayati - Tanjung
Priok.

Huruf e

Angka 1
Review studi kelayakan pengembangan Bandar
Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder
merupakan review studi kelayakan Pemindahan
Pembangunan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Tahun  2006. Kecamatan  talang muandau
merupakan salah satu salah satu alternatif lokasi
vang dijadikan penilainan dalam dokumen.

Angka 2
Review studi kelayakan Bandar Udara Pengumpsan
yvang dimaksud merupakan Review studi kelayakan
pembangunan bandar udara di Pulau Rupat Tahun
2011.

Angka 3
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)

Cukup Jelas.
Avat (5]

Cukup Jelas.
Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Avat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kajian pendetailan garis sempadan vyang dimaksud
merupakan  kegiatan mempertegas batas kawasan



perlindungan setempat dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-
KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan
Pantai, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang
Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Gariz Sempadan
Danau.

Avat (5]
Cukup Jelas.
Avat (6]
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Avat (1)
Cukup Jelas.
Avat (2)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
ketentuan khusus merupakan ketentuan vang mengatur
pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan
memiliki aturan tambahan szeperti adanya kawasan vang
bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama,
yvang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun
(overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan
tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4
Cukup Jelas.
Pasal 62

Cukup Jelas.



Pasal 63
Cukup Jelas,

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Paszal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas,

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.



Pasal 78
Cukup Jelas,

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas,

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Avat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Culnup jelas.
Huruf b



Minapadi merupakan teknologi tepat guna dalam rangka
optimalisasi produktifitas lahan sawah melalui integrasi
budi daya ikan dengan padi.

Huruf ¢
Culoup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Culkup jelas.

Huruf b
Invensi adalah penemuan berupa ide yang dituangkan ke
dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di
bidang teknologi, yvang dapat berupa proses atau hasil
produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses
atau hasil produksi.

Hurufc
Cukup jelas.

Pasal 01

Cukup jelas.

Pasal 02

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 08

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.



Pasal 101
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Zero Delta Q Policy adalah keharusan agar setiap bangunan
tidalk boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke
sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.
Huruf ¢
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5]

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Avat (8]

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.
Avyat (12)

Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

untuk UMK berupa penilaian keabsahan pernyataan mandiri yang
dibuat oleh pelaku UME.



Ayat (13)

Cukup jelas.
Ayat (14)

Cukup jelas.
Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.



Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas,

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas,

Pasal 125
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1




_ R

LY

i

PROVINSI RIAU

5 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KETERANGAN
& |hukeis Caratnniats
© lbuksta Kacamaian




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SHALA 1:300.000
a 0 0 A

T

(=T
i




Ao

Ll L L

L1

I L

i g L

S EARET Ly o 1 g1 i T ?H o T T
Kecamatan-Pingalr Iz PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
'-E PROVINSI RIAU
) LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH MABUPATEN BENGHALS
NOMOR 1 TRHUN 2022
TENTANG
mmmﬁ.m‘ WILAYAH KABUPATEN BENGHALIS
Kabupaten PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0816-53
Rokan Hulu § -
L] a 1 W
i
B, e mees
o i il - bt T SO
i
t
Kabupaten
Siak ;
AlR
"‘; : - mrEE
* KETERANGAN
Euknts Femarintshan Hntms Administras] Parairan
W Pesbuls Wit - e iy 4 et T Giarin Pasis
T bt B . [
——— i MereTERs
umlmﬂmmnm
Gisters Pusat Parmskiman l. hﬂ-ﬂlmm.mliﬁm
. s Haglereri \Winp (P  Fareimeghil L Thaags Som (FLTI
Pt Marglaien Rtmgin hunamai (P8] £ P Ll Ty tagl {FLTH
§ parvimngail Luik Tanags Suryn (7T
D it ngieme bt gLl | Earrsengl Uaisk Fasiggs W Ho FETH)
A P Baipac M i Ferstangel Lui Lusrys
A puen ey Lrgiegn et
i o Ealuims U Tegeegen Tingg! (RLITT)
EH-J-“‘WH s ubr s | et
=y P —_— = _,“uumwmm!-m
—  erTealFosizesg Tee O
—  Berreo dareng Ihmh-ﬁ:-nm
dwrrlsien Ty I.' i S Y
] vk T
———— e At Fris Begarak
o sl e S | et Bt Eelis
1 kst Harletin Babuosde |=  Jmirgen Begens Tereatsi
| iy Lo P o Eisism Jarimgan Swemher Days Alr
r [ Suben Loin] Byimanaley Rimtem Surisgan b eel
i L isguursge Frio) —— gt i P i
miAn Lingauhgue fasurdai = niingan Wigeal Dexamant
— i Tl ——— argee e
Bini Jsrng e farem m-hmq-m-uhrf:
3 Bt Fenaepasg ;
Kabupaten 18 | s s s s s S e o e oA
b | Shwiem et 8 ongel. Banes da Fenyssesangin ' Lt
Splalngs Forge: nen Darms
Kampar e rom—— R v
Walubutas Henprtmrmgan dak 1l £ Uil Falpmain
___T :. . - M W e Pesirmmigan R s
P e e
vess e LI Freysiensagan fesn Hatussish Hia e Pangaiclammr Limbab [ARAL]
b PRS o st S Pargeiches ke Liveat
tamtabain Fargams et Segie I S — — e WU PR
ﬂ L Lmiaah SN =
Fuimiahum Paegdirieds Lusal m
S N——— .E..m._'m
Euratar tistern Llimar e Basas Lgain Sl S R Pareiun ot (P
4 acou b e & m ; Barpet Raee Aedus
Siatam Juriepas Enangl © Tampe Fesssswce S e— (TFR)
larmpan Bttt Wk san Qe My Tenzel Pessmasam A [TRA)
S et W ifak a8 de Bumil ‘Blaiem Saringan Evehnm Bessans
' AT IR L ]
i
rlrnlﬂ [ m-;-rr o ¥ |p!;,wp =




T — ] =" -
o L 8 { i 1 3 P 1 5 g F]"n ¢
: . I PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
-
g'* "g PROVINSI RIAU
LAMPIRAN ||
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALS
Kecamatan muwm
Talang Muandau RENCANA TATA RUANS WILEYAN KABUPATEN BENGRALIS
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 084884
ERALA 1 B0
i 2
: !
k KETERANGAN
Bukota Pamariiahan Batan Administrss) Pamimn
B it Kbl - m = = yim Lt Tl Gatls Famls
L Il K. o € Pl Beden b
RERCANA STRUKTUR HUANG i
Kabupaten Blken Pt Scuston N ot 0 s Do
P Kaglatard Wlkiyw= (REE) | Pmniseget Lnb T e (P
SIak | Pual fnglenas ey Wevse | (PREN] ¥ Parbg L Tanaga Seye (FLUTE
§ Pamimgees Lidii Tessge Ssigs LT
D el Mgt Lokt P § iyl Lk Taromgs I sk (19, Thii)
‘ Fmsl Fasymre § mmwr i Pampangd Lasrs Lnrers
A PP Lngngm i e L
Siuteen Jaringsn Trsnaporiasd e Biharan Lisiwrw Tegurges Tiegg (BLTTS
,_:H_u — = Astwan Trasemis Lsreyn
m  Twrm] Penumpeng Ties B — _d-wwmmw
. Srmsl Pesurperg Tee £ "
- M::p.mw
H i ity | i g n TRy
0 erimn= e g Ty
e g b P Jurtagu Serge'as
ki K i P | g Segeh Delie
Al Femisst Sasiine = tpe ek Teisatrial
il | Py Hintwm Jasingan Gumbsr Says Alr
;' 'i imn Lt Raten Hlwtmn Juringes riges!
e | g P e g g
e L Mg sn e by e dgrgan e Bl i 8
— i Te I g T
PR ———— Siatess Jusian Perguedaltas Barg 1
Bl :
: E F]  ®masn Ferpreen e _mirgyun Pengeainling Sieng
Siptams fnringan Prasernis lammys
; 'E s MITREN (P AR ADS At Shuteen Fu o A Wi (SN
L] b | Wiwber e Ming st Dann, dan Bempebnsafipes ‘ L
Falubahian Bus s dan Darss Faagzain
RSy S — B i
2 phiLAN P s Kals (B 8  thtEshpee
i Linkes Feryaleasger S earmagan o
b Myt g ST D SemrFop
Lhelaa v S Fermrengan b v
"'"’rm w — r e
wmannne Ltien Puryisbeeidingan ouien EhsEsiEn St Pangaisimansie Linbah (FPALY
gt & Irfrastmtzt Qe P oget aen s Lirses
s Rugitan Fugurees Asgund Witarn Fergatoiass Lisiuk Ranen Sorks heys s
gt Siiguresd Rararun (A1)
Prtgtnctan fargurmee Ll = HWWWHW“”
= Fun g Pariren b mw"'"m
sl LidaTs Limur san B Lhin s HBtess Binniam Patlban Krimn (55
+ 5y e Sl - Tartmal Deapaizar Rt Bnile Kidam
Fatpzls TRESH]
Bimtw Jnringan Ensrgl ¥ i tarm e Bamerius (TFE
armipan infreirustr Bisyak San G P
ptmatnudis Wiepat dan Cla Ducts Shcae il
o dwimgue pang Ui epaiainm M el dee Sa ¥ Tempel Bunms Gemes
; Kabupaten 8
Kampar .
; 3
i T ¥ e T : e =
T~ WA aT i LR Froms




L F %]

]
i

T alr AT

L e i Ll

Kecamatan
Talang Muandau

i L BT

i T e BT
T

Kabupaten
Siak

o b L

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN [T
FERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGHALIS
WOMOR 1 TAHUN 2922

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILATAN KABLPATEN BENGHKALIS
TAHLN 20312042

PETA RENGCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 1081883

& 15 © i
LT -
e el e kil L7 Do AT H
heve - Dl
Reim Bk

DIAGRAM LOKAS|

0 DT LY

L an

- awm

RAEKCAMA STRUKTUR RUANG = e =3
g 1 Faprisepel Lk Tinegs Dl (FLTTH
. T s Wi [P P Eamiwges Lasi Teasgs Jes (L1900
| Haghttan Sitsiwge heenal | PSR} § Pambnged Linik Sesngn San FLTH)
e P | Saresrgeil LNk Termgs Ruts LR
D e | Pvmanget Lok Torags Wi Hss IPCTRRH|
b Pt Prlapwian tammass | e L e
A man e Lk il Geimm
dnm Jaringsn Tranaperss| — o Baurwh Lars Tegangun T (EITT)
e lqurlll:l" e Swn Troeml Ly
Sarfrin Pt el Gewnh Ll Swneuen
o Tormemal Pavvarrisary, T @ e
= s ol Blnken Saringen Telu ks mimllesl
= dmengan tuiss
E = v T enaireieT s Taap
(0 -smsaien i
s _ukin Wrten Fitet dmirgun gk
S sl Mok Feines [ darreun Beg Saer
JEA A T = mregi Swgeend feesite
e g P Aisimm Jursngan Samissr Daya A
nker Livded aunans Bhatam Jorirgan iganl
b Langwpngmn Svema *-—Jﬂ_qn_mtr-
Juin Lirguurgin Feinn darirgus) inpey
Y T e JmiNgun Irigma Tarniat
I ———— Fmr Jamg e Fangarsisiem Sl
s e iy Sergurialal) Bes
Wl i Siutwem Juringsn FrRERTSTE [KINAYS
v ity Jaki S A A s, Fampwiann Al Bl s AL
W, Satirgan Awrgsl Qe das Fanpeberengen ‘ ——
L " "IMDII“-:-' “ e
Paighban Punpeiuie fgas = slgs & 5 s A
Haigiyiien Paspecaraper wees b B Palapasar
v |, PevgRSsEngan Arernay e 5] e
— T SR b AERTAER —
-__.';rﬁ-h-mumm-l—nman- = :“"-'F_‘""""-
ilnal - Ciatetari
wdnsie Linten Paeyniaraspys mom Kafusisin “mﬂr:—_:llllfﬂ o L
Wil Saringan Thans et Las vl o e
Falmtatuy Fegameps faginel _umr-lu-h—uu“m-
Epimbiman Faegumo Barmun
Fbrbains Sty Fongmmmuns L ieaal Tk e Bursabuys wan
Tp L D Marmeen (03]
= Parguien Pasderate e O —
Eungar Udars Usiies dan Bancar Udein Hhusuy S0 Wimala Fankiman Aran (50
A By e s & T-#Whn-hl—m
Sigtam Juringen Enargl g part Feenrrpugan Barranierm [FFE)
Amitrgan Ini ey e Minpak s Oaa Tarmp Fareveaan Ay (1)
A Wy dur Oan B Tamar deilsgam Ut fanssny
Unstigen gy Wiy it ks Wiy wk S O T Torrut Eniusial Ewmgany

I T L

LU L

TET AR AT

L. nirt® 4 W

10T ST NT




== L e ?‘IF e ot O
; = ' I PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
-
. Kecamatan "i PROVINSI RIAU
g B! LAMPELAN 1|
PERATURAN DAERAH KABLUPATEN BENGHALIS
MOMOR | TAHUN 2923
TENTANG .
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGHALIS
TAHUN 2033-2042
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0818-84
I ECALA 50000
] 18 ]
A b
r“ Ln#-ﬁﬂlﬂlhﬂh
DIAGRAM LOKASI
]
13
H
3
- 4
22 il
5. g == L
=
) KETERANGAN
B B Cebopeisilin - — == Bam Last Teifurmd G Pamte
T kst Bam 0 e A
——— - Eiex Kx cARETIN
| REMCAMS STRUKTUR RUANTD s
| i Proscat P rmisteinan s
o 1 Pemsaeg Lees Temg Desesl [PLTT
Pt Hagallih Wil (P Fupvimrgit Lkl Tarmge Cae (PTG
Euml Kapiema s ETTingn Hieasrd {PREN] B Paslaget Uik Temags Bos (FTE:
= [ Parmimegue b T Senym [FLTH
[ ] rumsrmessmn st s | Sutomghl Lisi Timaga S6n Hicen (FLTHH)
B et S e P Paomangh Lk Lk
Kﬂbupﬂtﬁn A A Palsveran LogEm et .
. e =S
= Tl Basiasgweg Taa U - ,an—mn-u-
e Tarmral Prevepang Tie © -
. ‘Hinhum Jaringsn Tehshno menias
= R Jmngan Tuleg
% “elirrinl e } b gl Tema
srvviaimn sl
—— Lm Arfed Frivat M!mm
= © Juinn Akl PeRE i Juregan farperas G
Jnins Sninr Dakiie - Juirgin Dengeine Tewarnl
it Liskal Primas Slstam Jarivgan Bumber Dajs A
E-' '] itdan Lzagl Bakmuint Tibukten Juringan ingssl
Jus L e Pviemat ——— g il PSS
Julan Lmgbisgien Genam Lo asgan e BanuE
— e T g b Tl
Amiern Jurirgue Harats Al mmhbq-r:_-u-m
: 2 i bt e lhmnhmmwgm
=' 'E msaewe i (el CEnEm AR Aelredle ariatn Portysemmn Al Wiy (BPS W]
y % | Bl durngan Sungal, Covas. das Furyes mmg e ’ e Al skl
it ufren Singe die Dares Pegespas m e f
Falaauhum Payelarzjn i § B
Pk Pasywnrage Mk 1 0 Lk ek
S "*,: 5 g BurriF Puras
oni :" " '_H'-Irv— T B
" AT g v - A
..... &4 L bnas Swrgubsrns e Sy Hebugete Blnkirn Fargain sl L
Wi et Tasapertand Lass - iyttt Gimm Spngalsmme &5 Linieh
Paiiiybmn Pyrgyr=pie Ragam it m Peagelsiess Linisn Baban Betlanage dan
s - o Satart Beamnp i
B ] L] ST
Fmry han Mg Lubks G ré 5
= Perpeake P S J—
Barcbut Uadars Uireiifi din Bendun inhais Ahsren i an Froisan A (628
Enrman Auupy Nallik
+ Baranrmars Kbt " \-lq-l.lulllllln-
Fistnm duringan Energl Tyt Fesargiagan Seariam (15|
irge=) tur Wread den Clan & el Symmmann bk [TRAL
o AAmdnAne mpekdan Gel B Mt Jarmpan Bvaibissd lascans
™ m:-_h'ullln-mn- T Twrs Eyabue e
EIE — ki Demins) Reeeees
; 3
| k
W i ] 1 3
e L HERT N T e




T
(e

A

100" ST

' Kabu

Ll

n Rokan Hilir

IR L

1

RN
T

Kabupaten
Rokan Hulu

i

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS |
PROVINSI RIAU

TENTANG
AENCANA TATA RLANG WILATAH KABUPATEN BENGRALIS

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 2817-12

[T

KETERANGAN

kot Pemerintaten Guian fsministranl Puralran
@ Hakois Fabigalansii - =~ iy Luan Testewl G Farsm
T cksin Seamneten ———— B Kammn L
AENCANA NTRUKTUR RUANG M
i Apisigan (sETER K regl triaain
by ke S gy i | Pamistag Lt e Oreeel (LT
Pt Ko il Tyt PN Fanisntogl Linki Tormgs S (L18]
Fimsi Ragorian Enstwge W (FEEH) I Femaangst | s lesacs Bay IFLTH
I Pamsngakt Ui Tewga S (PLTE
D st Knfieiin Tkl JPL) I vt Ltk Taremgs Wisd M (0L
‘ Fomnl PamyEnas Fiiaa ¥ Eprcsarepl ok Larmyia
A Pai Painyenan Legumgen el
Eistsm Jaringsn Transpariast e Bl Lt T peepen Tngs BT
Eniam Jeriega Jalan <= Sakren THesansh L rpvn
L el Pesr Tes B e o
e T Fary Tes £
Sintwm Jarimgar Telskomuniianl
EE Temest Baivg darireia Wi
B snbuten remry E e
w el en
= ki Angri Prmay mrlml.
Jmnn Hemisy o 4] dmiiegen Besger Bahier
mian dakvnr Sekinee = i gl leidillll
v ) W ‘Fiium Jurimgen Bumbar Days Al
i Lo B Bt attrepas iigas|
il L lidsgdr Prerai “*_h‘"-m_
i R By s, I
— il Tl e e b T
Hemm e Humts A Rintarn Surtrigan Pemgansislian Barr
B s Fararpacy aerger Fergurtiuliod
Néatmimn Jaringan Framarans lsinnys
e regan e s Ay S Hmturn W ypustinan A% UTpien (ERAM
Slmimm durtrgan Ausgil Bassii, dan Pamyrbaeagn ‘_ Ui i
stnbctms, B dun Daiisu Fasgemoes
© Peimbiher Parpsbarsnge Sslm “ R
Pt Panemlinmegar e (B 3 ey o
s e | e Paymanrm e ga s AN n ml:::i
— Lt Paeywaaran pan A e e Pl
L o A - B oa Pesmtngee Ak s
o PyrY ¥ I ot
e dabrs et L Lirriiah (BREL)
mﬂm . T o
Selabig Misgpmpst Ragannl Bitam Lirrissh fiahen Baspa s sian
Frigintmn Fasgompal aawrim
2 e Lropar Benan Aemesm da)
Falaliiban Tanguormm | S hn’:r*“
= Fpngeeen Pasdatews s Biginm Jarngan Samengenan

‘Mamni rdmn Usturer dan Bardsr Udsms Susss
T r—
Elstam Jsringan Emergi
dntbegan lESaatinibiur #isy e dan Das
IR T Wy b g Cane B

1-|:|.:rw

i
W T !

a3

il

i 87

e AT

¥ [Tl Sy i -

Uimryak =an G
Smigee pang Mamelaan

B T P At | TR
Nimdar acieges Ermbiiss! Rescans
| Tarsps! Bkl Darcans




rsarm . a1 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

g

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
HOMOR 1 TAHLIN 2022

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGRALIS
TAHUM 1622-7042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-21

¥ EreE

: _":II'I:III.I -4

T L

|

Kabupaten
Siak

M
£
::-'E
=3
: L L
o E

LI F o]

T
B

P

AT Al

KETERANGAN

Bubota Pemertntahan

e — w.ﬂmnﬂ.-p:ﬂli

T ks
RENCANA STHURTLR ALK
Biwimm Punst PRl | - Pamimegs Lt Tarnegs D (PLTDN
e Pl Flmgmran WhipEn iFVN i Pt L T G IPLES
Parraangset L g Bapu IFLTE
_-_-_._-_._._____,_...——'—'__ L. E || Pussthagmsn Wy # himal (RO " gt L T B FFLTEN
! E ¥ = | ‘| o W g Lo PR I PreanghT Ui T Mo e (/LTARH)
b, Pam P ta—— I Furbadght Uit Larre:
A rum - mmu:‘ Tegargar Tieggg §I0ATTI
Elstam daringan Tanmpariasl e Bk T Ltryn
| i gy i g Pyl B Ll ey
e  witirial Resueciesg Tiee B =T Secagsinirk
Tarmisid P raepeny Tee © Higbwrn Jarimgan T labym el nnl
e Tgmmesilemeeg Jniiragu= Trsap
o H AN TTALT T bl ariegas Sesp
- [ ey migan Tem
£ e man fitmd Aoy Jemugan Rarg
I s Wi er R LI et warpnd- Baj b
i il Eemkts Rewarder = g e Tewinl
| e Lt ot Siutem Jaringan Busbar Days Alr
aen Lubis] B4 b Sarteen Juttagmn Kigjaad .
- wmn Larghasgen. Franes Rt ﬂﬂ-‘”‘—:l"‘-
P T "x -
JR—. ] Se— T
Rlnte= Jermpan Prsginadalion Lasji
[roae——— vo— _‘-*"Pm”up.
£ B Wiwsan Pesumaang Slatam feringai Pranarens kinnys
2 .5 —— g ni BTN ] RTTricE Highwrn Fuipuillass A Mnem (BPAAY
i L= Riviess Jusmges Susged, Oaiis, de Frmyrbm b ‘ [T
w
= Sl Byrgal tat: Dy s Pangempan B v i
Pglabysns £ rpuiergen W e 1 T
Bgiitar Fuitpsterargun s 3 m
— IR P S g - Ay “ n Pespa

F - i LI L]
] E— e | BT
= — = g igm e Pengeislaanss | mhah EFL|
o . _—— prssmee Lpies Brrpedamngan dilie Laspemn = i Pt AF Li=Sms
aurn A ngen Traempeotan) L -
Furrin P Peg=mal Rigtem Airmiinh fahan Ravenreye disi
P hren Famguesid —
1 Lumdal?) [hnan ke iy S
! i o mmnﬂwm
J = Pangiehm Perdleldl) ien pmimm darircpan P eRaTpanEn
'§ Bt Udars Umzm s e Udsrs Khosiii Diwskai Pyredtan dezaie [SFA]
{ + s z ww.mlmﬂm
Hansa: Limry Faiele (T38|
Siutarn Juringar Enargi Ty sl Fara g Semarnre (TRE]
a1 g It atin BT NIFFPRE dam e vt Purnrakasn R TTRAL
mmrrsrt ! g0 e e B Satar daliges Prasumi Baiienn
] i rpak 24 G ¥ Terqel Dasmai Bensarn
e

[T F T

g BT

T N

el wbw




AT L

L AAr L

3
;.

A
.
i

, Kecamatan
! Talang Muandau

I PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
: PROVINSI RIAU
LaMPIRAN I
PERATURAMN DAERAH RABURRTEN BENGHALIS
ROMOR 1 TAHUN 2023

RENCANA TATA RUANG WILAYAH HABUPATEN BENGHALIS
TAHUN 30

A2:2042
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-22

EEALs TEDIRC
A 1] 1

-

D Pl e Leus (50
M Ponat Ralapann iwwme
ﬂ Pt Palapieran L6 o bars) e

eyl Kk P
i i Fescrren
Jesmn Lanas PiTer
S L e
b Lnguaurgan P
dupt Lngausges Sak)
— ke T
Ewlein Jaieges Rara A
| T P T
e sppigar dksr S Ao brancly

1 LaEriy

Pamssial P perme Sopoal

Wb P
Sartar Usiars Umam des Bed e Udars f oo
+ [TTETHITES, F e
| mistwm Jaringan Energ!
| Jmiteies I AR WA Wi Ak san Qus
Itumtikien Bhryah dten Mes itune
. Ltvgas pargy Mripndriver) Meyss A1 Dy

L

1l1':;.m1‘-r.".‘

Vit e W
tandec

T 300 4T

3 |3
t
KETERANGAN
|uketa Pamerintahan Batws Adndnislresi Parairan
& fbeis Kebwpehrelet - = == i st Testond athi Puris
T et | Dot Hishisz sl Pl e i
= g ATy
Bl ol " - iwrTigan It Seenegishiae
s Borrn ni2ght Lutrs Trctage Do (LT
Pt Kigmn Wilapiir (PR Faminghi Lait Trhge G [1L1G)
sagaean Alitmgs N weal (TR Puijimirghn Lawte twsuge A [FLTE
_i TR J Eronsarguit _abrk Tirag Gura iFLTH

Bl Jaringan Hangal, [fenss, dan Penpummegan ‘ iy Al ki
Feg=shar Durgm duh Ui i Fepsspm m G
Pt bun Peerpuim ey Fales | T
Tmaruan Feepaiiegan s 1 O tied Padrpsn
e 5 L SaryEermrEn AITITGATY g Bt Dyl
— it Py artarptiial S p——
L § Lirini arithecs - ary W Bk Pareniprge i Hae
= .- — =
T Parppta iz dulae Salmae Eislarn ismtnnlt [ERLLY
e il il Bt Pagisies Ar Limbg b
Hislem fangen Tt | LT - [ viverr—=

Fenaanget Lutss Serags M | e | PUTVEH)
v gl Lieh Lsirye
dlavas Lmbcn

= e e T g Toggl (RUTT

~ Ganman Trowsui Laneps

Jrm—, #ml“uﬂmn

||-_......-.-.-

T A
Sitey Juringsn Prassrana inmye
‘Wi Pesjpmdman Alr W (BRAR

S Fasgeinbian Limish 8&ven lsibaher dan
Piw rer e {BLE]
m isiam Peaguis i L rkiah Brem Bareabays il




[Tt

L i)

il

TNt

LB

Kabupaten
Siak

i T
b 3
- ] : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS |
. PROVINS| RIAU
PERATURAN DAERAN KABUPATEN BENGKALIS
Kecamatan NOWOR 1 TAHUN 2022
Slak Kecil TENTAND _
mnumummwmm
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 0817-21
ELCERE T
A L] 1y 2 L]
,F Wm
- ;
S
By Yyt e i
1 pr—
i !
i
3 |}
_"i \--:'i‘- L ua
" |KETERANGAN
Teukntn Pamarintahan Fatus Adatinisiras! Paralran
W Bt debepatsiy = === et Lkl T bintiel Eaaria Purrtsl
T ks Mt e R fatniEmn Gh Bms
RENCANA BTRUKTUR FUANS i Rattilogon
b Prevert Paspion | i Pammyen s Taetign G (LT
= P Ao vk Vel il (PR | Pkt L g Sa8 23T
i Piaal Wi AN Frtwtmgm Sikb e FRER) #  Fernangil st Tenags U (FLTH
®. | | Pessangukt Laiis Temgs s (PLI
B tia. Lokl 9 | Fwebariga L Tarmgh MY HEGE LT
P R Samaal L Pmsrbaged LN | srmyn
¥t Aeimmra §ingusn Sl
= Saabin Wemre Tegdngen Trggt [BUTT)
A .
Eiginm wrﬂ-f e
o i Fedurpang Tes B e SR e | Ppdkaran
T Moy TS Smbnm Jaringan Talakeminivas)
- TermiSsnng peble
Femibelus ki 15 it Jetegan Taing
e daths Wi iy P Ly g Berpe Babier
b Ezabis Anbursiret = g Bagank Tewees|
sl | P Siglemn duringan Simbar Daya Al
Juimry L SRR Migtw Jassigan irigest
S | eglrigis Fubimi sy g AL PrieneT
st Linghingar Susutain ey irgant Eaupieler
— il —-—v--l-v---'-tu-“
B Latingen Hayatn Riminm Juriigar Pangemisiies
5 [+ ] h‘....“,m.: ———— g Penpemisim iyl
= Bigtam Jaringer Prassmes ivinne
B | e e d Haada AalArrwir Wi Prnyodinmn e W FEPAMG
L S Jergen Sengui, Dune, den Prysbera s ‘ LR
Fobiviivin e bl M use o
Palbufsdn Parpa b Kakis ] L
0 Sermu Dangasi
e i, BTy R TEET LasiigE S u
T et o B e P A
= [ Bwom T et sE it
o v aes st Py g b RA R Tl Panguiciaral Livssh [SFALL
S g an Tranepnrian! Last W TN
Palutate Peigurmn Segoaa) .—mpﬁ-mu-mm
fa mm“m-
Fawschan Fanpesgon sl & m-pn
= Furyun Panseie i reiam
Barmiwi Unlin Ui dam Bamda! Udars Kham Emm Painihen Ariem SRR
+ By Lt v = 'Ihllmn—lu
Sixturs Sk gan Enegl = vl Pavmmpmirgan Sarrmenmn [TFD)
Jaringan rmmimu st W lyes dma O £ Tean Fare s A [ TRA
o et bk s el e Jacinyan Eveveal
e gy M W s B Tyt Svsbnl Bussina
| 3
= i
=T :

i
TN aT T

e A §T




==
. m.l'-d.ml!' T e BT SJ“ e N i = -
il [ ! o IE PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
- : PROVINSI RIAU
LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPSTEN BENGHALIS
WOMOR 1 TAHUM 2022
TENTANG
REMGANA TATA RUAHG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
_ ThHUN 30832042 -
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-32
u ALK Y8000
A s e 1 '-w
e e ———— |
g i i E ::-h .w;a-mmlh
E =it -
| mere
I
:
2 5 |k
& : TR S
v T IKETERANGAN
Kecamatan Mhukoia Pamarinishan Eaizs Paralran
R == == Safas Ll e Saim Pl
Slak Kecil = 2 i
HEHCANA 5TRLIKTUR RUANG o
b e Pusst RS Frerisioghit Livve Toeunga Dol FLTE
== i Pt Mgt i (Pt | Favisanghll Linies Tmmg e (PR
— =) \ ' nad £ GrEmE et (PHEY) § Furmwget i Rrags Sap M IN
; 1 ), o "i ] _ | eymsengen Lern Tesge Sa PLTS
| - = [_] e ——p——y) ¥ | bkt et Tyrege M i (PLTMV
'I ". >4 ‘ Fuast Feepanar fomen i ’misterghi Liivis Laierpn
| s A Ml Pempren U mpusgas | T
1
| .// i i partuil = e bt Eir Toguregan Thegey (BLTT)
| r At tarimgae Tuiah — v e Tninslel Likbye
1 '| e Tarmii s Puimpeg T — _wmn:m;_mp
i T Fanermpeng Tym T
i |_ | - !ﬂ-ﬂmhpnw
e e N H Jmei i Y £ wAmrnaL g Triep
N Ml asi R M e
v e A T -
v =1 —— Lalaw Kkt Fimm i dwspas Tk Sl
R A Snmn Kok St = g e e Torarrisd
Y [ﬁ‘- ol - duien Lt P gistam Jaringan Bumber Duys Al
Kah \ =] BT ,f'r-r e Lok B ante Wiy fmringan igss
uPﬂtBn ; o \ Jakn Linguurmii, Pt e g gl Prives
- ‘Iu " | 5 JPU T — e g gl Bmsrddl
siak I I J X X B g gl T
| L ,. . v R
£ N ' § H Bistam Sariagan Praaarand lainnym
Et | a ; ! ; B e i ykn Ktnia g Aiiinin Ainlaen Foorpustiana Adr Vinum [BFAY]
= i l __‘___-:_' L Bt wring et Furgel e, ies Proyais hges: ' A B
"'._ Y E al pusge Bangel das Danmy Saryompes m i :
N # Y Pelehres Peipekaangen K i
Lt Flaliatian Fanpsimmmgan Haiy il i, e iy
| |l Py L g g Pupra Batgsl
| —— L T AT
‘i— d | »E —— gan hrt Lo duli e I_!_:""":"‘"“w
o xii S || e - TS LAl o TN i o e TR R T T R 4+ Livimn Parpd 1IN GREIT Eabuipeie oo m:'m i
St Jatingan Timasportmi Lael 3 ',",.r“.-" i e
fiwmnshn Fgieng an Tegem| igtam Frgeiniann Limbsh Baban Barietaye dun
aimti 1N Faspspii Bapirm 5]
Falupnen Furgusgpan Ll :::_ Lombae Marmh Heetanwye so
—  Barghuian Pyt llan et Jaringan Prebsm e
Bartni Ui Uinum oes Bardis Udare Khzms Wt Mttt (R
T Mastizn
A et L s g TNs n?'g:l-m“-
Eistemn Jaringan Enargl Teegm Pyruspingen Samarsme [T25]
Al ek Mirg sl den G @ g Farnmesan AR (TRA
© s Vesy e S Jaa Gum Spnars g Entiesd| Bencane
o v ey arreoan Wik e e ¥ Tarrgmi Evvine Hersers
3 3
it It
AT . T == ’ —r—= F
e P e o s




AL
1]
I
|

TYRAT L

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
E PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGRALIS
TAHUN 20323048

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 0847-11

EMALA 1155000

KETERANGAN
B buikois HabupsiesTi = = = fatns Lt Termsl G Pornt
"% ket Kemammisn — Situs Kb [0 Badsnd




4 B T
5 L e wiayw TR e monar ; e
Bt : 1 lig PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
L -
- PROVINSI RIAU
LAMPIRAN N =5
PERATURAN DAERAH KABLBATEN BENGHALIS
MOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH IH;HHTEN BENGKALIE
_TAHUN 2022.2083
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR -001T-14
A EEALS 150,000
o i 1 [
W
T — -
ki Ml o L T B AT
| hﬂw I_-!'I--ill
DIAGRAM LOKASI
i
g
r
8 - 2
-0 -
i- Ru:kan Hltlr : h - T - *FFI‘
t
KETERANGAN
Ibitkoin Pemarintshan Batas Adnin|ssrasl Paralrsn
B bukils Habeonenieie = [ten Lot Teiliarinl G Pusim
N puikaie K Salns Wk 0 s A
RERCANA BTRUKTUR FLANGD Il Nt
Siatarm Fusst Persnuklman et Yl i PSR
I Papbeps Lz Tteyn Diwea| (FLTEY
Evmmiagie Mt 4] Parebiaih Liniet Tl Chms §FLTH|
Foupl K gt sy FRyne FUEY) i Spriangl Lsivd Terags Baye PLEE)
lj _ { Prumsegeis e Tesga Sayw IPLTE
Poush Ky Lol (T I Pamesnght Ciim Tewgs M His (PLTWH)
2 P —— I Fembengh Cutrs Laiys
. Fiam Frimyaimt Lhgiege i Selliem
o (B Lidar Tegangen Tingn |BLTT]
lmﬂrlu:n:w =30 hm:u
o Syl Peeraig The o S Basas Ll F
—  Eiimrn] Fenmpeny Tue ©
- R mﬂmmm
B ertuiie Torimey T it Jisiagn T
= il IR PTIme” Wlﬂnﬂ
g_ 1 .E —— Jniwl Eanirini Prime LT
i larw Eslpuigt Oesum = ey el Tewinei
) " Jnlam Lnad Prisser Sistam Jaringas Bumnber Deys Al
vl Lsam Beaunaer Hisbm urtgas: Irgani
Juin L iurghn Poven e Juptryun || BT
miar L rghigan ks e QRN b Bl
— b Tl . L
- PR e ey T Ewmr smnegen Pangamlslan Hasle
S | 2 |S by Siaim Jsringan Prassrana lainnys
s Mhﬂ 'H peessase g aket KANES Aph Angaiecte ey ——— T g LY
r - Higten Jerngan Bangal, Barsi, s Fampei g o
Bathin Solapa i e [ i
“ Posabn Pempshanepe s B Lot
Kabupaten s P e 6 S
| et s L1 T7EE Bgrrpm g APIEITGETR
R k H I o L1 FATPR INGEN AP g o -
e : : R
saannns Linin Rpspuiarmgns dnkerm abiate Ristam Preysiilenalr Livbal (ALY
Sakee bwingun Cransporisss LA R Wty i ey
Walliolain gy i et Targgakalses Lirah Sahun darhahays dan
FriniuAne Pergaast
-
Pk b Eprgumens L=ial ﬂmrr.:lhlm Samahape 205
= Pangumn Penilal BN Wirems Jaringan
* Bl Limmrn Uomurtr mah Beatodd) Usdarm Mhusa e £ Dk Pesalnan Artam (BTAY
4 B L wrise . Tewsnt Farguisien gensin R, Gesuo,
Pusyais (TF3AN)
flskam Juzingan Enwrgi © Twmzs Panamprgen Rewsi (TRE)
Jurrvgen bt YSnpe des G & Tampw Permasmas Aani [TRA
E - i il W T dar e Bun Gazem mringes Eesiuans Demoar
"B, ek yuey Nenpsuan ing g G U T fvmssaal Surrans
- 2
! . 5
okl o T L




G 0K BT

———

bupa_ten
okan Hulu

e :
'l

Kabupaten
Rokan Hilir

' inE
T

wr*1aoe I

E
ke

L L it

17 L

At Sumr BT

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS |
PROVINS! RIAU

LAMPIRAM Il
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
HOWOR 1 TRHUN 2912

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

TAHLUIN 2012-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 08§17-23

A EHALA 480000

T nikats s K " O Eadan My

Histam Prsst " i
piios | Pasrisnght iatk Tanmgs Cinesl (LT
Pumint Rgidinh Wagan (P I bl L Tinige O [P T
Haegantaiy Bhrawgw Wewnsrtil FREN i Sariasngis L Ty By (PLTE
o= I I ' § Pamsarguit L Tosgs Sy L=
(L] poestagmee sona s | Fasagt e Tarmge W Vel LT
‘ ‘Eampf Frigymoan forammis i ekl Lsbe Lsrres
Himsl Fulppaae L Erusge . camy: Libr
& o byl |dure Tegargan Tigg FEATT)
Blwinrm eringan Traneperasi —t i
g Pt B Lan Pamwin
= T Parumpeng T i —

Smtmm Jurlgan Tabehomunikas

3 St Tasep
E © irfmelie g S
S By -
i alen Nt P a m
= i FalATES Prlesg! P
nlme Ermes Sk |= g ek Tomi
i Ll P Gistem Jaringan Busber Duys Alr
iy |zica ! Bt Nigbrr= lmnsgan loges
i Limgairagen: Fiiet = Jurrigen lrigas] Primas
Anlarr LepE g e rmeaal o arsge gl Bkl
— ———— mergen Hd e
o Qbatme Jgsrgen Furgemdalien Barjr
At darmgan Rerai dai i iy
a i ’ Hisiam Jsringan Prassmne @nnys
st iyl JALY TR AN AR Alnlen Femyuciines A Vinam [
Stgmmm Sariegme Ruegnl, fesas, o Panysbaranges ’ inh A ek
© kil P pelminngen Saie '.""'”
Pyttt Fapszamoges ©pn 0 tﬁ‘ :’:‘I"ﬂ""
s | Furrpi b argen Arin gk n wn.l‘-\ﬁlli
e, S SUT SRR AT TR A

| Prima ey BTG Anteaki] e sl
s P
..... oo Livims Prmyrinie e S Hatapeien ik Peeguiclasral Limish

| Sl daengan Tranaporiaed La ]
Fullibinn Pangarmp Regliee Sigaer L Batas Pareshaps das
Polahirtes Fangupd -
L remh Hmsan Arremsena da|
Filabighan Bungerrman Lubsd r"""‘.";?l“"
- Pl FEGETE S Biglem Jarngen
| Fatar Uik Wi dun Bansdat Udets Hhusus tmatan Pucalnan Artai (IR
[EETE
e Rt L = Wm"mm
Giakrmy Jaringan Ensg - Srpsl Mg Smimp (TRS)
smrvrgan Infrestrevtun Minpsk asn O & Temost S S TR0
Ve reatTukchr kb san Oas s l'h:ur.hl.l‘l!'ll Evabupm azats
| o Juilogem yuuy Yyshrion Wy den S Tl S




¥ 1 Ll
13
g
=
| =
L

T et T

T

1* W L

10T .08 8T
=] = E +
eSS i I REET ML PE“ERIHTAH KABUP“TEN BE"GKALIS
2 ] H
il S PROVINS! RIAU
2 i i LAMPIRAN 1t
Kab upaten i y PERATURAN DAERAH KABLIPATEN BENGKALIS
. Rokan Hilir I -, NOMOR 4 TAHUN 2022
! | VRAT KALIS
Kﬂ'ta Dumal | RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENG
y ' PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 10817-24
#
- - '
-
» e
. -~ \
- " | { |
. - f "—-‘l’
.""- =
-
o
L " | i s
- B
e L e e
—_ & ~ L J | J'II’
/ - + ! | _‘.l’l .
/ =Y — : & .
r 3
oy . ! 3
i # . " | ._.' . - \‘1 - .:
if . ) Kecamatan - | | L = . * KETERANGAN
- Bathin Salapan | = e iikots Pamarintahan Hatan Administras| Pesairan
® | “ — \. o i Siunats ¥ uburshmilete = = Gl A Tkl ‘Ciart Parém
1 | I = "'*\;:.__,  mure Batar Catapslies O R A
5 ——— fsias Hararatan
. . | | . '—-—-—\ \ RENCANN NTRUKTUR RUANG
= | Simharn Fumrt Permukimas § masasght | mos Teregs Clessl 2070
" 1 4 | [ b P p——— ) | Faribecighl Lk Tenags s LT
| i J 1 Parbsspr L Teagn Sevn (P LTE)
. = | / \ ' __| LR T L | P Lk S Sir (FLTS|
= = 1 i \ 1 |_| Pl Sagmtir Lkt (PeLL § it Ll Tarmge b sk SLIMM)
» ll' » I ! J."I i e it Faliean Ko i Perbangl Lvis Lvie
. ¥ i | _-"rl ‘\\ E e Pk vt Lrsvammee # Gelais
| i i 1 _ o = By Lk Topuages Tl (FUTTH
! WL * **'FJ"._ " - = Wik ikl Ly
W H . Y .— ________ _! —— '..I o \\1 1u:-hﬂll1 - = i o Bt Ll &5
n "_ﬂ_.-- : Oyl I i) f i —  Taimevs ey Toe O Biwkem Jaringsn Telmkomunikasd
i . = : |l = Thral ey st tatap
o . L | 4, B antan Tiriary | bttt Juge Ty
L I et T Tatng
| | I- r i ——— Jaln A Frar J'-_l!"'m
. / ! : " § |- o P ] s R
. | |I o LW T B ki Nkt Seiinas = g Bergei Teanme
E" | \ | \ minpr L Evifmer iban Jaringan Sumber Deys Al
1 i | / ; | } Jaien CokmlmreL it Jprngan Higesl
!: ———if i o JuinA LR B Aurirgan Fages) Pt
k » Inbn Lirgruegis fias it s WA
g ! N -ﬂ_#ﬂm“h
I L Wit durigan Fengerasian
|t o s | & tarn Jurtrrgan Keivtn Api g g Nl
e % J_/, . WE 0 s Pesarsam geatam Juringan Frassrans lalemya
| C— = / ry ] -; s i Sk Farmia g Al Bintatn Puegmliam Al Bl [BRANY
| S i i T : . L | et Sariegee Busgel, Dansu, s Pempimrarges T
E1 - o . y / \ um tan ;:m-mlw“ - W o
e i 4 Lima X 5
= [ / P i:“ d et £ampsparargen N 1) g *:M"H""
v ! Talang Muandau = Liae FEprE AT e T .
e { / T ﬁ:"‘““"" o Pasarmrgun bl Hhiah
e " M ! e o = L Bl
ol b i '-—____ ....... Livims Farrpuimrgen dele= Sasunmin® _Wl:m A =i
T e _'_b"———-_____q_‘_ ! Hinhesi Jmrmpgan Timsaperm| Lot ) iy
t I . gimyatnn FEguTEen Bl Bisres Fargeininen Lirhan Urheh futeisige e
- CE + . U Burscus [B] ;
H flig -t o / — ‘it Pargulaindn Lrmins Bemes Baibabaye s
a4 I Bl 1 S ' P it i Freprian Lol Baimsih (B3
P i & | = Pagkeien Pasdstsien e b SN
= §oodpp { Bt Lxizen Uy gwe Baroe Udsrs Ehesus 1 mmahi Feyalhar Sadarn | REA|
.,_-.uo- ._5 + e wmmﬁmn—-
. == ] F | Sistum Jusingan Ensgl Tarw e Frrapiinges Bamestats [TFOY
==a P v Sacigan Sivaninestes Wi den D B Tt Pereroesans AR (TRA}
— - . = VaraiTe Vi rpah s O Ry Siniurn Sucige Evam | Baremm
4 s ars : I E mii v W srtan Wi sas e ¥ | Torepe| Evsnsasl fapcara
U o - 4 T
E — & : ] " c A I_ \_“..“ ]
- - & . -‘- .I
- .' w .-1 i l=| a4 L‘"-.f‘l‘"l
Tz \ | et s
s / t oy
= 1 IOl i | i 4 LY B AU L
. \ 1% BNy
s s |; ) . s




EITLE T g
T & it ' ;0 : ! 2| PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
3 - T - ] ‘ %i
i}ﬁl:al_/ | (A% i : PROVINSI RIAU
T -~ _1 ™ o
(! == z -_.' _____________ 9 r g 4 N I
% 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEM BENGHALIS
II- | i MOR 1 TRHUN 2022
| II TENTANG
| I RENCARNA TATA RLANG WILAYAH KABLPATEN BENGKALIS
| TAHLUN 1072-2042
rl 5 PETA RENCAMNA STRUKTUR RUANG
. '{- LEMBAR :0817-33 |
b
% »
~ 1 ;‘,:"
: -
T W
2
i ! -’_I'
i g Py
= T == R
1 4
-.l: ‘r_‘
' Kecamatan Bandar
Y ’
i i A Laksamana
‘/.‘ r“‘ ‘3 - T
R - . :
| F, ? T KETERANGAN
¥ _.-"‘ i
g / & sy Kabuipslestn
i | T mwksa W i
" | AENGARA ITRLUKTUA BUANE
/\ b~ § o Pwriaegnl LS Terags Dl |FLTTH
\ LEL e L] | Parbmged Lk e e (PUT
k ' § Pursisinget Lovi o Sop (PLEI
; | | Pumm Engitiar; Saye Menmrnal (PRI / o Fa
1-. f:l e | Pwmesngit Lt Tanaps Ww Hoe (PLTWHY
) =i B e Fa | Pasiagl Ui Laissn
4 Mot Faliwne | i i Senlesn e
Siwtam Jaringsn Trunwposas = = Rabun ey Tegangsn i
_J;‘m-_ - Balaran Toursni LETYE
Sertrgan Popin el Busets il Fuvpalemm
o armed Pasingeng T B —— b Ll
f o e Tarminsl Peegany Tise S \
{' = Tmtresal By _1"':-' ‘.‘Hh- s kpmn s
| i o) | fmtnager g Tag
: —  — Jnregen Teles
i AT P Beaigrrad
E i il P G i Smegeal S
I M8 i Kl Mttt [ ——
im Lo gt Pommr Siwtem Jeringan Sumber Dy &lF
i Latal Sekuns ﬁ-#n‘":w“
Livgha g vy e migan
| \" vt S
dwiw 7ol —— ‘_M_w
7 ||||-|J-.-p-tn-n.| mwwﬂ"n“
i B o - Eistgm Jerirgan Pranare s isinmym
' 1I "1.;[ e NS Ratr Fpyperiiann dor Winom [$F41)
: == |I § | Ewwemlwisgen Sege, D, S Fasysherangss ' L A B
i L Biirgll e Canmy PangumEen na
MWH—" 4 Prahyl
A% | \ P —— g :::""""
|I|| “mm:hn as o L b Py el WERS Arigrsagnth n i "
-Ft . : — |y Serywrew e AT
" Kecamatan Bukit Batu . ot R —
i .1_ N b A K ‘\ “ = :H:HI L
g Vg™ ], Fr
|| ® *ﬁl " Talang Muandau '\‘ ...... = oy S )
| - § Bk uingen Tressportsl a Ao rnpalelae R LIhR
ﬁ !"- - ] i, Fuime | han Fenpesen Bagors HPFM P R——
| I
.-I Talatunes Fargueyn Ll III lmn;:;lumurﬂ-——wm#
- | = Pughais Feamrstn i it Jaripgas Bars smpahsn
J l';'_ - Aemew Uders 4l s des Beder Lass Mhusas ‘s Parifan Aakita THFA]
’L? 1I" S T - mm-mm.m
| ll Sintem Juringar Ensryl Tempet Swmssutyss Grmria (TRE)
| Ausiogan infieatriissr Mines den Gas & teepad Permraams 3 | TR
. \ - ket ey s Cam B Sates cytmgen Sranee) Banswa
E rhtl“x?‘*. i 5 i o gy ey erytsan Wy ok e S B Tervpst St Rt
- a . 5
.-":x.' *—..‘ 1""" d-. i Im“mh n
. Siak Kecil )
"
. -~
{
.I‘ 3
| 1 g g
.!- - . tf.i; “I.-m:r\ ; T ik
) Errer] R e o -




(153

1 I L

I HLr

Kecamatan
Bukit Batu

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

LAKPERAN Il
PERATLIRAN DAERAN KABUPATEN BENGKALIS
MOMOR 1 TAHLUN 2022

TENTANG
HENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGRALIS

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 1081734

BIALS 1 BO.SSE

g Lt

17 0T ia
T
|

Kecamatan
Siak Kecil

i
[EETT: ET

IH"I‘HI‘r

—
ANt SR af ]
risas

St L Sk st

— T

Gl Jasngen Rarsts Agi

Bl twmann Pesaspesy

e g il P A A ariels

Bimbi Jeetogmi B el Dassss, oo Pomgsbacenger.
Fulisinchan Busgai fan Dici Peagermes
SEwninEn Fae e e i
Fabruhan Paryaseaogon s 1

— . i e rywbmmmngan deTe g

esssss Livipw Rariisbmrange diifn Radipilis
F i gt Farignnn v Bejmnel
Pelatustan Sanguena
Ealajuptan Syngunyee oo
=  Parghsian Pasiren e
Haisiai Ularn Ui dan Beirter Udars fhusos
A faremr i one
Sdvtnm uringen Erergl
Saringan Infrasimuiiug Hingst de Gue
* TR iy e Do [

Fwrrdmrgad Laive Teraga Chanl (FLTTH
B saniget Lt Tara tha #4L70)
Parrzeqgiil Lt Tarmgm B FLTH)
Pamunpils Lisbik Tawmgd Bna (FLIES
Srmghd Lt Taragm Min s (PL R

]
]
]
]
'
il Garmsiss

Fenzangt LET# LErmys
— Saturar Usiees Trges g Tagel [EUTT)
= firan Tremes Laireys.
— o i Frbiibl Bt Lina Panplan
e LilE
Sstain Jaringan Talahe misinsi
Laringees Tattp
i iipmmeshe duns g Telmp
— = e g
Jailpyjas Re:gerai

| dmmrgan e Bk

= dmbngen Bargei Terwieal
Eimtam Jaringan Sumber Days Alr
= JlEe | | Frovee

s ntirye gl [ it
= Jarirgu e Terisk
l_# Paitparesdan Sanjr

B Lok b

 Bbwtar Jarbn g Proasisms lsinmys
Sislern Furrpeailass Al Mo (ETAW

P
B iserees
£ u Pelmganan
0 r e
(s QT
B domerempanga A Hume

W Pasjjeinion Liminh finhan Seaesapi e
Brearim (BT




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

.  LAMPIRAN I _
1 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGRALIS

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-13

KETERANGAN

Eiikots Pamarintahen Patmn Adménietres ‘Parairan
B bbby b = == e Lt Tattsiinl Saris Pl
(7 skl Hasamiten =~ T Rl Pl wear
RENGANA, §TRLKTLR FEIAHG. sl Npiia
[ R
: L s {P1IL)
R it i B 1 § bkt i it Pam (P
= | st Mg Saatugs Sancnel (PHAN, : Puriba g Lmirs Tenags Bayu |FLTH)
5 i Pt Kigitbdl Lk [P § P | Toraga. M s TN
1 . "
i Somar nfepanun Linghu e @ e i
| Sisbem Jaringsn Tranapanus! o it Lamen Tageregen Tieg! {8UTT]
I. i = = S T Larenrs
| = Tl Pesirmgeny T 0 [AF e mmimm-m
i = Termissl Fumarwang T & . A
1 - e Simbem Juringen Talwiaminie]
/ Smrign Twins
' MHI] Wy
o s et et Tees
g ! { e Py i
| _' ———— i M Prira e lapan Erki
* —m-ﬁ-_m—- s B i Trrerl
i dntar el b e Juriegan nigemi
| Aake gt Fise e Jutrigen sl B
E inims L g ngar Gemmse e g gkl BiAusdai
| i e dutigan g Terinr
! g mhquﬂ--
‘AEEyr Memumpreg ArErEch 4
! st JubigieLnlet Wy ity [T
i Wit darmpan Sermpal Daesma, dun Panpeveisge
i.' Euintiata g dan Dvsws Pengeses ‘ il
| * Puiechun Penprbrrmn Hals | B el Pl
| Fefubutar Harpsbarengan Halma 21 0 Lirt Playmnen
| e Lo Farystmgs A 0 tum Pama
1 e LTSN BT Aaihabinsni Hsts fu B Gok Pormrpmagen 1t Hifan
i wemsses o PATWASEA QR i 3 s e PargtA Lyt AL
! — L o Ehbue S P
I Firiiugean syt Mgl —rghmm-_h
! | Faiataste Famgrses Ll (@ ST Lirash Baben Burmei e
fr=— = Fangasien Pacdeiven fim Bl i o
| Kﬂhupﬂtﬂn Bwn Ui Ui o N it K i L it Pintas Avdars [PA)
| Kepulauan Meranti st dringan Enery G TP B 174}
g_ 1 mtrgan i astnusiur Hie ekt e B Tempel Pesrissen Kb TP
\ " it bk amn Ok Ban “'-_ m_w
| -i B e IS R R PR T ) | QN S—— ST

1"# L1}




T
4

Kabupaten
Kepulauan Meranti

T

e

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINS! RIAU

 LAMPRAN 1l
PERATURAN DAERAH KFABLIPATEN BRERGHALIS
NOMOR 1 TAHUM 2022
TENTANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMEAR £917-14

SHALA {48000

------ Livins Frepsre g e ety haycyiasiuipnale Ll N
| Ar Lk
Hivtem Jaringan Trenapoted Last i ey Mtk Ping e
Patmsuluan Fasgampa agorsl Nimtawn Parsgabiliss s st babataye e
Farscun (B i
Fumasiran Purg e Lekil o ﬂﬁnr;ru Lorraah Hahan Saranepy S
Fardas U Ui dus Bafde? U e Riemes e Farsdhen Amar [BPAT
-t- Basiar Untars Miasus & wm--muum
Hiatam Jaringan Enargl L Term P arm
1= pmlayn s W nan (ae Miov Winle usbirgen Evvaiam | Bascans
; o inregue b blry i ifyas i e LR P




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU




P —] T i
: i s, )
*‘i‘ ¢ = H A PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
! B PROVINSI RIAU
TURAN DAERLH KA . BENGHALIS
PERN F
NOMOR | TAHUN 2022
TENTANG ;
RENCAMNA TATA RUANG WILAYAH RABUPATEN BENGHALIS
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR :0817-52
i |
Kota Dumai
3 = ot
8 B [ vt fn A A gl Pumpiaan Al Minarm [SERM
g L |l datinges Mg, i, dan Praysbarmyu F T
Pt S s Omita Pesgespas
T m—— E :W
T Pelabstun Peepalminsga K 8 Poterpss
e 8 B s eyl
! Kabupaten 2__1,7,7..._% g =
Rokan Hilir s ey, 1) TR
soen v Lk Purgrwisugin- i ein RMSEpAIN Mgt Porgebolmmak Lirshiah AL e
R 0 i il S
Fubiisnind Pargimnen Fegenal [y— Lirskish Mphen Bersatuys den
Felatuem, ungir "w ""’":5""" L s B e e
= Pargiman Fatde s B B Aanngen fanarnsfe
e paretar e &) wlmlmmm
{0 Temgut Permmsgan et [TPA)
& Termsl Fammensan Ak (TR
Ol L] Hﬂmm
it
? l-li-ll' i m-.--;;‘ '-'“m--l'r




R L

Kota Dumai

g

7% PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
< PROVINSI RIAU

LAMPRAN I
HEMER 1 TAHUN 2622
TAHLUN 0222041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 081751

BENGHALIS

s
BT TN

o BMPAR L Taperipms Thaged (FUTT)

C— = mloun Timmeial s

e bR Froais el e, L Py s
Tarmgs Ll

Eluters Japngan Teighomanibasi




; 79l PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
: | . PROVINSI RIAU

————
A P Pusraras s
A P P e Lnghoge

St Larmgen dots




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 081741

KETERANGAN
W Mkl Kabepuien ek
T mhets samrie




771 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
¥ PROVINSI RIAU

== Ralaan L Thgurgen T 1RLTT]
. B Tt Ll

i -wnmhﬂ—




H — 2 PROVINSI RIAU
T _ CAMPIRAN
e
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 9897-54
SRALA 140,000
A ¥ 18 1 ',_.
i
i
;..
i Kota Dumai
i
5!.-!
=
d :
E wr;wn _ —




'H'ELIT

A L

A* ML kI
T

55

i L
-

e

\ =] i W] PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
\ | | W PROVINSI RIAU
T | I:'lu LAMPIRAMN I
] \ PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
b Y NOMOR 1 TAHUN 2033

TENTANG : ;
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR 1081763

KETERANGAN
B il Eshupaienctlin

Hatws Adminisirasl Parairan
= = == frns L0 TEfDrE 1 Geari Maais

Fsesagmiynar
Pamim s Lt Tanige Dl [PLTT
Poarhm gt Liwio Taroaa dom (PN

Famimyrgal Lnisd Fammgs By (LT

]
f
1
| Pambmgeht Ltk Terags i P78
I Parmbas g Lot armg b i [BITV
T Fuwbwgt Ltk L

Ve Lo

o EpEA Lot Trprepee Tyl (BUTT]

; Terrgal Fpgricen Serrpat Reee Amium
Favyr

W [TPEL|
| Bletnrn Jaringar Ensgl [ Teensst Pemmepugen Bersisse {TRR)
Irrp e Rpas e 1 B L Jutiages Fyammm| Bancais
- ddcrgen pwea Wgogelahpe Wineed dan e T Turpal Reskuse Barzass




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINS| RIAU




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

TAHUN 3033-2¢
PETA RENCANA STR

b :

Tuwmm uttegee Susgel. Dase, dan Parpaiecengah




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

. --. Lok - L




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

\ERAN ATEN BENGKALS

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

A g s n @
o :

L.l

KETERANGAN

fbrushirte Pamordntabisn
¥ Dokl Rasspeenne
2 Peibois Kesmrsien




Y PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
- 3 PROVINSI RIAU

—

LAMPIRAN [V ;
mmmw'mmm
) TAHUN 2022-2043

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

SHGALA 1:300.000
A 0 0 n <
Freuyil




LAMFPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
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TENTANG EENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BENGEALIS TAHUN 20232 - 2042

TAEBEL JARINGAN JALAN LOKAL DAN JALAN LINGEKUNGAN
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Jalan Lokal Primer
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NAMA RUAS
Bantan Tengah - Ulu Pulau
Berancah - Temeran
Bathin Kuat
Bathin Muajolelo Buluh Apo
Bengkalis Indah
Beringi
Bukit Batu Laut
H. Gani
Jawa- Parit Kebumen
Kampung Baru (Lubuk Garam)
Kanal Lubuk Garam
Kayu Api Kuala Penaso
KUD - Simp. Tiga Pasar Harapan Baru
Lingkar Dompas - Pakning
Lintas Provinsi - Temiang
Margo Utomo
Mariman Hatcery
Masjid (Batu Panjang]
Melibur
Pakih Bertuah - Tengganau
Patimura (Pambang Baru)
Pelabuhan Balai Pungut
Pelajar
Pipa Air Bersih
Poros Balai Pungut
Poroz Buluh Apo
Poros Mentayan
Poros Sei. Nibung (BOB) - Sadar Jaya
R. Hidayat
R.A Kartini
Sepotong Kanan Lubuk Garam
Simpang Lima - Koto Raja
Swadaya - Balai Raja
Tambusai Buluh Apo
Utama Jangkang
Zalik Aris
Kebumen - Pancur
Kelebuk - Resam Lapis
Kelemantan - Teluk Lancar
Ketam Putih - Sekodi
Langkat - Sei Nibung
Lubuk Gaung - Multiyears
Lubuk Gaung - Tanjung Damai
Lubuk Muda - Tj. Belit
Meskom - Simpang Ayam
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NAMA RUAS
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Muntai - Pambang

Muntai - Pambang Pesisir

Pambang - Teluk Lancar

Pancur Jaya - Dungun Baru
Panglkalan Nyirih - Makeruh
Pangkalan Nyirih - Pantai Ketapang
Pangkalan Nyirih - Titi Akar
Pangkalan Nyirih - Dusun Parit Baru
Pematang Duku - Kembung Baru
Pematang Duku - Pambang

Penebal - Ulu Pulau

Sadar Jaya - Bandar Jaya

Simp. Lima - RPC Langkat Desa Koto Raja
Sukajadi - Bukit Bata

Sungai Linau - Bandar Jaya

Sungai Siput - Koto Raja

Talang Mandi - Bathin Betuah
Tanjung Kapal - Darul Aman

Teluk Lancar - Sekodi

Tj. Medang - Titi Akar

Jalan Lokal Sekunder

=l S ke

O e

Jl A. Yani

Jl. Ahamad Yani Bukit Batu
Jl. Al Hamra

JL. Aman

Jl. Antara

JL Arif Rahman

Jl. Asrama Tribrata
Jl. Babussalam - Kampung Lalang
Jl. Baitul Rahman

JL Bathin Alam

J1. Bathin Bertuah
JL Cemara

Jl. Damad

Jl. Desa Harapan Duri
J1. Diponegoro

JL. Duri - Rangau

Jl. Gatot Subroto

Jl. Gaya Baru

JL. Gerilya

Jl. Hang Tuah

Jl. Hasanuddin

JL. Hos Cokroaminoto
JL. Jawa

JL Jend Sudirman
Jl. Karang Anyar

JL Karimun

Jl. Kayangan

JL. Kelapapati Darat
Jl. Kelapapati Laut
JL. Kelapapati Tengah
Jl. Kelapasari




FUNGSI NO NAMA RUAS
32 | Jl. Kha. Rasyid Pedekik
33 | Jl. Lembaga
34 | JL. Lingkar Utara Benglkalis
35 | JL. M. Tayib Pedekik
36 | JI. M. Toha Pangkalan Batang
37 | JL. Mohd Ali
38 | JL. Muslihun
39 | Jl. Nusantara [
40 | Jl. Pahlawan
41 | Jl. Pahlawan (Simpang Bangkinang)
42 | Jl. Pattimura
43 | JL. Pertanian
44 | Jl. Poros Lama Nelayan
45 | Jl. Pramuka
46 | Jl. R.A Kartini
47 | J.. Rumbia
48 | Jl. Sakabotik Km 16
40 | JL. SD 4
30 | JL. Senayan
51 | JL Siak
52 | Jl. SMAN 2
23 | JL. Soebrantas
54 | JL. Sri Pulau
25 | Jl. Stadion
56 | Jl. Subrantas
27 | JL. Subrantas Pedekik
58 | JL. Sudirman Padekik
59 | JL. Sukajadi
60 | Jl. Sultan Syarif Kasim
61 | JL. Sultan Syarif Kasim Sei. Selari
62 | Jl. Tandun
63 | Jl. Tegal sari- Duri 4
64 | J.. Teuku Umar
65 | Jl. Wonosari Barat
66 | J.. Wonosari Tengah
67 | Wonosari - Pedekik

Jalan Lingkungan Primer 1 | Desa Laksamana (Batas Siak)-Langkat

2 | J. Beringin Lubuk Garam
3 | JL Aki Sali Api-Api
4 | JL Api-Api Darat
5 | JL Api-Api Laut
6 | Jl. Balai Benih Ikan
7 | Jl. Bandes
& | Jl. Baru (Meskom-Teluk Latak]
g | Jl. Benteng
10 | JL. Damai
11 | Jl. Danan Dusun Sukadamai
12 | Jl. Datuk Lama
13 | JL. Delik - Tambak Rejo
14 | JL. Deluk
15 | J1. Gapoktan




FUNGSI

NO

NAMA RUAS

16
1y
138
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
30
30
37
38
39
40
41
42
43

43
46
47
48
49
20
2l
22
23

20
20
av
28
29
80
b1
B2
B3

B3

JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL

Gebak

H. Sihi

Hang Tuah

Inpres

Kampung Dalam

Kampung Jawa

Lalang Panjang

Lingkar Dusun Pesisir

Lintas Provinsi - Buruk Bakul
Lintas Provinsi - Pantai Tanjung Leban
Lintas Provinsi- Pantai Tenggayun
Mentalus Permai

Memiju Jemb. Sei Manggis
Muara Basung - Sialang Rimbun
Mulyono Bulkdit Kerikil
Nusantara

Pantai Tajung Senekip (Teluk Pambang)
Pantai Tanjung Lapin

Pantai Teluk Rhu

Parit 1 Api-Api

Pasar - Interconection (Jembantan Kuiseng)
Pelabuhan Dusun Teluk Tungku
Rajimun (Pesantren Bantan Tua|
Rejo Sari Km 12

Fuslan - Sersan Joni

Sentosa Bukit Kerikil

Setia Jaya Perapat Tunggal
Simp. Kulim Bukit Kerikil
Simpang Merpati

Simpang Sirap - Ulu Pulau

SMA 3 Bukdir Kerikil

SMP 7 Teluk Latak

Soekarno Hatta - Antara
Stadion

SUbrantas Teluk Papal
Sudirman Sepahat

Sultan Syarif Kasim

Swadaya Simpang Ayvam

Teluk Lecah - Pelabuhan

Teluk Ondan

Tenda Birua

Utama

Km 3,5
Km 35 Provinsi

Makeruh - Pantai

Mentayan - Inpres

Pancur Pangkalan Buah

Simp. Empat Langkat - Jembatan Langkat
Sungai Linau - Sadar Jaya

Teluk Kadur - Tanjung Medang




FUNGSI NO NAMA RUAS
Jalan Lingkungan Sekunder | 1 | Jl. Abd. Hamid
2 | Jl. Abdi Praja
3 | Jl. Abdurrahman Pematang Duku
4 | Jl. Bais
5 | Jl. Bakti
6 |Jl. Batu Hampar
7 | JL H. Ilyas
8 |JL H. llyas II
9 |JL H. M. Nuh
10 | J1. H. Sulaiman
11 | Jl. Hang Tuah (Lubuk Muda)
12 | Jl. Harapan
13 | J1. Kurau
14 | JI. Muslihin
15 | JI. Nelayan PLN Pangkalan Batang
16 | JI. Pembangunan I
17 | Jl. Pembangunan Il
18 | Jl. Pembangunan III
19 | J1. Perjuangan
20 | JI. Perwira
21 | J1. Rokan
22 | Jl. SMAN 4
23 | JI. SMPN 2
24 | JI. Syahbandar
25 | Jl, Tambak Lama
26 | J1. Tengiri
27 | JL Tugu
28 | J1. Waduk PDAM
29 | JI. Yos Sudarso

3tRRATI BENGKALIS

ftd

SUSMARNI
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LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 - 2042

TABEL RINCIAN HOLDING ZONE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI

KODE LUAS
NO. HOLDING ZONE KAWASAN (HA)
A Holding Zone pada Kawasan Hutan Produksi 4.041
* | Terbatas ¥
1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan
2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan
Peril Budi Daya HPT/IK-2 189
3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan
Peruntukan Industri gl i
4, Kawasan Hutan Produlksi Terbatas/Kawasan
Permukiman Perkotaan HIT/TE LIS
5. Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan
Permukiman Perdesaan HPT/PD 2.570
B. | Holding Zone pada Kawasan Hutan Produksi Tetap 9,321
1. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan 3 5 796
Perkebunan HP/P-3 i
2. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan 6.524
Permukiman Perdesaan B PO -
c Holding Zone pada Kawasan Hutan Produksi yang 15.462
" | dapat Dikonversi
1. Kawasan Hutan Produksi yang dapat HPK/P-1 79
Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan
2. Kawasan Hutan Produksi yang dapat HPK/P-3 8.502
Dikonversi/ Kawasan Perkebunan /

3. Kawasan Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi/ Kawasan Peruntukan Industri

4, Kawasan Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan

5. Kawasan Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi/ Kawasan Permukiman Perdesaan

HPK/KPI 94

HPK/PK | 3.594

HPK/PD 3.143

TOTAL LUAS 28.814

BARATI BENGKALIS
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LAMPIRAN XII1 - PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGEALIS NOMOR 1 TAHUN

2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BENGEALIS TABUN 2022 - 2042

TABEL INDIEASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUFPATEN BENGEALIS TAHUN 2022-2042

” _— ) Sumber Instansi Wakiu Pelaksanaan
a, BT, Lokasi Pendinnin Pilaksana Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
Ee-1 | Ee-2 | Ke-3 He-4 Ke-D
A. |Perwujudan Rencana Strukiur Buang Wilayah Kabupaten
1. |Sistem Posat Permukiman
a Penyusunan FDTE PEKW Benglali= Heo. Benglalis dan Kec. Bantan APEN/APBD Prov. E/L/D'vang membidang
Fiau /APBED Ksb. Bengleahs urizan Penatesn Fuang

b. Penyusunan EDTE PESN Bengltalis

Kec. Bantan

AFBN/APBD Prov.
Fisu/APBD Kab. Bengkalis

E/L/D vang membidang
urusan Penatasn Fuang

¢. Penyusurnen EDTE PEL. mehputs:

1. Penvusunan EDTE PHL Sungal Paloing

Eec. Bulat Batu

APEN/APBD Prov.
Fiau {APBD Ksbh. Bengleahs

E/L/D vang membidang
urusean Penatsan Fuang

2. Penvusunsen RDTR PEL Dhuxn

Koo, Mandsau dan Kec Bathmn
Solapan

APBN/APBD Prov.
Fizu/APBD Kab. Benglkalis

E/L/D vans membidang
uruzan Penatasn Fuang

d. Pengembangan dan penatasn Pusat Pelayensan Lingkunsan, mehpu

ti-

1. Pengembangsn Kawssan Perdesasn melalul pengembanzan
prasarana, ssrana dan uhliss i =eluruh Kewezan
Perdecasn

Kec. Bengkaliz, Kec. Bantan, Kec.
S1ak Kecil, Kec! Bulat Batu, Kec.
Bandar Lalkcamana, Kae Bathm
Solapan,; Kec. Talang Muandau,

Kec. Fupat den Kec. Fupat isra

AFEN, APED Prov.
Fizu/APED Kzh. Benglalis

E/L/D'vang membidang
uruzan Pekerjgan Umum,
Permulsman, Kecamatan dan
Pemermtahan Tesa

2. pembsnrunarn dan pengembangan akees bagt désa
tertingesl

Kes Bengleali= Hec. Bantan Kec.
Si1ak Fecil, Fec. Bulot Batu, Kec.
Bendar Lalccamana Fec. Bathin
Solapan, Kec. Talang Muandau

Kec. Fupat dem Kec. Fupat tara

AFBN/APBD Prov.
Fisu/APBD Kab. Bengkalis

E/L/D vang membidang
wvruzan Pelerjasn Umum,
Permuinman Kecamstan dan
Pemermtahan Dess

3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa

Kec. Benglalic Hec. Bantan, Kec.
S1ak Kecil, Kec. Bukit Batu, Eec.
Bendar Lalccamana Fec. Bathin
Solapan, Kec. Talang Muandau
Kec. Fupat dem Kec. Fupat tara

AFBN/APBD Prov.
Fisu/AFBD Kab. Bengkalis

E/L/D vang membidang:
wrusan Pekerizan Umum,
Permuinman Kecamstan dan
Pemermtahan Dess




. Sumhber Instansi
No. Program Lokasi Pand i Pelaksana
4. pembsngunar desa terpadu Kee Benglealis Hec. Bantan Kec. APEN/AFBD Prov. E/L/D vang membidang
Si1ak Fecil, Kec. Bulat Batu, Eec. | Fiau/APBD Kab. Benglkah= urusan Pelkerjzan Umum,
Bendar Lalcsamana, Keo. BEathin Permuioman, Fecamatan, dan
Solapan_ Kec. Talang Muandsu, Pemermtahan Deza
Eec. Fupat dem Kec. Fupat tara
=. Penatssn kawssan pada pusat-pusat permuldmsan: Kec: Benghah= Hec Bantan Kec. AFEN/AFPED Prov. E/L/D vang membidang
Sialk Kecil Koo Bualat Bati, Kee. | Frzau/fAPED Kab: Bengkal= urnzan Penatasyn Fuang,
Bandar Lalrsamana, Fec. Bathin Pekeraan Umum,
Solapan, Kec. Talang Musndsn Permuinman Kecamstan dan
Kec: Fupat, dan Kec. Fupat THara Pemermtahan Dess
2. |Sistem Jaringan Prasarana

2.1 Sistem Jaringan Transportasi

2.1.1 Sistem Jaringan Jalan

&2 Penmghatan janingan jalsn artey: primer Kec. Bathm Solapan, Kee. Mandan, APBY E/L/D vang membidang
dan Hec. Pingsir urusan Pekerjmen Umum
b. Pembamnpgunsn dan penmglkatan jarmgan jelan Seluruh kecamatan APBN/APBD Prov. E/L/D vang membidang:
kolelktor primer Fiau /APBD Eab. Bengilahs urusan Pelerjzan Umum
. Pembangunsn dan penmghkatan janngsn jelan Kec. Mandan APEBN/APBD Prov. E/L/D vang membidang
koleltor selninder Fiau {APBD Kab. Bengleahs urusan Pelrerjaan Umum
d.  Pemhbargunsn dan peninglkatan jarnngan jelan loksl Seluruh kecamatan APBHAPBD Prov. E/L/D yans membidang
promer Fisu fATPBD Kab. Bengilah= urusan Peleerjaasn Umum
e, Pembangunen dan penmglatay jarmgen jelan lokal Kec Bengicahs, Kec. Siak Kecil, APBN/APBD Prov. E/L/D yang memindang
selindar Kec. Bulat Batu, Feac. Bathin Fiau/APBD Esb. Bengializ | uriusan Pekerjgsn Umum dan
Solapan dan Kec Mandan Permuicman
f Pembangunsn dzn penmgkaten jarngzan jelan Hec. Benghkalis, Hec. Bantsn, Kec. APEN/APBD Prov. K/L/D yang membidang
Inglungan pamer S1ak Kecil, Kec: Bulnt Batu, Kec. | Fiau/APED Esb. Benglaliz | urasan Pekerjasn Umum dan
Bander Laksamana Keec Bathin Permuloman
Solapan. Kec. Pingzir, Kec. Rupat,
den Eec Fupat Utara.
g. Pembangunsn dan penmgkaten jarnegzsn jelan Fec. Bengkalis, Hec. Bantsn, Kec. APEN/APBD Prav. K/L/D yang membidang
lmglunegsn selunder Sialk ecl 'dan Kec. Mandas Fisu (APBD KEsb. Bengieb= | urusan Pekerjasn Umism dan
Permulaman
h Pembamgunsn dan penmglkatan Jalan Tol Eec: Bathin Salapan, Kec. Mandan, APEN/Swacta E/L/D vang membidang
dan Kec. Pingerr urusan Pekerizan Umum
1. Kapan pengembangsn termins] penumpang Sehwrih kecamatan APEN/APBD Prav. E/L/Dvang membidang
Fiau fAFPBED Kab. Benglalis urusan Perhubungan
j-  -Pembanpurien Terminal Penumpang Tipe B Koo, Mandan APEN /APED Prov. Fian E/L/D vang membidang
urussan Perhubunean
k. Eapan pengembangan anglogtan umuam Selurub kecamatan APBD Prov. FiaufAPED Kab. E/L/D vang membidang

Benzlkalis

urusan Perhubungan




Wektu Pelaksanaan

. Sumhber Instansi
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L. - Pembanpurien terminal barang Keec: Benglealiz, Kec. Bulde Batn, APEN/AFBD Prov. E/L/D vang membidang

Kec. Mandau, Kec. Fupat, dan Kec.

Fisu/APBD Kab. Bengkalis

urusan Perhubungan

Fupat Utsra

m. Pembangunsn dan penmgkaten jembetan timbang Kec. Pmggir APEN/APBD Praov. E/L/Dvang membidangz

Fiau /APBED Ksb. Bengleahs urusan Ferhubungan
o. Pemutslkhiran dats base jalan dan jembatan: Selurul becamatan APBN/AFPBD Prov. E/L/D vang membidang
Fiau (APBD Kab. Bengkalis urusan Pekerizan Umum
p. Esjisn pembanzunan Jembaten Bulbt Batn- Kec, Bulit Batin dan Kec. Bengleahs APBHAPBD Prov. E/L/D yans membidang
Bengkalic {Zelat Benglealis) Fisu fATPBD Kab. Bengilah= urusan Peleerjaasn Umum
q. Kapan pembangunsan Jembatan Bupat-Dumas KecFupat [Selat Fupat) APEBN/APBD Prov. K/L/D vang memhbidangs
Fiau /APBD Kab. Benglaliz urusan Pekerizan Umum
r. Kapan pembangunsn Jembatan Ketam Putih- Fec. Benglealis {Sclat Padang) APER /ADBD Prov. Faam E/L/D vang membidang
Tanjung Padang urusan Pelkerjaan Umum
5. - Pembanpurien Jembatan Ketam Putth-Tanjuns Fec. Bengksaii= {Selat Padang) APEN /APED Prov. Fian E/L/D vang membidang
Padang urusan Pelkerjasn Umum
t Pembansunsan dan pemehharaan jembatan Seluruh kecamatan APEBN/APBD Prov. K/L/D vang memhbidangs

Fiau {APBD Ksbh. Bengleahs

urusan Pelrerjaan Umum

2.1.2 Sistem Jaringan Hereta Api

& pembangunan Jahar Kereta Ap Antarkats Kec. Pmggmr, Kee Mandau, Kec. APER /ADBD Prov. Faam E/L/D vang membidang
Bathin Sclapan, Bandar urasan Perhubungan
Laksamans Kec. Bulat Batu, dan
Kec. Siak Kecil
b. pembangunsn Stesiun Penumpans. Kec. Pinggir, Koo, Mandeu, Kec. APEN /APED Prov. Fian E/L/Dvang membidangz

Bathin Sclapan, Bandar
Lalrcamana, Kee. Bulat Bat:, dan
Koo Sisk Feril

urusan Ferhubungan

2.1.3 Sistem Jaringan Sungei, Danau, dan Penyeberangan

= pengembangan Lmtss Penyeberangan Antarnegara Benglealizs (Indonssia) - Meisks APBN /LD vang memhbidangs
{(Malay=ia) dan Tanjung Medeng urusan Perlubunsan
[Mmdoneasia) — Port Dhelsan
(Malay=ia)
b. pengembangan Lintas Penysberangsn Antarprovinsi Bengltaliz — Tanjung Balai APBN E/L/D vang membidang:

urusan Perhubungan

-

pengembanzan Lintas Penyeberangen
Antarkabupsten; Kota

Fupat -Kots Duma dan Benglkalis-
Menglkapan

APEN /AFED FProv. Fiau

E/L/Dvang membidangz
urusan Perhubungan
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d. pengembangan Lintas Peny=berangen dalam Ay Putih - Sungai Sslari, Prapat APED Kab. Benglkaliz E/L/D vang membidang
Kabupsaien Tungzsl - Tanjuns Leban, Tanjung urusan Perhubungan
Leban - Sukarjo Mesim/Pergam,
dan Prapat Tunggal - Sukaro
Mecim [ Porgam
e. pembangunsn dan penmelatan Pelabuhen Sungas Kec. Siak Keeil APEN/APBD Prov. E/L/D vans membidang
dan dansu pengumpan Fiau fATBED Kab: Bengializ urasan Perhubungan
f pembangunsn dan penmghkatan pelabuhen Fec. Bengkalis, Kec. Bulit Batu, APEN/APBD Prov. E/LfD vang membidang
penyeheranzan kelas [1 dan Kec. Fupat Fiau /APBED Ksb. Bengleahs urusan Ferhubungan
g. pembanpurien dan penmegkatan pelabuhan Keo: Benglealis Kec. Bandar APEN/AFBD Prov. E/L/D vang membidang

penyeberangan kalas [I1

Lalksam=ana Kec Fupat, dan Kec.
Fupat Utara

Fisu/APBD Kab. Bengkalis

urusan Perhubungan

2.1.4 Sistem Jaringan Transportasi Laut

& Penmgkatan Pelsbubsan Pengumpul Kec. Benglalis, Kec. Bulat Batn, AFEN/APED Prov. E/L/D vang membidang
dan Kec. Fupat THara FiaufAFBD Kab. Benglkaliz urusan Perhubungan

b. Pemngkstan Pelabuhan Pensumpan Eegional Eec. Fupat APEBN/APBD Prov. Eian K/L/D vang memhbidangs
urusan Perlubunsan

c. Pembangunsn Pelshuhan Pensumpan Lolesl Kec. Bantan Kec Bulat Batu, Kec. AFEN/APED Prov. E/L/D vang membidang
Siak Keml Kec. Fupat, Kec. Fupat | Fiau /APED Kab. Benglaliz urusan Perhubunsan

Utara, dan Kec. Talang Muandeau

d.  Pengembengsn Termims]l Umum Fec Benglaliz dan Kec. Bantan APBN/APBD Prov. EfL/D yans membidang
Fiau fAFPBD Kab. Benglaliz urusan Perhubunesan

& Pempembangan trayelk tol laut Hec. Bengkalis APEBN/APBD Prov. K/L/D vang memhbidangs

Fisu /APED Kab. urusan Perhubungan, Swasta
Bengleahs/Swasta
f Penmgkatan Pangkalan Pendaratan [kan Kec. Benglealis den Kec. Fupat AFEN/AFPED Prov. E/L/D vang membidang

Utsra

Fizu/APBD Kab. Benglkalis

urucan lkelswtan dan
FPeriksnan

2.1.5 Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

B

Feview studi kelayalean pengembangan bandar
udara pengumpul skels pelayanan seloander

Hec. Talang Muandan

APEN /APBED Prov. Fian

E/L/D yans membidang
urusan Perhubungan

2.2 Sistem Jaringan Energi

2.2.1 Jaringan Infrestruktur Minyak dan Gas bumi

a  Penmglstarn dan pergembangan Infrastbulobar Seluruh kecamatan APBN/BUMN/Swasta E/L/Dvans membidang
Mingak dan Gas Bumi: wrucan ESTM, BUMN, dan
Swasta
b. Penmgkstan dan pengembangan Jarnngan yans Fec. Bathin Solapan, Kec. Mandau, APEBN /BUMK fSwasts E/L/D vang membidang

Menyahurkan Minysak dan Gas Bumi deri Fasilitas
Produlrsi-Filang Pengolahan

Eec. Pingeir, dan Kec Talang
Muandau

urasan ESDM, BUMN, dan
Swasts
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. - Penimglcatan dan penpembangan Jarmzsn yang Kec Benghkalic, Kec. Bantan dawn APEN/BUMN/Swasta E/L/D vang membidang
Menyehirkan Minysk dan Gas Bumi dari Fasilitas Kec. Siak Feil urusan ESDM, BUMN, dan
Produlks=i-Tempat Penyimpansan Swasts
2.2.2 Jeringan Infrasttuktur Ketenagalistrikan
g Pembansunen dan penmgikatsn pembanglat hstrikc Fec. Bengkaliz, Kec. Bantan, Eec. APEBN/APBD Prov. K/L/D vang memhbidangs
tenaga dissel [FLTD) Fupat, dan Kec. Fupat Tltara Fian {BUMN/ Swasta urusan ESDA, BUME, dan
Swasta
b. Peningkstan pembanglat hstril tenags gas (FLTG) Kec. Pinggir APEN/APBD Prov. E/L/D vans membidang
Fiam fBUMN/Swacta urucan ESDM, BUMN, dan
Swasta
c. Pembangunsn pembangltt listrilke tenags bayu [FLTE]| Kec. Benghalis, K=o, Bantan, Heco APEBN/APBD Prov. E/L/D vang membidang
Fupat, dan Kec. Fupst Utars Fiau/BUMN/Swasta urusan ESDM, BUMK, dan
Swasta
d. Penmglkstan dan pembangunen pembanglat hstele Hec. Bengkalis, Kec: Bantan, Kec. APEN/APBD Prov. E/L/D vans membidang
tenega surya [FLTS| Fupat, dan Kec: Fupat Utara Fian/BUMN/Swacia urusan ESDM, BUMNKN, dan
Swasts
e Pembangunsn pembanglat istrilk tenaga mm: hudro Hec. Benghkalis, Hec. Bantan, Hec APEN/APBD Prav. E/L/Dvang membidang
(ELTMH]: Fupat dan Kec. Fupat Utara Figu /BUMN/ Svwasta urusen ESDM, BUMN, dan
Swacts
f. - Penmglcataw pembanglot hstrile teniasa mesin dan Kec Pimggr APBN/APBD Provw. E/L/D vang membidang
gas [PLTMG] Fiau/BUMN/ Swasta ursan ESDM, BUMN, dan
Swasta
g Pembarngunsn pembanglat listrilk tensga biogas Kec. Benglalic, Kec. Bantan, Kec. APBH/APBD Prov. E/L/D yans membidang
(FLTB&; Fupst, dan Fec. Fupst Utara Fian /BUMN/Swasts urusan ESDM. BUMN dan
Swacts
h - Pembamgunsn pembangkit hetnle tensga biomacssa Koo, Benglalic, Keo. Bantan, Kec. APBN/AFPBD Prov. E/L/D vang membidang
(FLTEm] Fupat, dan Kec. Fupat Lltara Fian {BUMN/ Swasta urusan ESDA, BUME, dan
Swasta
1 Pembangunan pembanglat hstrik tensga hybnd Kec: Bengkslis, Hec. Eantan_ Kec. AFEN/APED Prov. E/L/D vang membidang
Fupat, den Kec. Fupset Utara Fian (BUMN/ Svacta urussn EZDM, BUMN dan
}- Penmpgkstan dan pembengiunan Sshiran dara Eec: Bathin Salapan, Kee. Mandan, APBN/AFBD Prov. E/L/D vang membidang
Tegangan Tingem [SUTT); Keo. Pinggir, Kec. Bandar Fiau/BUMN/ Swesta urusan ESDA, BUMN. dan
Lakcamans Kec. Bulot Batu, dan Swasta
Kec. Siak Feeil
k. Penmgkstan dan pembangunsn jannean pipa/ kabel Selat Fupat dan Selat Benglaliz APEN/APBD Prov. E/L/D'vang membidang
bewah laut penyaluran tensga hshrls Fign (BUMN/ Svwasta urusen ESDM, BUMN, dan
Swacts
L. - Penmgistaw dan pembansuman gardu listrile KHeo. Bathm Solapan, Kee Pingmir, APEN/AFBD Prov. E/L/D vang membidang
Eec. Bulat Betu, dan Kec. Fiau/BUMN/Swacta urusan ESDM BUMNKN, dan
Benglahi= Swazta
2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi
g, Pembansunan Sentrsl Telepon Otomat [8TC0) Hec. Bengkalis APEBN/APBD Prov. E/L/D vang membidang
Fieu fAPED Kab. urusen Komuniksasi dan
Benglalis/ BUMN/ Swasta mformatks BUMN dan

Swacta
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b. Penmglkatsn dan pengembangan jaringan kabel serat optile Seluruh kecamaten APEN/BUMN/APED Prov. E/L/D vang membidang
FisufAPBD Kab. urusen Komunikss: dan
Bengicah=z/Swasta mformatlca, BUMN, dan
Swasta
. Pengembangan jarinzsv bergeral ferectrial Kec. Fupat Utara, Kec. Benglkahs, APEN/BUMN/APED Prov. E/L/D vang membidang

dan Kec. Bantan FisufAPBD Kab. urusen Komunikss: dan
Bengicah=z/Swasta mformatlca, BUMN, dan

Swrasta
d. Penyedisan dan pengembangan menara Baze Transceiver Sehyrubh becamatan APEN/BUMN/APED Prov. E/L/D vang membidang
Station [BTS] Fian/Swasta urusen Komunikss: dan
mformatiles BUMN, dan

Swrasta
e. Master plan IT Esbupaten Benglealis Seluruhb kecamatan APED Ksb. Bengleahs E/L/D vansg membidang

uruzan Komunikas: dan
miormetika

2.4 Bistem Sumber Daya Air

g. Pembangunsn dan pensembangan Jaringan Irgasi Promer Fec. Bantan FKec. Siak Kecl, APEN/APHD Prov. E/L/D vans membidang

Kec Bulat Bata, Kec, Mandau, Kec. Fisu/APED Kab, urusan Pelkerjaan Umum,
Fupat, dan Kec. Fupat Tltara Bengkal=/BUNMD FPertanian, dan BUMD
b. Pembansunan dan pengembansan Jarmean Ingass Kec. Bantan, Kec. Siak Kecil Eac. APEBN/APBD Prov. E/L/D yang membidang
Selouinder Bulat Batu, Kec. Bandar Fiau {APBD Esh. Bengleahs | urusan Pekerjsan Umum d=n
Lalksamans Kec. Bathin Solapan, Pertanian
Kec: Mandaw, Kec. Fupat, dan Kec:
Fugpat Utara.
¢. Pembangunsn dan pensembansan Jarimgan Irga=si Tersiar | Kec. Bantan, Kec. Sisk Keail Kec. APEN/APBD Praov. K/L/D yang membidang

Bulgt Batu, Kec. Bandar
Lalkcamana, Koo, Mandau, Kec.
Talsng Muandau, Fec. Pinegir, Kec.
Fupat, dan Kec. Fupat Utars.

Fizu/APED Kzh. Benglalis

urusan Linglungan Hidug,
Kehutanan, dan Pelcerjaon
Urmum

d. pengembansgan waduk bustan untul irigas: pertanian Sehiruh kecamatan APBH/APBD Prov. E/L{D yans membidang
Fisu fAPBED Ksb. Bengicabiz | urusan Pekerjaan Umnm dan
Pertanian
e. pengembangan telmolog tepat guna [TTG] dalam Selurub kecamatan APEN/APBD Prov. K/L/Dvsneg membidan=
pengelolsan sumber air permulasn [sungs dan danen| FiaufAPBED Kab. Bengicalic | urasan Pelterjasn Umum dan
Pertanian
f pembangunsn dan penmghksatsn jaringan pengendalian Seluruh kecamatsan AFEN/APED Prov. E/L/D yans membidang

banjir

Fiau fAFPBD Kab. Benglaliz

urusan Peierjasyn Umum dan
Pertanian
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N Pr Lokasi Sumhber Instansi =
i =2 i o Pendanasi Pelakiiia Tahun | Tahun | Tabun | Tahun | Tabun
Ee-1 Ke-2 | Ee-3 | HEed Ke-5
2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
2.5.1 Sistem Penyediaan Air Minum [SPAM)
a  peningkstarn dan pembangunan unit ar balo Hec. Bengkalis, Kec: Bantan, Kec. APEN/APBD Prov. E/L/D vang membidang
Fupsat Keo: Sk Kecil, Kec. FisufAPED Kab. wrusan Pelkerjaen Umum,
Mandau, Kec. Fupat Utara, Hec. Bengkahs /BUMD/ Swasta BUMD, Swasta
Bandar Lalccamana dan Kec.
Talang Muanda.
b. pemmgkstan dan pembargninen nmt produkesi Kec. Benglalic, Kec. Bantan, Kec. APBH/APBD Prov. E/L/D yans membidang
Fupsat, Kec: Bulst Batu, Kec. Bisk Risu fAPBED Kab. vrusan Pelerjaan Umam,
Kecl, Kec. Mandan, Kecamatan Benghkshs /BUMD/ Swacta BUMD_ Swacta
Fupat Utara, Kec. Bandar
Lakssmens dan Kec Tslang
Auander.
c. penmgkatan dan pengembangan unit distrbus Seluruh kecamatsan AFEN/APED Prov. E/L/D vang membidang
Fien/APED Kab. wrusan Pekerjasn Umum,
Benglabis {BUMD/ Swasta BUMD, Swasta
d.  peminglkatan dan pengembangan unit pelayansn Seluruh kecamatan ADPEN/APBD Prov. KL/ yans memhbidang
Risu fAPED Kab. vrusan Pelerjaan Umuam,
Benglksalis /{BUMD/ Swasta BUMD), Swasta
e pembargunsn dan peninglkatan sumur dangkal Sehuiruh kecamatan APBHAPBD Prov. E/L/D yans membidang
RFisu fAPED Kab. vrusan Pekerjaan Umam,
Benglabis (BUMD/ Swasta BUMD, Swascta
{ pembangunsn dan penmgkatan sumur pompa Selurub kecamatan APEBN/APBD Prov. E/L/D vang membidang
Fieu fAPED Kab. uwruzan Pelerjaan Umum,
Benglaliz {BUMD/ Swasta BUMD, Swasta
g pembangiunen dan peningicatay bak penempungan Sehurub kecamatan APBN/APBD Prov. E/L/D vang membidang
air huyjan FisufAPED Fab. wurusan Pekerizan Umum,
2.5.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah [SPAL)
& Penmgkatan dan pengembanzgan Infrasthruliur Seluruhb kecamatan AFEN/APED Prov. E/L/D yang membidang
Sistem Pembusngan Aty Limbah Domeztilc FisufAPED Kab. urusan Permulomen dan
Bengkahs /BUMD/ Swasta Lingloumgan hidup
2.5.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahava dan
Beracun (B3)
= Pengembangan sistem jasa pengelolaan imbah B3 Sehuruh kecamatan BUMN/ Swasta BUMN dan Swasts
terpadu
b. Pengawssan dan Pengendalian sistem pengelolasn Seluruhb kecamatan APEN/APBD Prov. K/L/Dvsng membidangz
limbah B3 Fizu /APED Kab_ Bengializ wruzan Lingloungsn Hidup
2.5.4 Sistem Jeringan Persampahan Wilaysh
s Penmmpgkston dan pengembangan stesiun pershhean Seharub kecamatan APBN/AFPBD Prov. E/L/D yang memindangz
antara (SPA] Fisu /APED Kab. urusen Linglounsan Hidup,

Bengkalis/BUMD/Swasta

EUMD, d=n Swasta
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b. -Pembanpurien dan penmgkatanTempat Sehyruh becamatan APEN/AFPBD Prov. K/L/D yang membidang
Pemampungen Sementars [TFS| FisufAPBD Kab. urusan Linglungen Hidup,
Bengkalis (EUMD/ Swasta BUMD, dan Swasta
. - Peninglcatan dan penpembangan Tempat pengolahan Sehyrubh becamatan APEN/APBD Prov. K/L/D yang membidang
sampah TES 3R |Reduse, Reuse, and Recycle) FisufAPFBD Kab. urusan Linglangen Hidup,
Bengkalis (EUMD/ Swasta BUMD, dan Swasta
d. Penmgkatan dan pengembangan sistem pengolahan | Hec. Bengkslis, Koo Bantan Kec. AFEN/APED Prov. E/L/D yans membidang
zampah pada Tempat pemrozezan skhir [TPA) Bulat Batu, Kec. Bathm Sclapan, | Fiau/APED Kab. Benglaliz wrusan Linglomnesn Hidup
Eec. Pingeir, Kac. Siak Kecil, Kec.
Fupat, dan Kec. Fupat Utara.
e. Review master plan perzampahan. Selurub kecamatan APEN/APBD Prov. K/L/D yang membidang
Fiau /APBED Ksb. Bengleahs uwrusan Linglangan Hidup
2.5.5 Sistem Jeringan Evalmasi Bencana
& Pengembangan Jahir Evalia=s Bencans Sehurub kecamatan APBN/APBD Prov. EfL/D yang membidans1
Fizu (APBD Kab. Bengkalis |urusan Penangsulangan
Bencan=
b. Pengembangsn Tempat Evalmiss Bencans Seluruh kecamatan APBNJAFPBD Prov. EfL{D yang membidangs
Riau/APBD Kab. Bengkali=s |urusan Penangsulangan
Bencans
. Pemgembangsn sistem Mitigasi Bencana Seluruh kecamatan APBNJAFPBD Prov. EfL{D yang membidangs
Riau/APBD Kab. Bengkali=s |urusan Penangsulangan
Bencans
2.5.6 Sistem Drsinase
2  Pemgembangsn dan peninghatan jarngan dramsss Selwruh kecamatan APBNJAPBD Prov. E/L{D yang membidanz
primer Riau/APBD Kab. Bengkali= | urusan Pekerjaan Umum dan
Pearmuidman
b. Pengembangsn dan peningkatsm jaringsamn dramase Sehinrh kecamsatan APBN/APBD Prov. E/L/D yang membidan
sekndar Fiau/APBD Eab. Bengializ | urisan Pekerjgan Umum dan
Fermuioman
. Pengembangarn sumur resapan Seloruh kecamsatan APEBN/APBD Prov. E/L/D yang membidang
Fiau {APBD Esh. Bengleahs | urusan Pekerjsan Umum d=n
Fermuioman
B. |Perwnjudan Rencans Pola Buang Wilayah Kabupaten
1. |Hawasan Lindung
1.1 Badan Air
g. operasisnal dan pemelharaan Baden Adr Sehyrubh becamatan APEN/AFBD Prov. K/L/D yang membidang

Fisu/APBD Kab. Bengkalis

urusan Pekerjasn Umum dan
Permuigman




No.

Pr Lokasi Sumber Instansi
oE hgp Pendanaan Pelaksana
b. pembsnsunan fanemil suneal Sehyruh becamatan APEN/AFBD Prov. K/L/D yang membidang
Fizu/APBD Kab. Bengial= | urusan Pekerjaen Umum dan
Permuigman
. pengelolaan hidrolom dan kashites ar Wilayah sungal Sehuruh kecamatan APEN/APBD Praov. K/L/D yang membidang
Fiau /APBED Kab. Bengleabs | urdsan Pelerjaan Umum dan
Permulaoman
1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya
2. Rehabihites: Kawazan Huten Lindung Kec. Fupat Utara APBN /APBD Prov. Eian K/L/D vang memhbidangs
urusan Lnglimngan Hidup dan
Kebutanan
b. Penmnghkatsn pengawasan keswasan hutan hndung

Kec_ Fupst Utara

APEN/APED Prov. Fasm

E/L{D vans membidang
wrusan Lmgkungan Hidup dan

Eehutanan
. Penmvusunan Fencana Perlmdunsgan dean Pengelolasn Eabupaten Bengkslis APEBN/APBD Prov. E/L/D yang membidang:
Ekosistermn Gambut (RPFEG| Eabupaten Fiau {APBD Esbh. Bengleahs wrusan Lingluingan Hidup,
Kehutanan dan Pertanian
d. FRehahibtas dan perlindungan Kawasan Lmdung Gambaat Seluruh kecamatan APEN/APHD Prov. K/L/Dwysng membidangz
Fiau fAFPBD Kab. Benglah= urusan Linglungen Hidup,

Fehutansn, dan Pertanian

1.3 Kawasan Perlindungan Sstempat

2 Pengembangan jahir hijau

Kec. Bantan Kec Bathin Sglapan,
Kec. Bengkalis, Kec. Mandsu, Kec.
Pinggr. Kee. Rupat, dan Kec. REupat
Utara

AFBN/APBD Prov.
Risu/APBD Kab. Bengkalis

E/L/D yans membidang
urusan Lmglmngen Hidup dan
Permulaman

b. Hajian pendetailan gars sempadan

Seluruh kecamatsn

APBN/APED Prov.
Fizu/APBD Kab. Benglkalis

E/L{D vans membidang
wrusan Lmgkungan Hidup dan
Pekerjaan Umum

1.4 Kawasan Honservasi (Hawasan Suaks Margasatwa)

a. Inventarmizasi, pemantausan, den evaluas pemanfastan

Suaks Margasatwa

Kec_ Bulat Batu; Kec Mandan, Kec.
Pmgzir, dan Kec. Talang Muandau

APEN fAPBL Frov. Fiaa

E/L/D yang memindangz
urusen Lingkunegen Hidup
dan Hebufanan

b. Penmghkatsn pengembangan dan psmentapan
mfrastrulctir Suales Margazatos

Kec. Bulot Batiu, Hec Mandsn, Kec.
Pmgesiv, dan Keo. Talang Muandan

APEN/APED Prov. Fasm

E/L/D yans membidang
urusan Linglningen Hidup
dan Kehutanan

1.5 Eawasan Ekosistem Mangrove

g Pemetsan dan penyusunan basiz data Kawazan Ekosictem

Marngrove

Kec. Bantan, Kec. Benglhalic Kec.

Bulat Batu, Kec. Siak Kecil, Kec.

Bendar Laltsamana, Kso. Fupat,
dan Fec. Eupat THars

AFEN/APBD Prov.
Fisu/APBD Kab. Bengkalis

K/L/D yang memidang
urusan Limgkungan Hidup
dan Eshutanan
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b. Penstapan den perlmcungan Kawassn Elromiztem Kec. Bantan, Ksc. Benglaliz Kec. APEN /APED Prov. Fian K/L/D yang membidang
Mangrove Bulat Batu, Kec. Siak Kecil, Kec. urusan Limgkungan Hidup
Bendar Laltsamana, Kso. Fupat, dan Eshutenan
dan Fec. Eupat THars
¢. Pengawssan dan pengendalban Kawasan Ekosistem Hec. Bantan, Ksc. Benglkabi=s Kec APEN/APHD Prov. E/L/D vang membidang
Mangrove Bulat Bata ¥ec. Siak Kecil, Kec. FisufAPED Kab. urusan kepariwicataan dan
Bandar Lalrsamana, Fec. Fupat, Benglealis/Desa Di=sa
dan Fec. Eupat THars
2. |Kawasan Budi Dayva
2.1 Eawasan Hutan Produksi (HFT, HP, dan HFE)
g. Pengembangan pemaniaatan Kswazen Hutan: Produls: Selurul becamatan APBN/APBD Prov. E/L/D yang memindang
Terbatas Fizu/Swaste/ Mazyaralat urusan Linglungen Hidup,
Eshutsnan, Swasta, dan
Masvaraleat
b. Pengsmbangan pemenisaten Hewasan Hutan Produks: Seluruhb kecamatan AFEN/APED Prov. E/L/D yang membidang
Tetap Fizu/Swacta fMacyaralat urutan Lingloungsn Hidup,
Eehutanan, Swasta dan
. Pengembansgan pemanfastan Kawasan Hutan Produles: Sehuiruh kecamatan APBHAPBD Prov. E/L{D yans membidang
yang dapat Dikonvers: Fizu/Swecta /Macvaralkst urusan Lingloanesn Hidup,
Eshutanan, Swasta, dan
Masverakar
d. Penanggulanszan kebakaran hutan dan lshan Selurub kecamatan APEBN/APBD Prov. E/L/D yang membidang:
Fisu /AFBD Esb:. Benglalic/ | urmisan Linglngan Hidup,
Masyaralemt/Swasta Eshutanan, Swasta, dan
Masyarakar
. Penyelezsaian Pengussasn Tanah dalam Kawssan Hutan Sehurub kecamatan APEN /APBD Frov. Faian E/L/D yang memindang
{PPTEH,) urusan Lingiingen Hidup
f perbulsnas sosial Bahirih kecametan APBN/APED Prov. Famu K/L/ D 3aig membiasag
urusan Limgkungan Hidup
dan Eshutanan
2.2 Kawasan Pertanian
2.2.1 Kawasan Tenamasn Pangan
2 Inwventarizas] lues balm lehan sswsh Seluiruh kecamatan APEBN/AFBD Prov. E/L{D yang membidang
Fiau /APBED Ksb. Bengleahs uriassn Pertamisn dan
Pertanshan
b. -Penetapan dan perlimdunzsy Kewacan Pertanian Kec Benglalic Hec. Bantan, Kec. AFBN/AFBD Prov. K/L/D yang memidangl

Pangan Berielanputan

Bulat Batu, Kec. Siak Kecil, Kec.
Bandsr Lakzsamana, Kec. Mandau,
Kec. Pingzir, Eec. Fupst, dan Kec.

Fupat Utara

Fisu/APBD Kab. Bengkalis

urusan Pertanian, Pertanahan,
dan Tata Fuang




. Sumhber Instansi
No. Program Lokasi Pand i Pelaksana
. -Pengembangan kegiatan agrowisata selctor tanaman Sehyruh becamatan APED Kab. Benglkaliz E/L/D vang membidang
pangan urusan Pertanian dan
Parmwisata
d. Optmelizast sumber sir permuikcasn sksisting Sehuruh kecamatan APEN/APBD Praov. E/L/Dvang membidangz
dan/atan air tensh untul keperlusn pengairan Fiau /APBED Ksb. Bengleahs urusan Perfanien tansman
lahan tenaman pangan pangan
=. Penpgembangan lahen tanaman pangan baru atau Selurul becamatan APBN/AFPBD Prov. E/L/D vang membidang
cetals sawah baru Fiau (APBD Kab. Bengkalis urusan Pertanian tanaman
pangan
f Pengembesngsn szrana dan pressrans pertanisn Sehuiruh kecamatan APBHAPBD Prov. E/L/D yans membidang
tanaman pangan Fisu fATPBD Kab. Bengilah= urusan Pertaman
2.2,2 Hawsasan Perhebunan
a2 Pengembangan wilsyzh agribismis dan sgromdustr: Selurub kecamatan APEBN/APBD Prov. E/L/D vang membidang
Fieu fAPED Kab. urliizan Pertanisn dan Swasts
Benglkah=/Swasta
b. Pemgembangan komodii pericebunan peremsjasn Sehuruh kecamatan ADPEN/APBD Prov. E/L/D yang memhidang
dam rehabilifas] tanaman perkebhunan Fisu fAPBD Kab. urus=sn Pertanian dan Swasta
Bengleah=fSwacta
c. Pengembengsn ssrana den presarans pernumnjang Seluruhb kecamatan AFEN/APED Prov. E/L/D vang membidang
perkebunsn Fien [ APED Kab. urusan Pertanian dan Swasta
Esnglah=z/Swacta
d. Pensgtaswn migasi/kenal pada areal perlcebunan lahan Sehurub kecamatan APBN/APBD Prov. E/L/D vang membidang
zambut Fiew fAPBD Kab. Bengkalis/ |urusan Pertamian, Swasts, dan
Zwastaf Masyaralkat Masyarskat
2.3 Eawasan Perikanan
2. Pengembangan dssrsh sentra perikanan bud: daya air Seluruh kecamsatan APFBD Prov. Fiau fAPED Kab. E/L/D yang membidans

tawar, budi daya air peyau, dan penkanan budi daya air

Bengicah=z/Swasta

uruszan Perikanan, Kelautan,

laut den swaste
b. Pengsmbangan deersh zentra pengembengan perikanan Kec. Benglkabs, Kecamatan Bantan [AFBD Prov. Fisu/APED Esh. E/L/D yang membidang
tanglan Hec. Bandar Lalktcamans, Benglraliz/ Swacta urusan Perlcansn Eelautan,

Eec Fupat dan Fec. Fupat Utara

dzn swaste

. Penetspan kewsczan mimapohtan meliput perencanaan Kec. Bengirahs, Kecamatan Bantan, | APBL Prov. Fiau /APBD Eeb. E/L/D yang memindangs
studi kelayalan, penvusunan mester plan kaweszan, dan Eec Fupat, dan Kac. Fupat Utare Bengicah=z/Swasta uruzan Perllkanan, Kelautan,
pengembangan sarana dan preserans den swasta

2.4 Kawasan Pertambangan dan Energi
2 Inventsrizas: sresl pertemhansgan eksisting Sehuruh kecamatan ADPEN/APBD Prov. E/L/D yans membidang
Fign (BUMN/ Svwasta urusan ESDM, BUMN, Swasta
b. Eehabilttaz: Iahan pasca tambang Sehyrubh becamatan APEN/AFBD Prov. K/L/D yang membidang

Fian/BUMN/Swasta

urusan ESDM, BUMN, Swasta




. Sumhber Instansi
No. Program Lokasi Pand i Pelaksana
. Penataan dan penelitian potensi zons pertambangan Sehyruh becamatan APEN/AFBD Prov. K/L/D yang membidang
Fian/BUMN/Swasta urusan ESDM, BUMN, Swasta

d. Penetapan kewssan pertembansan ralkyst Sehuruh kecamatan APEN /APED Prov. Fian E/L/Dvang membidangz
urusan ESDM

e. Pengawssan dan pengendsalian terhadap penambangan har, Selurub kecamatan APEN JAPBD Prov. Fian E/L/D vansg membidang
urusan EEDM

2.5 Kawasan Peruntukan Industri

Kec. Bulat Batn

2 Pra studs kelayskan dan mester plan kawssan industn AFBD Prov, Fian /APBT) Kah. E/L/D yang membidang
Bengleshs urusan Penndustrian dan
Perdagangan
k.  Pempusunan detsil enginenng dessn (DED) kawesan Eec. Bulat Batu APBD Prov. Fiau/APED Kab. E/L/D yang membidang:
industrs Benglkahs wrusan Perindustrian dan
Perdaganean
c. Pembebssan dan pematangan lahan kewasan industn Koo Bulat Bata APEN/APHD Prov. E/L/D vans membidang
Fisu/APED Kab. urusan Perindustrian,
Bengicahs/Swasta Perdagengan, dan Swasta
d. Pengembansan klaster-idaster menengah mdustn kecil Tersebar di setiap kecamatan ADPEN/APBD Prov. E/L/D vang membidang
dan mikro berbasziz seltor unggulan Fisu fAPBD Kab. urusan Perindustrisn,
Bengleahsf Swacta Perdagangan, dan Swasta
e. Penataasn areal permuloman dalam keewasan industn Koo, Bulot Batu APEN/AFBD Prov. K/L/D yang membidang
Fisu /APBD Kab. Benglahs urusen Permdustran,
Pardszangan, Tats Fusng, dan
Fermuioman
f. Pengembangan sistem pengelahan limbah indushs yang Terzshar di setiap kecamatan AFEN/APED Prov. E/L/D vang membidang
rameh nslmngsn Fiau fAFPBD Kab. Benglaliz urusan Perincustrian,
Perdagangan dan Lingioungan
hidup
g. Pembsneunar prasarans dan sarana pendulming kawaszan Koo, Bulot Batu APEN/AFPBD Prov. K/L/D yang membidang

mdustr:

Fiau/APBD Kab. Bengkalis

urusan Permdustrian,
Perdssangsn, dan Pekerjsan

2.6 Kawasan Pariwissta

a.  Feview Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Seluruh kecamatan APED Kab. Benglah= E/L/D vang membidang
Pariwnsata Kabupaten (RIFPAR KAB) Benglalis urusan Fepanwisatasn

b. Ksjsn pengembangan kepariwisstasn Seluruhb kecamatan APEN/APBD Prov. E/L/D vans membidang
Fiau fATBED Kab: Bengializ urusan Hepariwisataan

. Pengembansen Kawssan ungzulan, andslan, potensi Seluruh kecamatan APEN/APBD Prov. E/L/Dvang membidang
pengembangan parmwisata Fiau fAFPBED Kab. Benglalis urusan Kepermwisatssn

d. Pengembangan dan perimdungan sitoc bersejareh dan Seluruh kecamatan APBN/APBD Prov. E/L/D vang membidang:
budaya Fiau /APBD Kab. Benglaliz urusan Fepenwisataan

e. Pengsmbangan den peninglkatan mfrastrulchir penduklning Seluruh kecamatsan AFEN/APED Prov. E/L/D vang membidang
objels wizats Fien [ APED Kab. urusarn Keparmwizataan

Benglksahs/zwasta
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2.7 Kawasan Permukiman
2.7.1 Eawasan Permukiman Perkotaan
=z Pembangunsn sarans dan prasarena penunjang Kec: Bengkslis, Hec. Eantan_ Kec. AFEN/APED Prov. E/L/D yans membidang
kawasan pemuliman perleotzan Bulot Bati, Kec.Siak Kecil, Kec. | FiaufAPED Kab. Benglslis | urasan Pekerjaan Umum dan
Bathim Solapan, Kec. Mandawu, Hec. Permuloman
Pinggir, Kec. Fupst, dan Kec. Fupat
Ttara
b. Percepatsn penyediasn perumehan melshn kegiatan | Eec. Benglkalbic. Koo, Bantan, Kec. APBN/AFPBD Prov. E/L/D yang memindang
pengembangan perumehsn swadaya Buldt Batu, Fec. Siak Kecil, Kec. | Fiau/APBD Kab. Bengkalis | uwrusan Pekerjaan Umum dan
Bathin Solapen, Kec. Mandeu, Kec. Pearmuidman
Pingzir, Kec: Fupat, dan Fec. Fupat
Utara
. Penatssn den rehshilitesi linglomgam kawasan Kec. Benglalic, Kec. Bantan, Kec. APBHAPBD Prov. E/L{D yans membidang
permubloman kumub perkotasn. Bulat Bati Kec. Siak Kecil, Eec. | Fiau/APBD Esb. Benglksel=s | urusan Pekerjasn Umimm dan
Bathin Solapan, Kec. Mandau, Hec. Permuloman
Pinggir, Kec. Fupst, dan Kec. Fupat
Utara
d.  Pemyedisen Fusng terbula Hijan [ETH| Kec. Benglalic, Kec. Bantan, Kec. APBHAPBD Prov. E/L/D yans membidang
Bulat Bati Kec. Siak Kecil, Eec. | Fisu/APBD Esb. Benglab=s |urasan Lmglangen Hidup dan
Bathin Solapan, Kec. Mandau, Hec. Permuloman
Pinggir, Kec. Fupst, dan Kec. Fupat
Utara
2.7.2 Kawasan Permukiman Perdesaan
s Pembangunsn sarans dsn prassrans penunjEng Terssbar di sstiap kecamatan APEBN/AFBD Prov. E/L/D yang membidang
kawaszan pemulimen pedeszasn Fiau {APBD Esh. Bengleahs | urusan Pekerjsan Umum d=n
Fermuioman
b. Pembangunsn rumsh layak hum dan swadaya Tersebar di setiap kecamatan APEN/APBD Prov. E/L{D yens membidang
Fiau /APBED Kab. Bengleabs | urdsan Pelerjaan Umum dan
Permulaoman
2.8 Eawasan Transportasi
= Pembangunan, peningketan, dan pengembangsn sarana Hec. Bengksaliz dan lec. Bulat Batu APEN/ APDBD Prov. E/L/DV¥ang membidang
dan prazsvans permanjang kegiatan tansportas: Fisu fAPBD Kab. urusan Ferhubungan
Benglealic { BUMN/ Swasta
2.9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan
2 pengembangsn ssrana den prasarans penunjang sistem Terzshar di setiap kecamatan AFEN/APED Prov. E/L/D vang membidang
pertahanan dan keamansan Fiau fAFPBD Kab. Benglaliz urusan Pertshanan den
Femanenan dan Pelernaan
Umiam
C. |Perwujudan Hawasan Strategis Habupaten

2 Penghajian potensi dan perscoalan pengembangan atan
pengelolsan Kawssan Strategis

Kec: Benglalic, Kec. Bantan, Kec.
Bulat Batu, Kec. Fupat, Kec. Fupat
Utara, Kec. Bathim Sclapan, Kec.
Mendsu, dan Eec. Pingzir

APBN,APBD Prov.
Risu/APBD Kab. Bengkalis

E/L/D yans membidang
uruzan yang salaras dengan
fang=1 kawaszan




Waktu Pelnksanaan

Bumber Instansl
No. Program Lokasi Pendanann Pelaksann
b. Penyusunan program aksi penpelolasn Kawasan Strategis Kee. Benglalis, Kec. Bantan, Kec. ) APBN/APBD Prov. .
Bulkit Batu, Kec. Rupat, Kec, Rupat | Riau /APBD Eab, Benghalis K/L/D yang membidangi
Utara, Kec. Bathin Solapan, Kec. urusen yang selaras dengan
M&ﬂlﬂ-ﬂu, dan Kec. Pw f,uugm_ leowasan
¢. pengambangan sarana dan prasarana pendukung Kawssan Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec, APBN/AFPBID Prov,
Strategis Buldt Batu, Kec. Rupat, Ker. Rupat | Fiau/AFBD Kab. Benghkalis K/L/U yang membidangi
Ut&m.ﬂ:ec.ﬂu!hinﬂul&pm.!&r_ mmmm
Mendau, dan Kec. Pinggir fungsi kawasan
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